PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

FOLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AR MINUM
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,

Mennmibxang:

KRAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 avar (2),
Pasal 41 ayat (2], Pasal 43 avat (2} Pecraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layvanan Umum
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernus tentang Pola

Tata kglola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan

Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, kawasan
Permukiman dan Pertanahan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Il‘x_il

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 43535] sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untulk
Petlaniganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahavakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516];

Ly

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana (clah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 680 1);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5387), sebagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Per'aturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomaor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintahh Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3340];

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2036)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Nalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor
80 Tahun 2015 tentung Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ientang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah
Provinsi Riau (Lembaran Dacrah Provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4) scbagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5):



Menetlapkan:

MEMUTUSKAN :

FPERATURAN GUBERNUR TENTANG FOLA TATA KELOLA,
RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
LAWASAN PEEMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal |

Dalam Peraturan Gubenur ini vang dimaksud dengan:
1.  Daerah adalah Provinsi Riau.

|
Permerintah Provinsi adalah Pemerintah Provins: Eiau,

o

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4,  Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Riau,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau.

6. DPerangkat Daerah adalah Perangkat Daecrah i
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

-]

UUnit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas
Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang,- Perumahan,
kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau
vang selanjutnva disingkat UPT PAM adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau.

8.  kepala UPT Pengelolaan Air Minum disingkat Kepala UPT
adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Minum Dinas
Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang., Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

9, Badan Layanan Umum Daecrah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pclaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sehagai pengecualian dari
ketentuan pengeclolaan daerah pada umumnya.

10. Pemimpin BLUD UPT PAM yang selanjutnya disebut
Pemimpin  adalah  Pejabat Pengelola yang bertugas
memimpin BLUD.

11. TFleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang schat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat lanpa
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1'r1t:.m::11'i keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahleraan umum dan mencerdaskan kehidupan
hangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen
vang baik dlaam rangka pemberian layvanan vang
bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Bisnis Anggaran yvang selanjutnya disingkat
RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran
tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja
dan anggaran BLUD,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sehagai hendahara umum daerah.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjulnya disingkat
SPM  adalah ketentuan mengenal jenis dan  mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerinlahan
vang berhak diperoleh setiap pelanggan secara minimal.

Pelavanan Dasar adalah pelayvanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar Pelanggan.

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam
rangka penvediaan barang danj/atau jasa kebutuhan
dasar vang berhak diperolch oleh pelanggan secara
minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar seria
pemenuhan secara minimal dalam DPelayanan Dasar
seguai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pola Tata Kcelola adalah uraian tentang tata kelola UPT
PAM yang menecrapkan BLUD,

Rencana Strategis vang selanjutnya disebut Rensira
adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode o
(lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana
Bisnis dan Anggaran BLUD.

Satuan Kerja Perangkat Daecrah yang selanjutnva
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
pemerintah  selaku  pengguna  anggaran/pengguna
harang.

Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah selanjuinva
disingkat APBD adalah rencana kcuamgan lahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen percncanaan dan
Penganggaran vang berisi rencana pendapalan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD scrta rencana
pembiavaan sebagail dasar penvusunan APBD.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnva disingkat
DPPA adalah dokumen yvang memuat pendapatan, belanja
dan pembiavaan vang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang
HLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dewan Pengawas BLUD vang selanjutnya disebut Dewan
Pengawas adalah organ vang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

Taril Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
vang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil vang
wajar dari investasi dana, dapal bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

Unit Pelaksana Teknis vyang selanjutnyva disingkat UPT
adalah unit pelaksana Teknis yang meclaksanakan
kkegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan tfeknis
penunjang tertentu selaku kKuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagal pedoman
dalam pengelolaan dan penvusunan kebijakan pada
BLUD UPT PAM.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan
peningkatan pelayanan dan [leksibilitas pengelolaan
keuangan vang dilakukan oleh BLUD UPT PAM.

Bagian Keliga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

i,
b,

e

(1)

Pola Tata kelola;
Kensatra: dan
SPM.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Tata Kelola dalam pengelolaan BLULD UPT PAM
berdasarkan prinsip:

a. transparansi:
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h. akunitabilitas;

c. responsibilitas;
d. independen; dan
e. kewajaran.

Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan asas keterbukaan vang didasarkan pada
kebebasan menaglirnya informasi sehingga pihak yang
membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya.

Alkyntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem vang
dipercayakan pada BLUD UPT PAM agar pengelolaannya
dapalt dipertangegung jawabkan.

Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul ¢ merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis vang
sehal serta peraturan perundang-undangan.

Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh
atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai
dengan  peraturan perundang-undangan dan  prinsip
hisnis yang sehat.

Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢
merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak dan kewajiban stakeholders vang timbul
berdasarkan perjanjian  dan  peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

Kuang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT PAM memuat:

a.
b.
s
d.

(1)

kelembagaan,

prosedur kerja;

pengelompokan fungsi pelayanan;
pengelolaan sumber daya manusia;
peagelolaan keuangan BLUDS dan
pengelolaan limbah,

Bagian kedua
kelembagaan

Paragraf 1
Pejabat Pengelola dan Pegawal

Pasal 6

Sumber Daya Manusia BLUD UPT PAM terdiri atas:
4. Pejabar Pengelola;dan

b. Pegawai.
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Pejabat Pengelola sebagaimana vang dimaksud pada ayat
(1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum
operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan
keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

Pegawai schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyelenggarakan keglatan untuk mendukung Kkinerja
BLUD,

Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari:
a. pegawal negeri sipil; dan/atau

b. pcgawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RL.UD UPT PAM dapat mengangkat Pejabal Pengelola dan
Pcgawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dari
profesional lainnya.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada avat (5]
sesual dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan
keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis
dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga
prolesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5
dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Pcjabat Pengelola vang berasal dari tenaga prolesional
lainnya sebagaimana dimaksud avat (5] diangkai untuk
masa jabatan paling lama 35 (lima) tahun, dan dapat
diangkat kembali uniuk 1 (satu] kali periode masa
jabatan berikutnya.

Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya
paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang herasal
dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada
avat (3) dilaksanakan sesual dengan jumnlah dan
komposisi yang telah disctujui PPKD.

Pejabal pengelola BLUD UPT PAM terdiri dari :
4. Pemimpin BLUD UPT PAM;

b. Pejabat Keuangan; dan

c. Pejabal Teknis,

Pemimpin BLUD UPT PAMsebagaimana dimaksud pada
ayal {11) huruf a, adalah Kepala UPT PAM.

Peiabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
huruf b, adalah Kepala Tata Usaha.

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada avat (11]
huruf ¢, terdiri dari Kepala Seksi Penyedian dan
Pemeliharaan Air Bersih dan Kepala Seksi Monitoring
dan Evaluasi.

Pasal 7

Pejabat pengelola schagaimana dimaksud dalam Pasal 6
avat (11) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
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Pemimpin BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 avat (12) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis scbagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (13] dan avat (14
bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD UPT PAM.

Pasal 8

Pemimpin BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (12], mempunyal tugas :

a. memimpin, mengarabhkan, membina, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi penyclenggaraan
kegiatan BLUD UPT PAM agar lebih cfisien dan
produktif;

h. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT
PAM scrta kewajiban lainnya sesual dengan kebijakan
vang tclah ditetapkan oleh Gubernur;

. menyusun Renstra;
. qienyviapkan RBA;

] i PR

. mengusulkan calon Pgjabat Keuangan dan Pejabat
Teknis kepada Gubernur sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

[, menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
BLUD UPT PAM sclain pejabat vang telah ditetapkan
dengan ketentuan peraturan perundang- undangarn;

o mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT
PAM vang dilakukan oleh pejabat keuangan dan
pejabat  teknis, mengendalikan tugas pengawasan
internal, serta menyampaikan dan
mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta
kenangan BLUD UPT PAM kepada Gubernur;

h.tugas lainnya vang ditetapkan oleh Gubernur sesual
dengan kewenangannya

Pemimpin BLUD UPT PAM dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umium
operasional dan keuangan;

Pemimpin BLUD UPT PAM bertindak selaku kuasa
pecngguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9
Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (13), mempunyai tugas:
4. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
¢. menyiapkan DPA-BLUD;
d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

e, menvelenggarakan pengelolaan kas:



(1]

Lk

{3)

0

f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi,

. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah
yang berada di bawah penguasaannya

=

h. menyelenggarakan — sistem  informasi  manajemen
keuangan

i. menvelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan
keuangan; dan

i. meclaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh

Pemimpin BLUD UL PAM sesuai dengan
kewenangannya.

Pejabat Keuangan dalam  melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi
sehagai penanggung jawab keuangan.

Pejabat  Keuangan dalam  melaksanakan  tugas
schagaimana dimaksud pada ayat (1) “dibantu oleh
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

Pejabat  Keuangan, Bendahara Penerimaan  dan
RBendanhara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai
Negeri Sipil.

Pasal 10

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (14]
mempuryal tugas:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan di BLUD UPT PAM;

b. melaksanakan  kegiatan teknis operasional dan
pelavanan sesuai dengan RBA;

¢. iemimpin  dan  mengendalikan  kegiatan teknis
operasional dan pelayanan BLUD UPT PAM; dan

d. melaksanakan tugas lainnva vang ditetapkan oleh
Gubernur dan/atau  pemimpin  sesual  dengan
kewenangannya.

Pejabat Teknis dalam mclaksanakan tugas sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagal
penaggungiawab teknis di bidang masing-masing.

Pelaksanaan  tugas Pejabat  teknis  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelavanan
BLUD UPT PAM serta manajemen pengendalian mutu,
standarisasi pclayanarn, standarisasi operasional
prosedur, administrasi pengujian, peningkatan kualitlas
dan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan
sumber daya lainnya.

Paragral 2

Pembina dan Pengawas BLUD UPT PAM

Fasal 11

Pembina dan pengawas BLUD UPT PAM terdiri atas :
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Pethbina teknis dan pembina keuangan;
Satuan pengawas internal; dan
Dewan Pengawas.
Pasal 12
Pembina tcknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a vaitu Kepala Dinas.
Pembina keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
| I huruf a vaitu PPKID.

Pasal 13

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD
UPT PAM untuk pengawasan dan pengendalian internal
terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktel
hisnis vang schat.

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada
avat (1), vailu pengawas internal vang berkedudukan
langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT PAM.

Pembentukan  Satuan Pengawas Internal  dapat
mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan
¢. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
Pasal 14
Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, membantlu manajemen untuk:
a. pengamanan harta kekayaan;
h. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
¢. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan

d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
penerapan praktek bisnis yang schat.

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal
harus memenuhi syarat:

a. dehat jausmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,
perilaku vang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan BLUD UPT PAM;

c. memahami penvelenggaraan pemerintahan dacrah;
d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT PAM:

¢. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT PAM;
f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3};
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g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaltar
pertama kali;

i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan negara atau keuangan dacrah;

J. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyeltif,
Pasal 15

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf ¢ dapat dibentuk olch Gubernur,

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang atau 5 (lima)] orang.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga)
orang sebagaimana dimaksud pada avat (2) untuk BLUD
vang memiliki:

4. Realisasi  pendapatan menurut laporan  realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah} sampai
dengan Rp. 100.000.000.000,- (scratus milyvar rupiahj;
atau

b, [:Jilm' asset menurut neraca 2 (dua) tahun teralkhir
sebesar Rp.150.000.000.000,- {scratus lima puluh
milyar rupiah] sampai dengan Rp. 500.000.000.000,-
(lima ratus milyvar rupiah).

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 {lima]

orang sebagaimana dimaksud pada avat {2) untuk BLUD

vang memiliki:

a. Realisasi  pendapatan menurut laporan realisasi
anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari
Rp.100.000.000.000,- (seratus milvar rupiah); atau

b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir
sehesar Rp.5300.000.000.000.- (lima ratus milvar
rupiah).

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
asal 15 avat (3) terdiri atas unsur:

a. 1 (satu] orang pejabat Perangkat Daerah vang
membidangi kegiatan BLUD UPT PAM;

b.1 {satu] orang pejabat Perangkat Daerah vang
membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan

¢. 1 [satu} orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD UPT PAM.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
I*asal 14 ayat (4) terdiri alas unsur
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a.2 (dua) orang pejabat Perangkat Dacrah yang
membidangi kegiatan BLUD UPT PAM;

b.2 f{dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang
membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan
BLUD UPT PAM.

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayatl (1} huruf
¢ dan avat (2) huruf ¢ dapat berasal dart tenaga
professional, atau perguruan tinggi yang memahami
tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT PAM.

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan avat (2] dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPT PAM.
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan
setelah Pejabat Pengelola diangkat.

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus
memenuhi persyaratan, meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;

h. memiliki keahliar, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
vang tinggl untuk memajukan dan mengembangkan
BLUD UPT PAM;

¢. memahami penvelenggaraan pemerintahan daerah;

d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi
BLUD UPT PAM;

¢. menyediakan waktu vang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

[. berijazah paling rendah 8-1 (strata satu};

g, berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap
unsur schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2]
h.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan
pengawas, atau komisaris yang dinyatakan ber salah

menyvebabkan badan usasha yang - dipimpinnya
dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon

kepala daerah atau  calon wakil kepala daerah,
dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT PAM:

b. menilai  kinerja  keuangan maupun Kinerja non
keuangan BLUD UPT PAM dan memberikan
rckomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti
oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT PAM; -

¢. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal
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pemerintah;

. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD
UPT PAM dalam meclaksanakan tugas dan
kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur
mengenai : )

. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
2. Permasalahan vang menjadi  kendala  dalam
pengelolaan BLUD UPT PAM; dan

. kinerja BLUD UPT PAM.

Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

[N}

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan
vang diberikan (rentabilitas);

b. memahami kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

d. kemampuan pencrimaan dari jasa layanan untuk
membiayai pengeluaran. -

Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan
perspektif pelanggan, proses internal pelayvanan,
pembelajaran dan pertumbuhan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnyva
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur
secara berkala paling scdikit 1 (satu) kali dalam satu
tahun atau sewakiu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5
(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia
paling tinggi 60 {cnam puluh) tahun.

Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah
berusia paling tinggi 60 (cnam puluh) tahun, Dewan
Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali
unfule 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur
H
karena:

a, meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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¢. terhibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT
PAM;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan vang
telah mempunyai hukum tetap;

e. mengundurkan dird; dan

f. terlibat dalam tindakan kecurangan vang
mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT PAM,
negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

(1} Gubernur dapat mengangkat sckretaris Dewan Pengawas
untuk mendukung kalancaran tugas Dewan Pengawas.

(2} Sckretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada avat (1) bukan merupakan anggota Dewan
Pengawas.

Pasal 20

Segala biayva yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
Dewan  Pengawas dan  Sekretaris Dewan Pengawas
dibebankan pada Anggaran BLUD UPT PAM.

Bagian Ketiga
Prosedur Kerja

Paragraf 1
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 21

(1) Pemimpin BLUD UPT PAM merencanakan, membangun,
menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian
internal BLUD UPT PAM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2} Sistem  pengendalian  internal BLUD UPT PAM
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam
pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 22

(1) Pengendalian Intermal BLUD UPT PAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk
memberikan keyakinan yvang memadal bagi tercapainya
efektivitas dan efisiensi pencapaian fujuan
penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan dasel negard, dan
ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2] Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1] pemimpin BLUD UPT PAM membangun struktur
sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:

a. ingkungan pengendalian;
h. penilaian resiko;
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c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
¢. pemantauan pengendalian intern.

Penerapan  unsur  sistem pengendalian  internal
schagaimana dimaksud pada ayat (2], dil:.—tk.‘iiﬂ!‘tlﬂkﬂn
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan
BLUD UPT PAM.

Pemimpin BLUD UPT PAM mengefektilkan sistem
pengendalian internal sebagaimana dimaksud pnfi:d ayvat
(2] dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
(SPIP).

Paragraf 2
Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

Pemimpin BLUD UPT PAM adalah atasan langsung dari
Kepala Tata Usaha, Kepala Scksi Penyedian dan
Pemeliharaan Air Bersih dan Kepala Seksi Monitoring
dan Evaluasi.

Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi
eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPT
PAM,

Kewenangan schagaimana dimaksud pada avat [2) dapat
didelegasikan kepada Kepala Tata Usaha, Kepala 5:.'1-:5@
Penyedian dan Pemeliharaan Air Bersih dan Kepala Seksi
Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan tugas pokol
secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab
tetap berada pada Pemimpin BLUD UPT PAM.

Kebijakan vang ditctapkan oleh Pemimpin BLUD UPT
PAM, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Kepala
Tata Usaha, Kepala Seksi Penyedian dan Pemeliharaan
Air Bersih dan Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 24

Pejabat keuangan, dan pejabatl tcknis bersinergi dalam
pencapaian tujuan BLUD UPT PAM.

Seriap kegiatan vang akan dan telah direalisasikan
merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelavanan,
penunjang dan administrasi BLUD UPT PAM.

Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan,
Pejnbal keuangan, pejabat teknis dan kelompok jabatan
fungsional mengambil kebijjakan  strategis  untuk
menyclamatkan nama baik BLUD UPT PAM.

kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada avart (3}
vang herkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu
dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT PAM.
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Pasal 25

Pemimpin BLUD UPT PAM meminta pendapat dari pejabat
keuangan, Pejabat Teknis dan Satuan Pengawas Internal

Bagian kKecmpat
Pengelompokan Fungsi Pelayanan

Pasal 26

(1) Jenis pelavanan di BLUD UPT PAM terdiri atas:
4. Pelavanan Teknis;
b. Pelayanan gangguan/pengaduan; dan
¢. Pelayvanan administrasi & keuangarn.

(21 Pelavanan Teknis sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a meliputi:

a. Kualitas air vang didistribusikan sampai titik offtake
pada tiap tiap wilayah;

h. Kuanlitas yang didistribusikan;
c. Kontinuitas pengaliran air; dan

d. Tekanan air dalam pipa pengambilan atau
penvadapan.

(3] Pelayanan gangguan/pengaduan scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b meliputi:

a. Waktu penerimaan pengaduan; dan
L]
b. Penanganan terhadap pengaduan.

(4} Pelayanan administrasi & keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ meliputi:

a. Penghitungan /pembacaan pemakaian air pada meter
o

h. Penarikan tagihan air curah; dan

¢. Palaporan dan pembukuan.

|

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jenis pelayanan yang dapat dilakukan oleh
BLUD UPT PAM scbagai pedoman penyelenggaran
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau
dan terukur.

(6] Peluyanan sebagaimana dimaksud pada avat  (5)
digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran
kualitas dan kinerja bagi BLUD UPT PAM, masyarakat
dan aparat pengawasan dalam  penvelenggaran
pelayvanan publik.

Pasal 27

(1} Fungsi pclavanan dilaksanakan olch BLUD UPPT PAM
herdasarkan petunjuk teknis, prosedur kerja, dan
standar operasional prosedur vyang ditetapkan  oleh
Pemimpin.
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Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada avat {]?
merupakan satu kesatuan gugusan fugas dengan i‘ungs:l
pendukung vang berada di lapangan dengan fungsi
pelavanan vang berada di pusat organisasi.

Bagian Kclima
Pengelolaan Sumber Dava Manusia

Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pegawai
BLUD UPT PAM

Pasal 23

Semua Pejabal Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT
PAM yang berasal dari ASN mempunyai kewajiban dan
memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Semua Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT
PAM vang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya
mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja
vang telah disepakati dan mendapatkan hak berupa
Remunerasi.

Paragraf 2
Kebutuhan Pegawal

Pasal 29

Kebutuhan pegawai BLUD UPT PAM diajukan dengan
memperhatikan  sifat  pelayanan yang bersangkulan,
pendapatan operasional, dan elisiensi scrta efektifitas
kerja.

Formasi kepegawalan pada masing-masing  unil
dituangkan dalam Analisa Jabatan Deban kerja
berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalul
[DNnas.

Pengangkatan dan penempatan pegawal berdasarkan
kompetensi dan kebutuhan prakiek bisnis vang schat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada avat (3] berupa
petigetahuan, keahlian, keterampilan, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap
perilaku vang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatan.

Paragral 3
Penerimaan Pegawai

Pasal 30

Penerimaan pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh
Pemerintah Provinsi sesual Ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
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Penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Provins: scsual
dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesual
ketenluan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan
oleh BLUD UPT PAM disesuaikan dengan kebututhan,
profesionalitas, kemampuan keuangan, serta
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produlktif
dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 31

Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya pada
BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
avat {3}, dibentuk Tim.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan kKeputusan Pemimpin BLUD UPT PAM.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
melakukan penyvaringan/seleksi penernmaan calon
pegawal.

Tahapan penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT
PAM meliputi:

a. Pengumuman;

b. Pendaftaran:

(%)

. Seleksi administrasi:

d. Evaluasi hasil seleksi; dan

> Pengumuman hasil seleksi.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada avat (4)

huruf a memuat persvaratan pendaftaran, meliputi:

a. Persyaratan Umum vaitu :

1. Warga Negara Republik Indonesia;

2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

3. Berbadan sehat dan bcebas narkoba (dibuktikan
dengan melampirkan Sural Keterangan Sehat dan
Surat Keterangan Bebas Narkoba);

4. Berkelakuan baik dan tdak pernah dihukum

penjara atau kurungan berdasarkan keputusan
pengadilan;

]

- Untuk ijazah jabatan tenaga profesional lainnya dari
SLTA sederajat;

5. Untuk ijazah jabatan tenaga profesional lainnya dari
D3 dan Strata 1 adalah Kimia/Teknik Kimia/Teknik

Lingkungan dan Teknik Sipil, Akuntansi, Teknik

Informarika, Hukum dan Manajamen.

7. Persyaratan Nilai untuk jenjang Diploma 3 dan
Strata 1:

a) Bagl pelamar dari Perguruan Tinggi Negeri Indeks
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Prestasi Kumulatif {IPK) minimal 2,75 [dua koma
tujuh lima) dengan skala 4,00 ([empat koma nol}.

h) Bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Swasta
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua
koma tujuh lima) skala 4,00 (empal koma nolj.

$. Bagi sopir ijazah minimal SLTA atau sederajat;

9. Setiap pelamar wajib memiliki 1 {satu) alamat e-mail
vang masih aktif; dan

10, Bersedia mematuhi peraturan Seleksi Tenaga
Profesional BLUD UPT PAM.

b. Persyaratan Khusus, yaitu :

1. Bagi sopir wajib mempunyai SIM B Umum yang
masih berlaku.

2. Bagi satpam wajib mempunyai sertifikat pelatihan
Satpam.

Ketentuan mengenai tahapan penerimaan Tenaga
Profesional lainnya vang dimaksud pada ayat (4] diatur
lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditctapkan oleh
Pethimpin BLUD UPT PAM sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Hubungan kerja antara BLUD UPT PAM dengan Tenaga
Profesional lainnya dapat dilaksanakan dalam bentuk
perjanjian kKerja sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profesional
lainnva ditetapkan maksimal 1 (satu] tahun dan dapat
dilakukan perpanjangan/pembaruan sesual  dengan
ketenfuan peraturan perundang-undangarn.

Jangka waktu hubungan kerja untuk Tenaga Profesional
laimnya ditetapkan maksimal berdasarkan batas usia
vaitu 38 (lima puluh delapan) tahun sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Hak dan Kewajiban

Pasal 33

Semua pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja pada BLUD UPT PAM
mempunyvai kewajiban dan memperoleh halk
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hak pegawai negeri sipil dan pegawai pemérintah dengan
pefjanjian kerja scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dianggarkan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas.
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Semua Tenaga Profesional mempunyai kewajiban sesuai
dengan perjanjian kerja yang telah disepakali dan
mendapatkan hak :

a. (aji;

o 4

¢. jaminan sosial;

d. tambahan penghasilan lainnva.

Tenaga profesional lainnya diberikan gaji sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan standar

upah minimum dan/atau standar lainnya sesuai dengan
kerentuan perundangan-undangan.

Tenaga profesional lainnyva diberikan cuti dan jaminan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b dan
¢ sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Tenaga profesional lainnya dapat diberikan tambahan
nenghasilan lainnya/remunerasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hurufl d scsuai dengan ketentuan
perfundangan-undangan.

Pemberian gaji dan atau tambahan penghasilan
/remunerasi  untuk Tenaga  profesional lainnya
sehagaimana dimaksud pada avat (4) dan ayat (6],
dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan BLUD
UPT PAM serta tidak boleh bertentangan dengan dengan
ketentuan perundangan-undangan.

Paragraf 5
Penempatan

Pasal 34

Penempatan pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah
deggan  perjanjian kerja pada BLUD UPT  PAM
sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penempalan tenaga profesional lainnva sesuai perjanjian
kerja dengan Pemimpin BLUD UPT PAM.

Paragrafl 6
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Pasal 35

Program pendidikan dan pelatthan pegawai  dapat
diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi
serta menangani masalah-masalah pekerjaan.

Perivelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada avat (1), berupa :

4. latihan dan pendidikan vang diberikan pihak BLUD
UPT PAM; dan

h. latthan dan pendidikan vang diberikan lembaga di
luar BLUD UPT PAM,
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Pegawai yvang ditugaskan untuk mengikuti pendidiltan
pelatihan  informal dalam bentuk kursus singkat,
seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan
membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta
mempresentasikan hasil pengetahuan/ketcrampilan
vang dipcroleh pada bagian terkait dengan bidang ilmu
vang bersangkutan.

Paragraf 7
Tata Tertib Dan Disiplin

Pasal 36

Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPT PAM
dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman,
tertib dan teratur.

Setiap pegawai pada BLUD UPT PAM mentaati peraturan
dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan
peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang
haik.

Paragral 8
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 37

Pegawai BLUD UPT PAM dapat memperoleh
penghargaan berupa Plagam penghargaan.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditctapkan oleh Pemimpin BLUD UPT PAM.

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT PAM
melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Paragraf 9
FPemberhentian

Pasal 38

Semua pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah
dengan perjanjian kerja pada BLUD UPT PAM berakhir
hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tenaga Profesional lainnva dapat mengakhiri hubungan
ketja secara bersama-sama maupun scpihalk.

Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dapat dilakukan dengan cara :

a. Pemberhentian dengan  hormat atas permintaan
sendiri; atau

n. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri.
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Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri
sehagaimana dimaksud pada avat (3] huruf a dapat
diberikan, apabila :

a, Masa berlaku penjanjian kerja sebagal fenaga
profesional  lainnya telah  berakhir dan  tidak
melakukan perpanjangan;

b. Mengajukan permohonan pengunduran diri,

¢. Meninggal dunia; dan

d. Tidak sehal jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat
melaksanakan tugas.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dapat diberikan, apabila :

a. Mendapat 3 (tiga) kali teguran tertulis;

h. Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa
keterangan secara akumulasi selama 1 (satu] bulan;

c. Terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau
meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja tanpa izin
vang jumlahnya sctelah dikonversi berjumlah 37,5
jarm;

d. Hasil evaluasi kinerja triwulan bernilai BURUKS

e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik
vang dapat menganggu lingkungan pekerjaan;
dan/atau
]

f. Melakukan perbuatan yang meclawan hukum.

Dalam hal dilakukan pemutusan hubungan  kerja
sebagaimana dimaksud pada avat (2) tenaga profesional
lainnya tidak dapal menuntut pemberian kompensasi
dalam bentuk apapun.

Bagian keenam
Pengelolaan Keuangan BLUD

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 39

Pendapgtan BLUD dapal bersumber dari:

b.
2

d.

r=
hew

jasa lavanan;

hibah;

hasil kerjasama dengan pihak lain;
APBD: dan

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
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(1)

b

{3]
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Pasal 40

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa lavanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, berupa
imbalan vang diperoleh dari jasa layanan yang diberilcan
kepada masyarakat.

Pendapatan DBLUD wvang bersumber dari hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 hurufl b dapat
berupa hibah terikat dan hibah ftidak terikat yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain-

Peidapatan BLUD  yang bersumber dari  hibah
sebagnimana dimaksud pada ayat (2), digunakan scsual
dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan
peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD
scbagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf c¢ dapat berupa hasil vang
diperoleh dari kerja sama BLUD.

Pendapalan BLUD yang bersumber dari  APBD
schagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa
pendapatan yvang berasal dari DPA APBED.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, meliputi :

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;

¢. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing,

d. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa BLUDL;

e. investasi; dan

f. pengembangan usaha.
Pasal 41

Seluruh  pendapatan  BLUD  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 39 kecuali vang berasal dari hibah terikat,
dapat dikelola langsung untuk membiayvai pengeluaran
BLUTD sesuai RBA,

Seluruh pendapatan BLUD  scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf e,
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat
dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan obvek pendapatan BLUD, kKecuali vang termasuk
kategori retribusi Daerah dicatatkan pada kelompok
Retribusi Daerah dicatatkan pada kelompok Retribusi
Daerah sesuai dengan Jenis dan Ohjeknya

Scluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada avat
(2] dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
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Paragral 2
Belanja

Pasal 42

Belanja BLUD terdiri atas :
a. belanja operasi; dan
b. helanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
hurul a mencakup seluruh belanja BLUD untuk
menjalankan tugas dan fungsi.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada avat {2)
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja bunga dan belanja lain.

Belanja modal scbagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaatl lebih dari 12 (dua belas] bulan untuk digunakan
dalam kegiatan BLUD.

Helanja modal sebagaimana dimaksud pada avat (4]
meliputi belanja tanah, beclanja peralatan dan mesin,
belinja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan
juringan, dan belanja aset lainnya

Paragraf 3
Pembiayaan

Pasal 43

Pembiayaan BLUD terdiri atas :
4. penerimaan pembiavaan; dan
h. pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan semua penerimaan yang perlu  dibayar
kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima
kerhbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimmaan pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a meliputi :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

b. divestasi; dan
C. penerimaan ulang/ pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi :

a. inveslasi; dan

b. pembayaran polkolk utang/pinjaman.
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Pasal 44

Belanja BLUD  diberikan fleksibilitas  dengan
mempertimbangkan volume kegialan pclayanan.

Fleksibilitas Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada
avat (1), merupakan pengeluaran biaya vang disesuaikan
dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam
ambang batas RBA yang telah ditctapkan secara definitif.

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya berlalku untuk biaya
BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari
AFBN /APBD dan hibah terikat.

Fleksibiltas pengeluaran biaya BLUD scbagaimana
dimaksud pada avat (1), tidak berlaku untuk BLUD
bertahap.

Dalamm hal tenadi  kckurangan anggaran BLUD
mengajukan usulan tembahan anggaran dari APBD
kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 45

Ambang batas RBA scbagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (2], ditetapkan dengan besaran persentase.

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditentukan dengan mempertmbangckan [lukiuas:
kegiatan operasional BLUD.

Besaran persentase sebagaiman dimaksud pada avat (2),
ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKID.

Persentase ambang batas tertentu sebagaimana
dimaksud pada avat (1), merupakan kebutuhan vang
dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

Tata kelola keuangan BLUD UPT PAM lebih lanjut diatur
dalam Dokumen Pola Tata Kelola.

(1

(2]

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Limbah

Pasal 47

Keglatan pelayanan pada UPT PAM menghasilkan limbah
yang termasuk ke dalam kriteria limbah bahan
berbahava dan beracun.

Limbah kegiatan pelayanan dikelola secara mandiri oleh
UPT PAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan
agar tidak mencemarkan dan/alau merusak lingkungan
hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup,
keschalan serta kelangsungan hidup manusia dan
makhluk hidup lain.
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Pengelolaan limbah pada UPT PAM  melalui  proses
pemilahan dan pewadahan, pencatatan, penyimpanan
sementara pengangkutan dan pemusnaham limbah pada
UPT PAM.

Bagian Kedelapan
Sistecmatika Pola Tata Kelola

Pasal 48

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAET : Pendahuluan

2

=]

. Latar Belakang;

. Pengertian Pola Tata Kelola;

. Prinsip-Prinsip Dasar tata Kelola;

. Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola;
. Ruang Lingkup Tata Kelola;

5. Dasar Hulkum; dan

. Perubahan Tata Kelola.

b. BAB Il : Kelembagaan

1

£

o

.

. Tugas Pokok dan Fungsi;

cotrukiur Organisasi Sebelum BLUD;

. Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUDy;
. Struktur Organisasi BLUD;

.Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola

BLUD; dan

Hubungan Kerja dan Kewenangan.

c. BAB 11 : Prosedur Kerja

L

e

Pelayanan Seksi Penyedian dan Pemeliharaan Air Bersih;
dan

Prlayanan Seksi Monitoring dan Evaluasi.

. BAB IV : Pengelompokan Fungsi vang Logis

- BAB V : Pengelolaan Sumber Daya Manusia
L
2z

Kebijakan Umum; dan
Pengelolaan SDM.

. BAB VI : Pola Tata Kelola Keuangan

Pasal 49

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
lereantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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BAB [I
RENCANA STRATEGIS

Pasal 50

Renstra BLUD UPT PAM merupakan penjabaran dari
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Lingkungan UPT PAM.

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] disusun
berpedoman  kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah dan Rencana Strategis Dinas.

BLUD UPT PAM menyusun RBA berpedoman pada
Renstra.

RBA pada avat (3]} disusun berdasarkan:
a. gnggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

¢. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan vang
diperkirakan akan diperoleh dari lavanan yang
diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama
dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 51

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 avat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan

. Latar Belakang

2. Unit Pelavanan dan Wilayah Pelayvanan

3. Maksud dan Tujuan

4. Mectodologi Penvusunan Renstra

h. BAB 11 : Gambaran Umum Unit Pelayanan Teknis
(UPT) Pengelolaan Air Minum

1. Latar Belakang;

2. Kelembagaarn;

3. Organisasi dan Tupoksinya;

4. Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran;
3. Tujuan;

6. Tugas Pokok dan Fungsi;

7. Unit Produksi;

8. Tarif Jasa Pclayanan;
9. Pendapatan;
10. Biaya OPerasional;
11. Aset dan Modal.
c. BAB III : Visi, Misi, dan Sasaran

1. WVisi dan Misi;
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2. SBasaran.

d. BAE IV : Analisa SWOT Strengths, Wealknesses,
Opportunities, dan Threats

1. Analisa Faktor Internal
2. Analisa Faktor Eksternal
3. Matrix Strategi Dan Program Bidang
e. BAB V : Program Pengembangan
1. Strategi Pengembangan
2. Sumber Pembiayaan Investasi
f. BAB VI : Proyeksi Laporan Keuangan
g. Metode Penyusunan
h. Asumsi-Asumsi yang digunakan
i. Proyeksi Laporan Keuangan
1. Spam Regional Pekan-Kampar
2. 3pam Reginal Durolis
3. Kompilasi Proyeksi Laporan Keuangan
4. Analisa atas Proyeksi Keuangan
j. Catatan Tambahan Atas Proyeksi Keuangan

Renstra sehagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantumn
dalam Lampiran II vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
SPM

Pasal 32

BLUD UPT PAM melaksanakan penyelenggaraan
pelayanan dasar berdasarkan SPM.

Pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:

a. Pelayanan Teknis;

b, Pelayvanan gangguan/pengaduan;

¢. Pelayanan administrasi & keuangan.

Pemimpin BLUD UPT PAM bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM  sebagaimana
dimaksud ayat (2).

Pasal 53
Pemimpin BLUD UPT PAM melaksanakan evaluasi

terhadap pencapaian SPM secara berkelanjutan.

Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada
avat (1] disampaikan oleh Kepala Dinas kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 54

(1) Pemimpin BLUD UPT PAM menyusun Laporan
Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.

(2) Laporan Pencrapan dan Pencapaian BLUD UPT PAM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun berkenaan/berjalan.

Pasal 55
SPM scbagaimana dimaksud dalam Pasal 52 avat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut .
a.  Dasar Hukum;
b. Persvaratan,
c.  Sistem, Mckanisme, dan Prosedur;
d. Waktu Penvelesalan;
e.  Biaya/Tarnf;
f.  Produk Layanan;
g,  Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya;
h.  Kompetensi Pelaksana;
i Pengawas Internal;
I Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;
le.  Jumlah Pelaksana;
. Jaminan Pelayanan;

m. Jaminan Kesclamatan dan Keamanan Pelayanan; dan
n. Ewvaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 56

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 {creantum
dalam Lampiran Il vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pecngawasan
terhadap BLUD di dacrah provinsi

() Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri
aras sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan
asistensi.

(3) Tlalam rangka pembinaan untuk menjaga
kKesinambungan implementasi kebijakan BLUD di
daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan kincria
keuangan dan non keuangan kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuanpgan Daerah,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku  pada {anggal
diundangkan.
i

Asar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur 11 dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsl Riau.

Ditetapkan ¢jPckanbaru
pada tangggl 30 April 2024

Pi. GUPFFRNUR RIAU/
ttd.

JFFAARIYANTO

wimctangkan di Pekanbaru
paitha taiesat 30 April 2024

inan Sesuai Dengan Aslinya

K TARIS DARRAIL PROVINSI RIALL, )
ttd AN I- HARMADI, SH./MH.
' Pembina (IV/a)
(N 719840326 200903 1 003
NI

OETTA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 17
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LAMPIRAN | PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANu:
POLA TATA KELOLA, RENCANA

STRATEGIE DAN -STANDAR

PELAYANAN MINIMAL UNIT

PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN AIR MINUM
POLA TATA KELOLA

BAE I
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pemberian [leksibilitas keuangan pada BLU dituangkan dalam UL
Momor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dijabarkan lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 rentang Pala
Fengelolaan Keuangan Badan bLavanan Umum. Saal ini pemikiran
tentang tata kelola Badan Layanan Umum relah tumbuh dan
ditmplementasikan secara masif pada instansi penyedia layanan
Pemerintah. Sebagai turunan dari peraturan Badan Lavanan Umum,
didagrahpun terjadi perlumbuhan pada instansi penyedia lavanan
pada Pemerintah Daecrah,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah, Badan Layvanan Umum Daerah adalah
Satuan Kernja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kenja
FPerangkar Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah vang dibentuk
untuk memberikan pelavanan kepada masvarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan ' dalam melakukan kegiatannva didasarkan pada
prinsip ctfisiensi dan produktifitas.

Untuk dapat ditetapkan sebagal institusi yang memberikan
pelavanan kepada masvarakal dan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum Dacrah (PPK BLUI), peraturan yang
melandasinya adalah Feraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun
2018 tentang Badan Layvanan Umum Daerah.

Mengatur bahwa Pencrapan PPR-BLUD pada SKPD atau Unit iif:r_ja,
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LAMPIRAN | PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 17TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA

STRATEGIS DAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL UNIT

PELAKSANA TEKNIS

PENGELOLAAN AIR MINUM
POLA TATA KELOLA

BAB I
PENDAHULUAN

i1 Latar Belakang

Pemberian flelsibilitas keuangan pada BLU dituangkan dalam UU
Momor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dijabarkan lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2018 tentang Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Saat ini pemikiran
tentang tata kelola Badan Layanan Umum telah tumbubh dan
diimplementasikan secara masif pada instansi penyedia layanan
Pemerintah. Sebagai turunan dari peraturan Badan Layanan Umum,
didacrabpun terjadi pertumbuhban pada mnstansi penvedia layanan
pada Pemerintah Daerah,

Berdasarkan Peraluran Pemerintah no 38 tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Layvanan Umum Daerah adalah
Satuan Kerja Perangkat Dacrab atau Unit Kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerall di lingkungan Pemermtah Daerah vang dibentuk
untuk memberikan pelavanan kepada masvarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam wmelakukan kegialannya didasarkan pada
prinsip effisiensi dan produktifitas.

Untuk dapai ditetapkan sebagai institusi yvang memberikan
pelayvanan kepada masyarakal dan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum Daerah (PPK BLUD), peraturan vang
melandasinva adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahiun
2018 tentang Badan Lavanan Umum Daerah.

Mengatur bahwa Penerapan PPE-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja.
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harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratil

dapat dijelaskan sebagai berikul :

1, Persyaratan substantif . terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD

atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan

pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik

(quasipublic good), pelavanan umum yvang dimaksud adalah:

a. penvediaan harang dan/atau jasa layanan umum untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;

b. pengelolaan  wilavah/kawasan  tertentu  untuk  tujuan

meningkatkan perekonomian masvarakat atau layanan umuim,

dan/atau

¢. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan

ekonomi dan /atau pelavanan kepada masyarakat

2. Persyaratan teknis:

a. Kinerja pelavanan di bidang tugas pokok dan fungsi nya layak

dikclola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui  BLUD
sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga
kepada SKPD sesual dengan kewenangannya; dan

kinerja keuangan satuan kerja instansi yang Dbersangkuian
adalah schat schagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan

penetapan BLUD.

3. Persyaratan administratif vang harus dipenuhi, terdini dari:

-

=1

b.

Pernvataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja

Pola tata kelola:

Rencana strategis

Laporan keuangan pokok;

Standar Pelavanan Minimal (SPM); dan

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit

secara independen.

Pengertian Pola Tata Kelola

Istilalhy Tata Kkelola atau Tata Pemerintahan Perusahaan di

Indonesia merupakan rerjemahan dar “Corporate Governance”. Secara

ctimologis kata “Governance” bherasal dari bahasa Perancis kuno

“Gouvernance” vang berarti pengendalian (control} atau regulated dan

dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi
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terkendali (the state of being governed). Secara harfiah Governance
ditanah air kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”, akan lelapi
sebenarnva masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepar
dalam bahasa Indonesia vang benar. Dalam kontcks Tata Kelola yang

baik (Good Corpeorate Governance] sering juga disebut Tala Pamong.

Kata terakhir tadi ditelinga terasa terdengar janggal. maklum istilah
tersebut berasal dari kata Mclavu, Scdangkan untulk istilah “Corporate”
jikalau dilihat dari segi etimologis merupakan turunan dari bahasa
latin Corpus vang berarti sekumpulan peraturan dan undang-undang.
"Erate” yang berarti sesuatu vang dihargai atau dipatuhi.
Disimpulkan bahwa Tata Kelola yang batk merupakan:
1) Suatu struktur vang mengatur pola hubungan vang harmonis tentang
peran Dewan Pengawas, Direksi, Pemilik dan para stakeholder

lainnyva.

2} Suatu sistem Check and balance mencakup perimbangan kewenangan

3)

atas pengendalian perusahaan / organisasi yang dapat membatasi
muneulnyva pengelolaan vang salah dan penvalahgunaan aset
organisasi.

Suatu proses vang lransparan alas penentuan tujuan organisasi,

pencapaian dan pengukuran kinerjanyva.

Prinsip - Prinsip Dasar Pola Tata Kelola

Dalam sebuah Badan Layvanan Umum Daerah pengelolaan
organisasi berbasis kincrja hanyva dapat dilakukan bila orgamsasi
dilaksanakan atas dasar prinsip — prinsip Tata Kelola yang menjamin
terselenggaranya prakiek — praktek baik (good practices) <) sebagai
berikiit ;

a. Transparansi (transparency/, yaill keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan  keputusan dan  dalam
mengungkanpkan informasi material dan

b. relevan mengenai UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau secara
langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan,

¢. Akuntabilitas faccountability), vaitu kejelasan fungsi. pelaksanaan,

dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya sehingga
pengelolaan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi dapat terlaksana
secara elekul;

d. Pertanggungjawaban (responsibilityj, vaitu kesesuaian di dalam
pengelolaan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terhadap

peraturan perundang-undangan dan Praktik Bisnis yvang Sehat;



Kemandirian (independency). vaitu UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh ftekanan dari pihak manapun vang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan Prakrik Bisnis yang Sehat: dan

e. Kewajaran (fairmess), yaitu keadilan dan kesctaraan dalam
memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders] vang
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola vang Baik %) pada UPT PAM Dinas

PUPRPKPP Provinsi Riau, bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan nilai UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins: RKia agar
dapat meningkatkan lavanan kepada masvarakat melalui olftaker;

b. mendorong agar Pengelola UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
serta. jajaran di bawahnya dalam membuar keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan lerhadap peraturan perundang-undangan;

c. mendorong pengelolaan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
secara profesional, efisien. dan efektif, serta memberdayakan fungsi
dan meningkatkan kemandirian Dewan Pengawas dan Pejabal
Pengelola BLU,

d. meningkatkan legitimasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
yang dikelola secara terbuka, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan atas mandat yang diberikan Pemerintah;

e. mewujudkan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang lebih
sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
meningkatkan kontribusi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
dalam kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional.

Maksud dan Tujuan Penerapan Tata Kelola

Dalam hal implementasi sistem Tata Kelola, setiap pihak dalam
organisast UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus dapat
secara mudah didorong agar memiliki kesadaran atlas adanya
langgung jawab sosial terhadap masvarakat. Dalam  struktur
pengelolaan UFT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. terdapart
beberapa potenst vang memungkinkan itenadinya mnmefisiens:
pengelolaan sumber dava, Perbaikan perlu dilakukan terutama
menyangkut kejelasan prosedur dan kewenangan administrasi
dengan posisi pengelolaan kegiatan dan pelavanan. Dalam hal
pengelolaan  arus  informasi,  pengendabian  kegiatan  maupun

pengelolaan aset khususnva keuangan dan sumber dava manusia
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terdapat sejumlah titik pokok vang memerlukan perbaikan mendesak.

Maksud dan tujuan penerapan tata kelola melalui Pola
Pengelolaan Keuanpgan Badan Lavanan Umum Daerah (PPK BLUD)
pada UPT PAM Dinas PUPRPKFF Provinsi Riau adalah :

1. Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
adalah untuk mendapatkan fleksibilitas dalam penghimpunan dan
pemanfaatan dana yang bersumber darn berbagai pihak.

2. Agar dapal memenuhi kebutuhan air curah offtake dari sisi

kuantitas maupun kualitas.

Tata Kelola UPT PAM Dinas PUPRPEFPP Provinsi Riau
Tata Kelola UPT PAM Dinas PUPRPKPF Provinsi Riau yvang
menerapkan PPK BLUD, disusun sesuai dengar falsafah PPK BLUD
yang tertuang pada pasal 39 dan 40, Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 79 tahun 2018, merupakan tata kelola UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau vang akan menerapkan BLUD, antara lain
memual:
a. Kelembagaan, memuat posisi jubalan, pembagian tugas, fungsi,
tanggung jawab, hubunga kerja dan wewenang.
b, prosedur kerja, memuat ketentuan mengenai hubungan cdan
mekarnisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
¢ pengelompeokan fungsi . memuat pembagian fungsi pelayanan dan
fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal

untuik efektilitas pencapaian.

d. pengelolaan sumber dava manusia, memuat kebijakan mengenai
pengelolaan sumber daya manusia vang berorientasi pada
perningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air
Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang., Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang akan
menerapkan PPK-BLUD sangat penting peranannva. Dokumen ini
merupakan pedoman dan tempat rujukan dalam pengelolaan SPAM
vang melakisanakan PPK BLUD, Disamping rujukan juga merupakan
tolok ulkur kebenaran dalam pengelolaan SPAM yvang melaksanakan
PPK BLUD. Persyaratan dasar membuat dokumen pola tata kelola vang

melaksanakan PPK BLUTL. antara lain:

1. Memahami sungguh-sungguh mengenai luas serta batas ruang



lingkup vang hendak diatur;

2. Bisa menangkapaspek-aspek penting vang
perlu pengatluran serta mengidentifikasi dan menyaring esensinya
untuk kemudian dirumuskan secara sistematik dalam bentuk
pasal-pasal agar supaya peraturan tersebut mampu
mengantisipasi perubahan-perubahan di masa mendatang,
Dokumen Tara Kelola UPT PAM Dinas PUPRPEPP Provinsi Riau
vang terlalu detail pasti akan rentan terhadap perubahan tak
prinsipiel sehingga tidak akan mampu bertahan lama;

3. Mampu merumuskan Dokumen Tata Kelola UPT PAM Dinas
FUPRPKPP Provinsi Riau vang sinkron berbagai macam peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

4. Mampu mencermati kecendcrungan internasional dalam era
globalisast dan pelaksanaan program jaminan mutu terkait
pelavanan air minum, banvak fterjadi perubahan paradigma vang
menyvangkut upayva pelayanan air minuim;

5. Perancang juga harus mampu menuangkan kedalam bahasa vang
sederhana tetapi jelas, tegas dan lugas apgar tercipta kepasrian
hukumn karena pada hakekatnya Dokumen Tata Kelola UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau merupakan produk hukum vang
berlaku internal dan mengkar semua pihak vang sccara sadar
menjalin hubungan hukum dengan penyelenggara air minum, Olen
karena itu rumusannya pun harus sedemikian rupa agar supaya
tidak menimbulkan penafsiran ganda.

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau merupakan suatu unit
kerja vang memberikan pelayvanan kepada offtake di bidang Sistem

Penyvediaan Air Minum (SPAM] dan akan mengatur Tata Kelola tentang

aj Kelembagaan, prosecdur kerja, pengelompokan fungsi yang logis.

pengelolaan sumber dava manusia,

b) Pejabart pengelola sesuai dengan struktur organisast UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau terdiri dan Kepala, Kasubag Tata Usaha,
Kasi Penyediaan dan Pemcliharaan Air Bersih dan Kasi Monitoring
dan Evaluasi yvang memuat aturan tentang kompetensi dan
pengangkatan, tugas dan  kewajiban., pengangkatan  dan
pemberhentian para pimpinan/pejabat.

Dalam pelaksanaannya, tata kelola mengutamakan asas

akuntabilitas vang di dalamnva mencakup kebijakan,
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mekanisme/prosedur, media pertanggunglawaban, dan periodisasi

pertanggungjawaban program, kegiatan. dan keuangan dalam rangka

mencapai tujuan sebagai berikus ¢

a Menyiapkan kemandirian UPT PAM Dinas PUPRPKFP Provinsi Riau
vang menerapkan PPK-BLUD dan meningkatkan profesionalisme
kinerja Pegawai yvang mampu menjadi pelayvan masvarakat dalam
pengelolaan air minum.

bl Mengembangkan sistem penyediaan air minum secara regional yang
dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masvarakat
Kabupaten dan Kota di Provins: Riau

g Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagl Pegawali.

Penvelenggaraan kegialan tersebutl menjadi sebuah rencana

program vang diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi Riau dengan memperhatikan Rencana Strateg

Bisnis dan pengukuran capaian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan pola tata kelola meliputi 7):

1. Organisasi dan Tata Laksana. mencakup struktur organisasi.
prosedur kerja, pengelompokan fungsi vang logis, ketersediaan dan
pengembangan sumber dava manusia, seria efisiensi biava

2. Akuntahilitas. mencakup kebiyjakan, mekamisme/prosedur. media
pertanggung jawaban, dan periode pertanggungjawaban program,
kegiatan, dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yvang telah
ditetapkan

3. Transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan vyang
dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi yvang
dibutuhkan.

Dasar Hukum

Salah satu syvarat penting untuk menerapkan sistem pengelolaan
keuangan UPT secara Badan Layvanan Umum Daerah (BLUD)j
sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 79 Tabun 2018, adalah
tersedianyva Pola Tata Kelola,adapun dasar hukum vang melandasi

Penvusunan Pola Tata Kelola UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau,

adalah -

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
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Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Rl
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang
pengelolaan keuangan daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018, Tentang
Badan Lavanan Umum Dacrah

Peraturan Gubernur Riau Nomeor 46 Tahun 2020, tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada pada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Riau.

Perubahan Tata Kelola

Perubahan Tata Kelola UPT PAM Dinas PUPRPKPF Provinsi Riau
untuk memperbaiki mckanisme kerja khususnya terkait dengan isu-
isu krusial terscbut di atas, memerlukan landasan hukum untuk
melakukan transformasi keorganisasian. Status schbagal Unir kerja
vang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK BLUD) diharapkan dapat memberikan peluang lebih baik
bagi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk melakukan
pembenahan Tata Kelola vang mendorong peningkatan kualitas
layanan dengan menumbuhkembangkan  efisiensi, relevansi,

transparanst, dan akuntabilitas.



BAB II
KELEMBAGAAN

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau beriugas
melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum dalam
bidang air curah di wilayah ibukota Provinsi Riau dan khususnya
wilayah penvangga dan Kabupaten / kota yang melaliii  sistem
perpipaan dengan menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan
menerapkan organisasi tata laksana. rata kerja dan akuntabiiitas
dengan prinsip efisien dan efektif.

Adapun tugas-lugas yang dilakukan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau antara lain:

a. Penvelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
Subbagian Tata Usaha, Seksi Penvediaan dan Pemcliharaan Air
Rersih dan Seksi Monitoring dan Bvaluasi

b. Penvelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam  rangka
penyelenggaraan fugas dan [ungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi
Penvediaan dan Pemeliharaan Air curah dan Seksi Monitoring dan
Evaluasi

¢. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pipa
transmisi dan distribusi utama

d¢. Penvelenggaraan operasional produkst pengelolaan Air Curah

e. Penvelenggaraan distribusi hasil produksi Pengelolaan Air Curah

£ Penvelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan Lugas pada Subbagian Tala Usaha, Penyediaan dan
Pemeliharaan Alr curah  dan  Monitoring dan  Evaluasi;
danPelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinya.

2.2, Struktur Organisasi

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Proving Riau adalah lembaga vang
berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan, Kawasan Permukiinan dan Pertanahan Provinsi Rau yang



dibentuk untuk memberikan pelavanan di bidang penyediaan air minum
kepada masyarakat di Kabupaten dan Kota di Provinst Riau secara

Regional. UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dipimpin oleh Kepaia

|

fnit vang berada di bawah koordinas) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan., Kawasan Permuliman dan Pertanahan Provinsi
Riau dan bertangsungiawab kepada CGubernur melalui Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perymahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Riau. sedangkan Kasubag Tata Usaha, Kasi
Penyvediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Kasi Monitoring dan
Evaluasi bertanggungjawab kepada Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPE
Provinsi Riau. Adapun Struktur Organisasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 46 Tahun 2020
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan
Umuwmn Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Riau, dapat dilihat pada bagan dibawah ini
BAGAN

ORGANISASI UPT
PAM
DINAS PEKERJAAN UMUM FPENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
FERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI RIAD
Kepala UPT PAM

Kasi Penyediaan dan EHasi Monitoring
ﬁmbag Tata Pemelibaraan & Berslh dan
saha i Evaluasi
‘ Pengevaluasi Pogram dan |_
Pengelala Program Kineria Pengevaluasi
dan | Pogram
Kﬂlﬁ"‘tm Pengswas Laringan dan Hinerja
Utilitas |
Pengadministrasi | i vy
UTmum Tehnisi Peraiatan dan Faxing
i dan Evalnasi
|
|
R
e Fengeles TekogTdon
. i
Pengelola Teknologi dan
Informasi




ketentuan mengenai pengadaan, peravaratan,pengangkatan,
penempatan, batas usia. masa kerja, hak, kewajiban dan
pemberhentian Pejabat Pengelola vang berasal dari tenaga
profesional lainnyva diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 3)

b Pegawai UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terdiri dari:

Sesuai dengan Permendagri No. 79 tahun 2018 pasal 3. pegawai
terdiri dari :

il Pegawai Negeri Sipil [PNS],
Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada UPT PAM Dinas
PFUPRPRPP Provinai Kiiau berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Riau maupun Suratr Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

(i} Pegawai Pemerintah
Pegawai pemerintah merupakan pegawai dengan perjanjian
kerja, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan #|.

(# Pegawai Profesional
ketentuan mengenai pengadaan, persvaratan, pengangkatan,
penempatan, balas usia. masa kerja, hak, kewajiban dan
pemberhentian pegawal vang berasal dari tenaga profesional
lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah =.

Pegawai Profesional terbapgi atas Pegawai Tetap dan Pegawal
Kontrak

2. Persyaratan Umum Pegawai:

(i) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Untuk Pegawai Negeri Sipil mengikuti perundang - undangan yvang
herlaku

(i) Pegawai Pemeriniah
Pegawal pemerintah dengan penanjian kerja mengikuti
perundang undangan vang berlaku:
(ili) Pegawal Profesional
Pegawai Profesional terdiiri dari pegawal tetap dan pegawai Kontrak
a. berusia antara 18 - 58 tahun;
b. berbadan dan berjiwa sehat:
¢. berkelakuan baik:

d.  tidak terlibat kegiatan vang dilarang oleh Pemerintah Republik
Indonesia:



2.3. Uralan Tugas dan Fungsi

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional
(SPAM Regional} yang berada diwilavah Provinsi Riau, vaitu . SPAM
Pekan — Kampar dan SPAM Durolis. SPAM Pekan - Kampar
untuk melavani Kola Pekanbaru dan Kabuparen Kampar, SPAM
Durolis melavani Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai dan Kabuparen
Bengkalis .

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai dengan Pasal 13
Peraturan Gubernur Riau No. 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan

rincian tugas sebagai berikut

1. Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai tugas ;
Melakukan koordinasi, [asilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi penvediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Seksi
Monitoring dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas , Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi

a penvusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau:

b, penvelenggaraan pelaksanaan koordinasi,
fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di lingkungan UPT PAM Dinas PUPRPRPP Provinsi Riau;

¢ penyelenggaraan permantauart. cvaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
kepada Kepala Dinas; dan

d pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan Kepala Dinas

sesuai tugas dan fungsinya,

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas !
a merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub
bagian Tata Usaha;
b membagi tugas. memberi petunjuk dan memeriksa  hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Tata Usaha;

¢ melaksanakan koordinasi penvusunan Standar Operasional
Prosedur:



d mengagendakan dan mendistribusikan sural menyurat:

e melaksanakan fasilitast administrasi Kepcgawalan, administrasi
keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;

i melaksanakan koordinasi penvusunan Analisa Jabatan, Analisa
Beban Kerja, pela jabatan, proveksi kebutuhan pegawail, standar
kompetensi, dan evaluasijabatan;

g melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h melaksanakan penvusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor. kebersihan, keindahan, keamanan dan

ketertiban kantor;

i melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha: dan
i melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan atasan sesual

tugas dan fungsinva.

3. Kepala Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih mempunya tugas:
a merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi

Penvediaan dan Pemeliharaan Air Minum;

o

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan

Pemeliharaan Air Minum;

¢ menvusun petunjuk teknis standar pelavanan penggunaan pipd
transmisi dan distribusi utama:

d melakukan operasional dan pemeltharaan air minum sesuai
dengan prosedur dan kelenluan yvang berlaku untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

e melakukan pendistribusian air minum sesual dengan proscdur dan
ketentuan vang berlaku untuk  mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas:

f melakukan pengembangan sistem pengolahan air minum sesuai
dengan prosedur dan peraturan  vang  berlaku untuk
pertanggungjawaban kinerja dan rencana vang akan datang:

g melakukan pemantauan; evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penvediaan dan
Pemeliharaan Ar Minum: dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lam vang diberikan atasan scsual

tugas dan fungsinya



4. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
a merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi

Monitoring dan Evaluasi;

b. membag tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Monitoring dan

Evaluasi:

%

menyusun petunjuk teknis standar pelavanan penggunaan pipa
transmisi dan distribusi utama;

d melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan air rminum;

e menmndaklanjutt dan melaporkan hasil penanganan keluhan
pelanggan,

. mencatal pemakalan air minum pelanggan;

g melakukan pemantauan, evaluasi dan membual laporan
pelaksanaan tugas dan kegialan pada Seksi Moniloring dan
Evaluasi: dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
rugas dan fungsinyva.

2.4, Struktur Organisasi BLUD

Sumber dava manusia BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan
Umum, Penatasn Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Provinsi Riau terdiri atas:

a. pejabat pengelola; dan

b, pegawal

Pejabat Pengelola bertanggung jawab terhadap Minena umum

operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan

BLUD UPT PAM IDnas Pekerjapan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan. Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau

dalam pemberian layanan.

Pegawai menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja

BLUD UPT PAM Ihnas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan, kawasan Permukiman. dan Pertanahan Provinsi Riau.

Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT PAM Dinas Dekerjaan

Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Provinsi Riau berasal dari

a. pegawai negeri sipil; dan/atau

b, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengelola BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum,



Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Provins: Riqu terdin ¢
a. Pemimpin;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan;

Kepala Seksi Penvediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Kepala

w

Seksi Monitoring dan Evaluasi selaku Pejabat Teknis

Adapun struktur organisasi BLUD UPT PAM dapat dilihat pada bagan dibawa

h AL

STRUHTU
ORGANISASI BLUD
UPT PARL
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI RIAU

Kasi Penyediaan dan Kasi Monitoring
Hasubug Tata Pemeliharaan Air Bersih dan
Usaha (Pejabat {Pejabat Teknis) o
Rcuangan) ] (Pejabat Teknis)
|| Pengevaiuasi Pogram dan
Pengelola Program Kinarjn Pengevaluasi
dan | Pogram
Kegiatan Pangawas Jaringan dan Kinerja
| Utilitas |
= Pegelola
Pengadministrasi |
U::'lfm Teknisi Peralatan dan M-:-nitnﬂng_
Mesin dan Evaluasi
! I
Peoyusun Rencana Fengelola Teknologi dan
Hegiatan dan Informasi
- |
Fengelola Teknologi dan
Infarmasi

2.5. Hubungan Kerja dan Kewenangan

|. Pengadaan Pegawai :
a Prejabat Pengelola .
Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atfas
pelaksanaan pemberian lavanan umum ferutama pada aspek
manfaat vang dihasilkan ).
Pejabat pengelola dapat berasal dari pegawal negeri sipil dan
pegawai pemerintah dan profesional lainnya yang diangkat
sesual dengan kebutuhan dan dapat dipekerjakan secara

kontrak atau ietap 2.



e. lulus seleksi vang diselenggarakan oleh UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau;

f.  bhersedia menandatangani surat perjanjian  kerja vang
dikeluarkan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;

g bersedia mentaati peraturan-peraturan/tata  tertib vang
berlaku dalam UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

3, Penempatan dan Pemindahan Pegawai

a penempatan Pegawai atas dasar kebutuhan pekerjaan dan
peravaratan jabatan

b. Kepala UFT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berwenang
memindahkan Pegawal dari suatu jabatan ke jabatan lain

maupun dari suatu tempat ketempat lain.

4 Peraturan Kerja dan Disiplin Pegawai

a Waktu dan Kehadiran
Ketentuan jam kervja diawur dengan memperhalikan
peraturan dan perundangan yang berlaku, yvaitu minimal 40
(empat puluh) jam seminggu ¥, dan bag Pegawal pada bagian-
bagian terlentu jika diperlukan harus bersedia kerja secara

bergantian mengingat pelavanan air minum tidak boleh terhents,

24 jam per hari.

Setiap Pegawail wajib hadir pada waktu kerja yang
ditetapkan, kecuali pada han libur atau pada waktu Pegawal
menjalani hak cutinya.

Ketidak hadiran Pegawail dengan sualu alasan harus diperkuat
oleh bukti- bukti vang sah dan harus dikelahui oleh alasan

masing - masing.

Pegawal vang tidak hadir 5 (lima) hari kerja secara
berturut-turut tanpa suatu alasan vang sah dan telah dipanggil
2 kali, dapat diproses pemutusan hubungan kerjanva sesua:
dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku,
Keterlambatan maupun meninggalkan fempat kerja
sebelum jam Kerja berakhir, tanpa ijin atasan kerja merupakan
suatu perbuatan pelanggaran.
b. Hak dan Kewajiban
i} Pepawai berhak :

- Setiap Pegawai berhak mendapatkan gaiji setiap bulannya



dan upah lembur sesual kemampuan keuangan UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau apabila Pegawai
melakukan kerja diluar jam kerja vang berlaku;

Setiap Pegawai berhak mendapatkan cuti vang meliputi
cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cud diluar
tanggungan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provimsi Riau,
dan izin tidak masuk kantor dengan persetujuan atasan
masing-masing:

Sctiap Pegawal berhak mendapatkan fasilitas kerja
seperti pelatihan dan pendidikan Pegawali;

Setiap Pegawai berhak memutuskan hubungan kerja
dengan persvaratan mengajukan permohonan
pengunduran diri dan mendapat persetujuan Kepala UPT
PAM Dinas PUPRPKDPTI Provinsi Riau:

Hal-hal vang belum diatur dalam tata kelola tentang hak
Pegawai selanjuinyva akan diatur dalam petunjuk teknis
vang diterbitkan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi

Riat.

2} ‘Kewajiban Pegawai !
- Setiap Pegawai berkewajiban melaksanakan peraturan
vang berlaku di ingkungan UPT PAM Dinas PUPRPKPP

Provinsi Riau:

- Setiap Pegawai berkewajiban menvimpan semua
keterangan vang dianggap sebagai rahasia UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, vang didapat oleh
karena jabatannyva maupun didalam pergaulannva di
lingkungan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;
Setiap Pegawai wajib loyal , menjaga serta membela nama
baik dan kepentingan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau;

- Setiap Pegawal wajib menjaga dan memelihara barang-
barang milik UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins: Riau
yvang dipercayakan arau vang dipergunakan dalam
bekerja.

¢ Hal yang Dilarang
- Meminfamkan, mengkarvakan atau mengambil barang-
barang milik UPT PAM Dinas PUPRPEPF Provinsi Riau yang

dipercavakan. tanpa ijin tertulis dari pimpinan UPT PAM



Dinas PUPRPKPF Provinsi Riau:

melakukan pekerjaan untuk pihak ketiga tanpa ijin tertulis dan
pimpinan;

- melakukan perkelahian dengan sesama Pegawal,

- meminta atau menerima uang atau barang dari pihak ketiga
vang karena jabatannyva sehingga dapat mempengaruhi
tindakan atau hubungan dengan pihak tersebut yang
merugikan kepentingan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riauy.

d Pelanggaran dan Tindakan Disipling
1) Betiap Pegawar vang melakukan pelanggaran terhadap

kewajibannya (tata tertib kerja), pelanggaran hukum atau
tindakan vang merugikan UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau dapat dikenakan tindakan disiplin berupa:
- peringatan lisan;

peringatan tertulis pertama,

peringatan tertulis keduas:

peringatan tertulis ketiga/terakhir;
- penundaan dan atau penurunan tunjangan vang berkaitan

dengan jabatan;

- Pemberhentian kerja;
- tuntutan ganti rugi,

2) Tindakan disiplin dapat dilakukan tanpa mengikuti urutan
peringatan sebelumnya, tergantung dari beral atau ringannya
kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan.

3} UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat mengajukan
tuntutan ganti rugl kepada Pegawai vang terbukti melakukan
pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

sengaja  merusak atau  karena kecerobohannyva
mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau barang
mililt UPT PAM Dinas PUPREPKPEP Provingi Biau;

karena kecerobohannva mengakibatkan hilangnyva uang,
peralatan maupun barang-barang milik UPT PAM Dinas
PUPEPKFP Provinsi Riau:

meminta atau menerima  yang/barang dari pihak
manapun vang karena jabatannya, sehingga dapat
mempengaruhi tindakan atau hubungan dengan pihak

tersebut vang merugikan kepentingan UPT PAM Dinas



PUPEPKPP Provinsi Riau.

e [Pemberhentian Pegawai

1} Pemberhentian Pegawai PNS UPTI' PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang undangan
dibidang kepegawaian

2} Pemberhentian Pegawal non - PNS UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau dapal disebablan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Pegawal mengundurkan diri:

- Pegawai meninggal dumia;
Fegawai tidak mencapai standar prestasi kerja;
ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan;

pelanggaran atau melalaikan kewajiban:

pemberhentian kerja secara sepihak oleh UPT PAM Iinas
PUPRPKPP Provinsi Riau.

3} Akibat pemberhentian kerja pegawai, semua hutang piutang
Pegawai pada UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus
dilunasi sekaligus.

f koperasi Pegawai 5
- Untuk meningkatkan kesejahteraan perlu dibentuk koperasi

Pegawai.

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan turul

mendorong dan membantu berkembangnya koperasi Pegawai

sesuai dengan kemampuan yang ada.

2.6. Tugas ,Fungsi, dan Tanggjung Jawab Pengelola BLUD UPT PAM

Program Kerja UPT PAM Dinas Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
meliput:

251 Bidang Organisasi - Teknis
a. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk
peningkatan pelayanan air minum :

Untuk mendukung program pemerintah dalam
pericapaian 100- (- 100 vaity 100 prosen air minum pada
tahun 2019, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan
pelayanan air minum bagi masyarakat di Provingt Riau, UPT

PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat menjalin



kemitraan penyediaan air minum dengan pihak terkait
utameanya dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
dan UPTD PAM di Provinsi Riau. Dalam hal peningkatan
Remampuan manajemert dan keuangan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau melakukan kerjasama jual beli air
curah dengan Perumda, PDAM dan UPTD PAM, tugas PDAM
dan UPTD Kabupaten/ kota menyalurkan air minum kepada
masyarakat di wilayahnva. Kepuasan konsumen terhadap
penyediaan jasa layanan penvediaan air minum oleh UPT
PAM Ihinas PUPRPKPP Provinsi Riau melalui Perumda,
PDAM dan UPTD PAM diharapkan berdampak positif bagi
masyarakat diukur dari segi : kualitas, kuantitas dan
kontinuitas (K3}  untuk  menunjang  produktifitas

masvarakat/ pelanggan.

Koordinasi Dan Pelaporan
1) Koordinasi:

Untuk pemantauan yang bersifat rutin dan berkala
apabila terdapat kesulitan dalam pengambilan contoh
air  baku, dapal dilakukan koordinasi dengan
Dinas/instansi/Badan  vang  bertanggung  jawab
terhadap pembinaan kegiatan tersebut.

Dalam hal pemantauan pengambilan aw baku
dilaksanakan untuk keperluan inspeksi mendadak,
penyelidikan,  dan  penvidikan perlu dilakukan
koordinast dengan pihak - pihak terkair seperti aparat
penegak  hukum, Dinas/instansi /Badan vang
bertanggung jawab terhadap sumber-sumber air,
masvarakar dan Perguruan Tinggi. Mekamsme
koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme vang
berlaku dalam wadah koordinasi yang sesuai dengan
aturan berlaku.

2} Pelaporan:
Masing — masing koordinator SPAM membuat dan
menvampaikan laporan pada masmg — masing kepala
seksi, vang kemudian dari Kepala Seksi Telmis
melaporkan kepada hepala UPT PAM Dinas

PUPRPKPP Provinsi Riau. Hasil laporan dipertanggung



jawabkan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau

sebagal pembina.

Petunjuk Teknis Pengoperasian Dan Pemeliharaan SPAM

Petunjuk teknis operasional dan pemecliharaan SPAM
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan ringkas secara
terperinci  mengendi pengoperasian dan  pemeliharaan
sistem penyvediaan air mulai dari unit air baku, unit

produksi, unit distribusi sampai unit pelavanan.

Standar Operasional Prosedure (SOP)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas operasional UPT
PAM Dinas PUPRPKPP Provins] Riau sebagai pengelolaan
SPAM yang profesional, UPT PAM Dinas PUPRPKFP Provinsi
Riau diwajibkan menyusun Standar Operasional Prosedur
(S0P disemua kegiatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan
dokumen vang berisi serangkaian instruksi vang dibakukan
mengenai  berbagai proses penvelenggaraan  teknis
pengoperasian dan pemeliharaan SPAM mulal dar unit air
baku sampai unit pelayanan dan non teknis vaitu
administrasi dan keuangan Organisasi (UPT PAM).

SOP berisi cara melakukan pekerjaan (langkah dem:
lanmgkah] untuk masing-masing kegiatan dilengkapi dengan
instruksi kerja. waktu pelaksanaan, tempat
penvelenggaraan dan siapa yvang melakukan/penanggung
jawab. Sebagai aturan regulasi, SOP sangat tepat diterapkan
pada manajemen UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
dalam keglalan yang bersifal rutin, terprogram guna
pelavanan prima pada pelanggan.

Dengan penerapan SOP secara konsisten maka
kegiatan baik teknis dan non tcknis, maka UPT PAM Linas
PUPRPKPP Provinsi Riau akan memililki pedoman yang
lengkap dalam pengelolaan SPAM Regional Provinsi Riau
sehingga dapat meningkatkan pelavanan dan kinerja
pegawal sesuai dengan tugas dan target Kinerja vang
ditentukan, SOP ini nantnya akan menjadi umpan balik

guna penvesuaian antara kondisi vang dipersyaratkan



dalam SOP dengan kondisi riil yang ada untuk mencapai

kinerja Organisasi yang optimal. Selanjutnya terkait dengan

pelaksanaan administrasi dan teknis yvang diberlakukan di

UPT PAM, SOP memiliki karakter vang dapat mendukung

peningkatan kinerja UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi

Riau vang antara lain :

1} SOP* sebagai petunjuk organisasi vang menetapkan
suatu langkah- langkah kegiatan teknis dan non teknis
{administrasi dan Keuangan), yang artinva segala
tingkah laku Pegawai vang melakukan kegiatan terkait
dengan teknis dan non teknis, memiliki langkah -
langkah {Instruksi Kerja) yang sama dengan demikian
setiap tahapan yang dilakukan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau akan dapat menghasilkan out
put sesual dengan standar vang sudah ditentukan.

2) SOP bernisi petunjuk yang diperlukan oleh Pegawai dalam
melaksanakan pekerjaan | schingga Pegawail dapat
membaca  sebuah  petunjuk vang berisi tahapan
pelaksanaan  pekerjaan (instruksi  kerja) dan
memberikan Kontrol terhadap proses dan hasil.

3} SO secara menveluruh akan dapat menggambarkan
secara delail cara masing-masing Koordinator, kKepala
Scksi sampal Kepala UDPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins:
Riau melakukan tahapan pekerjaan,

4 sehingga akan dapat digambarkan mekanisme kerja
vang ada di Organisasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau.

5 S0P menggambarkan peraturan organisasi  untuk
melakukan pekerjaan secara terstruktur, tidak hanva
berupa perintah untuk melakukan pekerjaan tapi juga
sebagai pelindung bagi Pegawai dari tuntutan hukum
apabila terjadi suatu permasalahan terhadap proses
maupun hasil pekerjaan, asal Pegawai mengikuli

prosedur vang ada dalam S0OP.

252 Bidang Keuangsan
Pola pengelolaan keuangan Badan Lavanan Umum Daerah
vang akan dilerapkan pada UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi

Riau pada dasarnya diperlukan untuk peningkatan kualitas dan



kuantitas pelavanan air minum kepada para pelanggannya

dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan Kota (PDAM dan UPTD)

vang telah mengikat perjanjian kerja sama dengan UPT PAM

Dinas PUPRPKPP Provins: Riau.

Penerapan Fola Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan
Umum Daerah (PPK - BLUD) pada UPT PAM Dinas PUPRPRPP
Provinsi Riau, sangat tepat mengingar PPK - BLUD memilika
fieksibilitas vang sangat diperlukan dalam pelayanan air minum,
adapun Heksibilitas pengelolaan keuangan meliputi
a, Scluruh penerimaan yvang diperoleh dan hasil pelavanan

kepada pelanggan dapat digunakan secara langsung oleh
BLUD untuk menutup beban operasional.

b. Seluruh rencana pendapatan dan biava operasional DBLUL,
tercanturmn dalam APBD oleh karena itu setiap tahun pihak
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau wajib membuat
rencana anggaran biaya dan pendapatan BLUD dalam bentuk
Rencana Bisnis Anggaran (RBA] untuk dibahas dan
dicantumkan dalam APBD.

Walaupun tercantum dalam APBD, namun realisasi
anggaran BLUD, dapat melebihi anggaran tersedia di APBD,
karena keuangan BLUD juga menerapkan adanya ambang batas,
yailu suatu prosentase kelebihan penggunaan anggaran oleh
BLUD yang melebihi anggaran tlersedia dalam APBD dan
ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk BLUD.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD memang sangat
dibutuhkan wuntuk penmingkatan kualitas, Lkuantitas dan
kontinyuitas, namun demikian masih diperlukan beberapa
tahapan untuk meningkatkan pendapatan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau, dalam rangka menekan kerugian
operasional, melipuli :

1. Usunlan penyesuaian tarif layanan

Penilaian kelavakan keuangan awal UPT PAM Dinas

PUPRPKPP Provinsi HRiau pada saat pemberlakuan
pemvesuaian tarif jasa layanan vang diberlakukan sesuai
dengan kemampuan pelanggan dalam hal ini adalah
Pemerintah Kabupaten/Kota (PDAM/UPTD} yang sudah
menerapkan tarifl layanan kepada pelanggannya masing-

masing. Schingga dart rarget vang sudah direncanakan UPT



PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan dapat
melaksanakan hal - hal sebagai berikut :
*  Melaksanakan kontrol biaya vang lebih efektif;

»  Memperbaiki hambatan - hambatan sistem pelavanan
vang ada;

. Mengadakan sosialisasi cepada Pemerintah
Kabupaten dan Kota vang masuk dalam SPAM
Regional Provinsi Riau vang sudah dibangun dan
segera dioperasikan;

s Meninjau kembali perhitungan taril jasa lavanan air

unum  yang telah tercantum dalam Perjanjian
Kerjasama SPAM Regional.
. Merumuskan perencanaan untuk menggpunakan
anggaran vang lebih efisien,
2. Sosialisasi penerapan tarifl
Rencana pemberlakuan tarif jasa lavanan air minum
[curahj periu ada sosialisasi vang jelas dan pasti. pelanggan
perlu tahu mengenal penjelasan besaran penvesuatan tarif
jasa layanan air minum (curah), dengan harapan jangan ada
salah tafsir mengenai diberlakukannya penyesuaian tarif jasa

lavanan pengolahan air minum,

3. Optimalizasi pendapatan jasa layanan pelanggan
UPT PAM Dinas PUPRPKPP  Provinsi Riau
bergerale untult merancang strategi meningkatkan
pendapatan, meliputi
+ Mengedepankan pelayanan secara prima, untuk
meningkatkan loyalitas pelanggan.
« Menekan seminimal mungkin tingkat kehilangan air
dalam proses distribusi.

« Meningkatkan profesionalisme para manajer dan
operator.
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Bidang Sumber Daya Manusia

1.

Fenyediaan SDM yang memadai

Sumber Dayva Manusia {SDM] adalah faktor sentral
dalam suatu organisasi. Apapun bentuk dan tujuannya,
prganisasi  dibuat berdasarkan  berbagai  visi untuk
kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya
dikelola oleh manusia. Selanjutnya Manajemen Sumber Dava
Manusia (MSDM) UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
vang berarti mengatur mengurus SDM berdasarkan visi
organisasi agar dapat mencapai target sccara optumum.
Karena 1tu MSDM juga menjadi acuan pada fungs:
manajemen UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam
pelaksanaan proscs perencanaan. pengorganisasian, stafing,
memimpin dan mengendalikan. Sesual dengan fungsi MSDM
secara hal ikhwal stafing dan personalia dalam organisasi
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan mencakup
analisis beban kerja, tugas/jabatan, rekruitmen dan seleksi
calon tenaga kerja, orientasi, pelagthan. pemberian
Hak /kewajiban, penilaian dan pengembangan. Karena aspek
manajemen serta SDM demikian strategis dan luas, sehingga
dalam imelaksanakan pengembangan SDM UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau perlu menala strategi untuk
meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi
yvang mendukung penerapan inovasi dan flcksibilitas.

Kendala kendala vang dihadapi oleh UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau berkaitan dengan kualitas produksi
dan pelayvanan. Salah satu penyebabnya adalah masih bhelum
memadainva Kompetensi Sumber Daya Manusia lembaga
lersebut dalam bidang pengelolaan air minum. Untuk
meningkatkan kompetensi SDM-nya, maka UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau menvusun rencana strategi
pengembangan SDM, mengacu pada potensi SDM yvang ada.
Acuan vang digunakan teritunva disesuaikan dengan aspek
keuangan, teknologi. sosial, dan manajemen organisasi
Strategi pengembangan SDM UPT PAM Dinas PUPRPKPP

Provinsi Fiau terdiri dard



2.

= Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan sesuai

dengan kompetensinva:

* Mengembangkan sistem  penilaian prestasi
kerja dan  sistem pemberian hak dan
kewajiban

= Mengefektifkan pelaksanaan rekruitmen dan scleksi

* Perencanaan anggaran umntuk
pengembangan, pendidikan dan pelatihan
SDM

* Membina hubungan dan komunikas: Pegawai

Dart perumusan strategi pengembangan SDM tersebut
maka dapat disusun Program Pengembangan SDM untuk
jangka pendek dan jungka panjang disertai saran dan tindak
lanjut. Parameter yvang dapat dihasilkan dari strategi
pengembangan SDM ini adalah :

a UPT PAM Dinas PUPRPKPDP Provinsi Riau akan memiliki
sislem pengelolaan SDM vang mencakup perencanaar,
rekruitmen dan seleksi, orientasi dan penempatan
pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi,
remunerasi, fransparansi yang berbasis pada keadilan dan
kesejahteraan

b. Kecukupan kualifikasi dan jabatan pada masing-masing
bagian

t Pemenuhan prasyvarat kompentensi pada Pegawat (Tenaga
tekmis, Bagian Pelayanan, Administrasi dan Keuangan)
d UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai rasio
kecukupan Pegawal.
Pelatihan kewirausahaan
Pelarihan kewirausahaan sangat penting bagl Pegawal
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinst Riau yang akan
menjalankan usaha jasa pelavanan air minum vang
profesional.

Meningkatkan dan menanamkan jiwa wirausaha pada
Pegawal merupakan hal penting sebagal upava antisipasi
membaca peluang usaha untulk meningkatkan produktivitas,
serta dapat menanamkan jiwa kemandirian Pegawad UPT

FAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Pelatihan ini ditujukan
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unluk membangun motivasi Pegawal vyang akan

mendapatkan peluang vang cukup penuh untuk dapat

mengekplorasi scgenap potensi diri antara lain ;

a. Kemampuan kepemimpinan

b. Kemampuan membaca peluang usaha

€. Kemampuan manajemen meraih keuntungan

Manfaal konkrit vang dapal diperoleh dengan diadakan

pelatihan wirausaha :

a. Menanamkan dan menjaga moiivasi semangat berwirausaha;

b. Dapat mengakses informasi strategis dalam
meningkatkan produktivitas usaha;

c. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan
orang/icmbaga vang memiliki visi misi vang sama dalam
hal berwirausaha;

d. Menjadikan Pegawal yang siap dalam melaksanakan
wirausaha:

Bidang Operasi & Usaha

Meliputi :

1.

a4

L

10
L

Pemanfaatan air baku vang diclah menjadi air minum untuk
keperluan masvarakar melalui offtaker

Pengembangan usaha pelayanan air minum scsuai dengan
kebijakan pemerintah provinsi.

Pelavanan jasa analisa laboratorium untuk pemeriksaan air
Penvediaan sarana dan prasarana laboratorium.

Penvediaan fasilitas, software dan hardware vang
mendukung proses perencanaarn

Penerapan kesesuaian spesifikasi teknis peralatan lapangan
Program pengurangan tingkat kebocoran air {NRW]

Evaluasi terhadap peralatan clektrikal , mekanikal dan kabel-
kabel vang digunakan untuk mendukung proses pengolahan
di SPAM dengan sistem scada.

Penviapan Desain altau perencanaan dan pengembangan
jaringan distribusi utama (JDU)

Pengadaan dan pemasangan peralatan dan malerial

Program penurunan gangguan untuk seluruh system
Rekaondisi Instalasi Pengolahan Air Minum dan system

perpipaan apabila diperlukan.



BAB III
ARKUNTABILITAS

3.1

Implementasi

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyvampaikan
pertanggungiawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan dari suatu badan atau organisasi kepada pihak vang
mempunyal hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. UPT PAM [hinas PUPRPKPP Provingt Riau akan
menetapkan serta melaksanakan berbaga! ketentuan terkait dengan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam
rangka akuntabilitas Kinerja instansi sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 {ahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas UPT PAM Dinas PUPRPKFP Provinsi Riau sesuai
dengan perencanaan strategis 2019 - 2024 dimaksudkan sebagai
pertanggungiawaban lembaga dalam mengarahkan organisasi menuju
pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau. Akuntabilitas disini pada dasarnya merupakan
pertanggungjawaban pengelolaan sumberdava serta pelaksanaan
kebijakan vang dipercavakan kepada UPT PAM Dinas PUPRPKFPF
Provinsi Riau dalam menecapal tujuan vang lelah ditetapkan.
Akuntabilitas vang dimaksud meliputi akuntabilitas program,
akuntabilitas kegiatan dan akuntabilitas keuangan.

Akuntabilitas UPT PAM lebih merujuk pada kewajiban untuk
menjalankan tugas vang telah diberikan dan diterima dalam kerangka
kerja otoritas dan sumber dava vang tersedia. Dalam hal demikian
akuntabilitas vang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pelayanan
publik pengelolaan SPAM Regional Provinsi Riau dikhususkan kepada
Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins: Riau. Kepala Sub. Bagian
Tata Usaha dan kepala Seksi beserta Staf. Karena dalam kondor
demikian para pejabat/Pegawai UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins
Riau diptlih dan ditunjuk berdasarkan kompetensi manajerial. teknis
dan keuangan. Kepada merekalah dipercayakan sejumlah sumber
daya vang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang

alau jasa.



merupakan uraian kegiatan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau sebagai wujud pengimplementasian dan program yang telah
ditetaplkan.
3.33. Akuntabilitas Keuangan

Akuntahilifas keuangan PPK BLUD lehih terjamin karena
adanyva kewajiban untuk menyusun laporan keuangan, setiap
bulan, triwulan, semester dan tahunan.
Laporan keuangan tahunan wajib di audit oleh audilor
independen, laporan keuangan tahunan PPK BLUD, terdin dari
e Laporan Realisasi Anggaran (LRA]
» Neraca (balance sheet)
e Laporan Arus Kas (Statemen of Cash Flows)
+ Catatan (penjelasan) atas Laporan Keuangan
« lLaporan Aktivitas

Disamping laporan di atas, terdapat pula laporan
keuangan lain vang bermanfaat bagi kepentingan man ajemern
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, misal laporan tiap-tiap
Unit. Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang keadaan
keuangan dari masing-masing Unit vang terdapat di lingkungan
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sehingga dapat
memberikan gambaran kinerja unit/segmen organisasi tertentu.

32.3.4. Akuntabilitas pencapaian Kinerja

Berangkat dari Rencana  Strategi  Bisnis dan
diimplementasikan pada Visi dan Misi UPT PA M Diras
PUPRPKPP Provinsi Riau:
Visi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau :

Terwujudnya Pelavanan Air Minum yang Berkualitas Melalui

Pelaksanaan vang Profesional.

Misi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau :

1. Menvediakan dan meningkatkan pelayanan air curah di
Provinsi Riau secara berkesinambungan melalui pelayanan
prima;

2. Memproduksi dan mendistribusikan air curah sesual dengan
standar yvang berlaku;

3. Menyelenggarakan  pengelolaan  air  curah dengan
menerapkan teknologl vang lepal;

4. Memberikan pelavanan air curah dengan tarif yang terjangkau:



5. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan

berninovasi secara protessional;

6. Menjalankan

alktivitas usaha dengan sclalu menjaga

keselmbangan iingkungan dan kelestarian air baku

Menjalankan

aktivitas usaha dengan selalu menjaga

keseimbangan lingkungan dan kelestarian air bakuTujuan dan

pembentukan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan

nola pengelolaan keuangan BLUD adalah untuk peningkatan

pelayvanan air curah kepada offtake dengan harga terjangkau,

tidak mengutamakan keuntungan, namun tetap dikelola dengan

prinsip efisiensi dan efektif, mengurangi beban APBD dalam

pembiayvaan pelavanan air minum,

Cara Pencapalan Tujuan 5 (Lima) Tabun ke Depan (2024 s/d

2028 | disesuaikan dengan Visi dan Mist :

Tujuan Dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
No Sasaran
Misi Kebijak Progra
| - an m |

1 Menyediakan dan
meningkatkan
pelavanat: air curah
di Provinsi Riau
‘secara
berkesinambungan
melalui pelavanan

2 Memproduksi dan

mendistribusikan an

standar vang
berlaku

peraturan vang berlaku.

iMengutamakan
tnksesibilitas kepada
rseluruly pelangsgan air

curah di provinst Hiau
|denzan mendekathan
masvarakar kepada
aksesibilitas air mithum
melalui kerjasama
pelavanan dengan
pemerintah Kabupsaten
l[dan Kota,

[a., Meningkatkan

|Pﬂﬂg{".' lolaan SPAM
IHPg‘iﬁi’]}si vang
mendukung
peningkatan pelavanan |
lair minum dengan
(pelavanan prima
kepada olltaker
(Perumda, PDAM dan
UPT PAM di Provinsi
Riai). |

| .
[Mengoperasikan dan

penselolaan Unit air baku [memelihara Unit air
) ‘dan unit produkst sesuai | baku dan unit produksi|
curall Sesual Jenganiy 4. teknis.

[ .
b, Melakukan
pengawasan dan

pengendalian kualitas air

hakul dan kualitas air
R,

L

sesual

dengan SOP,
Menganalisa kualitas

air balg dan air |
minum secara rutin
dan berkala baik
lintern {laboratoriun
{UPT) maupun extern
: {laboratoritum air
pranst -
EMmgnlnh air baku

l 4 ¢ 1 3 H L e
iMenjaga/mempertahianka :II‘:E?HF-H.‘]J A TR

in mittu hasil olahan atr

baku menjadl air minm

SeS811Al

Isesual Perpturan
Menteri beschatan KL




Id Mendistribusikan air

icurah kepada offtaker

|Melakukan kerjasama

denigan para
pelanggan/ offtaker
[(Perumda, PDAM dan
|UPT PAM di Provinsi

Menvelenggarakan
(pengelolaan air
imi.uum dengan

menerapkan
Ateknologi vang tepat

| Riau)

Mengutamakan pelayvanan Mempergunakan

air minum dengan
menanlaatkan teknologi

lvang tepat.

fasilitas teknologi
untuk memudahkan
menjalankan sistemn
dan mengontrol
seluruh sistem darl

sat ruang kontrol agar:

lelih etisien dan
;akurat.



3.3

Tujuan Dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

No Sasaran

Misi Hebija Progra
kn -m

4 |Memberikan a. Menyvesuaikan Mengevaluasi dan
pelavanan air curah |besaran tarif jasa menghitung tarif jasa
d{rleg:-a i taril vang lavanan vang 1'1:!-::1'1<:1{.:]<m1 lavanan sesuai dengan |
lerjangkau HPP, agar subsidi APBD

semakin menurun CFEddt iengsikan
(masih ada subsidi dana |Penyvesualan tant yang
APBID). mendekati HIPP F
agar tarif terjangkan. |
b. Peavesuaian taril air (Melakukan proscs
minumm yvang felah prnausulkan
diberlakukan dan penvesuaian tarif
ditetapkan dengan sampai diterbitkan
Peraturan Kepala SK Kepala Dacrah
Daerah (Gubernury. tentang tarit jasa
lavanan air minum.

2 |Meningkatkan a. Pengembangan Pengembangan
kualitas SDM agar  |Sumber Dava Manusia |Sumber Daya Manusia
mampu berkreasi vAng mampu

| dan berinovasi mendukung
secara professional |peningkatan kKinerja

persornil

b. Pelavanan harus Peningkatan mutu

mempernatikan agas pelavanan melalui

keadilan, hesctaraan, peningkatan

proporsional dan kompetensi dan

transparansi sertifikasi SDM
Pengelola SPAM

&y [Menjalankan Mengembangkan hisnis |Memastikan seluruh
aktivitas usaha dengan memperhatikan |aktivitas pengelolaan
dengan selaluy keseimbangan SPAM tidak
meniaga lingkungan dar IMETIEEATIEE
keseimbangan kelestarian air baku. lingkungan dan air
lingkungan dan baku
kelestarian ain baku |

Kebijakan
33.1. Integrasi Program

Kebijakan strategis UPT PAM Dinas PUFPRPKPP Provinsi

Riau mempunvai tujuan jangka panjang, namun demikian dalam

nelaksanaannya

nant

rentang

digunakan adalah jangka pendek dan

wakil

pelaksanaan  yang



sceara berimbang fhalance)
berdasarkan kinerja dengan kegilatan-kegiatan  vang

dilaksanakan sesual dana vang tersedia.

b. Prinsip Efisiensi; artinva kegiatan- kegiatan vang dibiayvai
hanya dibatasi pada kegiatan vang berhubungan langsung
dengan pencapalan sasaran dan menghindan pemborosan.

¢. Prinsip Transparansi; artinva perencanaan dan penggunaan
dana dapat diketahui olch berbagail pihak vang terkait, serta
mengandung arti Keterbukaan dalam  prosedur, nncian
pembiayaan dan kegiatan vang dibiaval.

d. Prinsip Skala Prioritas: Keterbatasan dana pasti ada, maka
dalam penggunaan dana mengutamakan, mendahulukan
dan mementingkan kegialan-kegialan vang lebih penting,
lebih strategis dan mempunvai manfaat vang lebih besar bag
perkembangan dan kemajuan UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provins: Riau.

Pola pertangsungiawaban keuangan dilakukan secara
terpusat cleh Tenaga Ahli akuntansi yang tersedia di UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinst Riau yang mempunyai tanggung jawab
penvusunan laporan keuangan secara periodik.  Laporan
keungan disusun setiap bulan dan pada akhir periode akuntans:
tangedl 31 Desember, Seluruh sub bagian/seksi dimnta
melaporkan penerimaan dan pengeluaran; serta laporan realisasi
anggaran seliap bulan pada tanggal 10 bulan berikuinya.

Bentuk laporan keuangan pokok UFT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau mengacu kepada Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No. 13 Tentang
Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan
keuangan pokok tersebut mencakup :

1) Laporan Realisasi Anggaran

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3} Laporan Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7) Catatan atas laporan keuangan

Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan



3.3.2.

3.33.

jangka menengah vang mendukung pencapaian gambaran

jangka panjang tersebut. Semua kegiatan tersebut akan

dirangkum dalam sebuah langkah strategis dan transparansi
demi untuk meningkatkan pelayanan air minum. Strategi itu
mencakup :

a. Mendorong Perumda/PDAM /UPTD untuk mengajak
masyarakal agar bersedia menjadi pelanggan/offtaker air
minum dan mampu membayvar jasa pelavanan air minum,
schingga dapat menyerap sejumiah air yang telab diproduksi
oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

b. Menyiapkan studi kelayakan.

¢. Menviapkan perencanaan rinci

d. Penyiapan penyesuaian tarif jasa pelayanan air curah vang
besaran tarif jasa pelavanan air curah ditetapkan berdasarkaun
Surat Kepurusan Gubernur Riau;

g

Mendorong Pemerintah Kabupaten,/ Kota untuk menyesuaikan
tarif jasa pelavanan air curah yvang akan diberlakukan oleh
Pemerintah Provinsi berdasarkan Kesepakatan Bersama,
f Mendorong Perumda/PDAM/UPTD  untuk  melakukan
Kampanye sambungan pelanggan /offtaker baru,

Isu Strategis

Pembangunan SPAM Regional di Provinsi Riau yang
melayani air minum dengan memanlaatkan satu sumber air
baku untuk melavani beberapa Kabupaten/Kota dalam sebuah
zona tertentu, diidentifikasi kemungkinan adanya hambatan
ketersediaan lahan unituk pembangunan unit air baku, unit
produksi dan unit distribusi. Sehingga perlu dipersiapkan sejak
dari perencanaan, agar tidak menghambat proses pembangunan.
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Arah pengembangan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau adalah menuju organisasi vang sehai dimana dapat
ditunjukkan dengan adanya sistern  akuntansi  vang
memungkinkan memberikan informasi akuntansi vang valid,
cepat dan akurat. Pola pengelolaan Keuangan Badan Layvanan

Umum



Daerah yang selanjutnya disebut (PPK-BLUD} memberikan
fleksibilitas pengelolaan keuangan vaitu dapat langsung
menggunakan penerimasn untuk operasional dan investas:
tanpa harus menyertor terlebhh dahulu ke Kas Daerah.
Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD berdasarkan prinsip
ekonomi, produktivilas dan penerapan praktek bisnis vang sehal.
Konsep yvang diterapkan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau dalam  konsep PPK-BLUD adalah peningkatan
profesionalisme, mendorong transparansi dan jwsa wirausaha
dan akuntabilitas dalam pelayvanan pubhk, UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau merupakan salah saru organisasi milik
Pemerintah Provinsi Riau vang diletapkan sebagal organisasi
vang menerapkan standard akuntansi vang berlaku umum,
dalam hal ini sesual dengan standard akuntansi dari lkatan
Akuntansi Indonesia, Meskipun demikian. sebagai salah salu
Unit Kerja di bawah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Riau, UP! PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tetap
mengkonsolidasikan laporan operagionalnya dengan laporan
keuangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, karena
sebagian dana operasionalnyva dan investasi berasal dari AFBD
Provinsi Riau.

Sebagai pertanggungjawaban Anggaran dan belanja dari
Pemerintah Provinsi Riau, penilaian kinerja keuangan
dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangan dan
perhitungan rasio. Penilaian kinerja keuangan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau harus dilihat rasio-rasio vang
berkaitan dengan tingkat efisiensi manajemen dalam mengelola
aktiva untuk meningkathkan operasional yaitu kualitas dan
kuantitas pelavanan. Sedangkan Substansi pada kinerja
keuangan akan mengarah pada kebijakan peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan yaitu:

a. Prinsip Anggaran Berimbang; arlinya bahwa anggaran vang
diterima UII' PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dikelola



berkaitan dengan kewajiban UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau untuk menvusun Laporan Keuangan secara periodik
sebagal bagian dan Akuntabihitas Publik sebuah lembaga
pelayanan kepada masyarakat,

Dalam meraih keberhasilan, UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau harus mengelola Lembaga menuju arah vang benar
dan tidak berfikir sccara pragmatis dalam menentukan pilihan
atau jalan yang akan ditempuh. Oleh karena itu UPT FAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau harus mengetahul teriebih dabulu
sccara mendalam tentang Tujuan Organisast (baik dalam
konteks individu internal maupun Eksternal Organisasi) dan apa
fungsi dan tugas dan lembaga UPT PAM Dinas PUPRPRPP
Provins! Riau vang akan dijalankan.

Disamping itu tentu ada juga svarat vang harus dipenuhi
untuk membangun kualitas dan Tata Kelola UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau vakni dengan Kompetensi inti yaitu:
scsuatu vang UPT PAM iknas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat
lakukan dengan baik dan memenuhi tiga kondisi yang
dispesifikasikan dengan cara :@ menjamin manfaat bagi
pelanggan/cfftaker layanan Air Curah Kompetensi inti dapat
mengambil beberapa bentuk :

1) Pengetahuan teknis bagl Pegawai

2) Proses layanan vang handal

3} Hubungan vang harmonis dengan Pelanggan /olftaker

4} Transformational leadership untuk memberikan inspiras
pada Pegawai Jika suatu kompetensi inli menghasikan
keuntungan jangka panjang

bagi lembaga UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, maka ini

disebul keberhasilan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

dalam pengelolaan organisasi secara akuntabilitas. Untuk

mendapatkan  Nilai Ukur dari target keberhasilan dalam

pengelolaan Organisast UPT PAM Dinas PU PRPKPP Provinst Riau

melalui sebuah orientasi misi vang hendak dicapai, maka perly

sasaran parameternva dengan cara;

2. Memastikan kesamaan tujuan dalam organisasi |/

kelembagaan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau,
b. Menjadi landasan untuk memotivasi pemaniaatan sumber

dava UPT PAM Dinas PUPRPKFF Provinsi Riau.



¢, Mengembanghkan landasan atau standar untuk
pengalokasian sumberdava UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau.

d. Memudahkan penerjemahan sasaran dan tujuan organisasi
ke dalam struktur kerja yvang mencakup penetapan tugas
kepada eclemen-clemen vang bertanggung jawab dalam
organisasi.

e. Menegaskan tujuan organisasi dan perwujudan tujuan-
tujuan umum menjadi tujuan vang lebih spesifik sedemikian
rupa sehingga parameter. biava, waktu dan kincrja dapat
ditetapkan dan dikendalikan.

Penvusunan strategi perlu menekankan pada isu-isu
manajerial tentang bagaimana mencapat hasil-hasil vang telah
ditargetkan dengan memperhatikan prospek dan  situasi
arganisasi vang ada. Objektil adalah "muara” dari pencapaian
target-targel vang lelah ditentukan, sedangkan strategi adalah
‘card’ pencapaian target-target itu. Oleh karena itu, strategi
adalah alat manajemen uniuk pencapaian target strategis. Tugas
untuk membentuk stratest dimulal dengan analisis yang
mendalam mengenal  situast internal ataupun eksternal UFT
PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Dengan mengandalkan
pemahaman mengenal  "big  picture,” Pimpinan  dapal
memformulasikan strategt  untuk mencapai  target-target
strategis dan hasil- hasil maksimal.

Perlunya suatu strategi UPT PAM Dinas PUPRPKPT
Provinsi Riau vang baru menandal adanyva pengambilan
keputusan yang sangat menentukan dan pemilihan strategl vang
tepal uniuk pimpinan. Perubahan-perubahan dalam strategi
dapat diharapkan terjadi secara berkala, khususnya daiam
siluasi- situasi krisis, tetapi stralegi-strategi itu sendiri tidak
dapat dirubah terlalu sering karena akan menimbulkan
ketidakjelasan organisasi dan gangguan kinerja yang tidals

semestinya.

Tetapi "bagaimanapun’ bentuk sitrategi yang digunakan
akan berevolusi secara lerus-menerus, terutama di dalam

mengantisipas |



3.34.

perubahan lingkungan eksternal. atau adanva usaha-usaha
pimpinan untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru, atau
munculnyva gagasan baru untuk mengefeknfkan strategi agar
dapat berjalan lebih baik. Pada dasarnya, perubahan-perubahan
dalam strategi muncul pada saat sustu kegiatan strategis ditest
pada kondisi vang schenarnya dan Pimpinan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau melihat bahwa strategl organisasi
memerlukan reorientasi vang cepat. Perbaikan-perbaikan dan
tambahan-tambahan vang dilakukan secara periodik merupakan
bagian dari pengembangan strategi,

Ksebijakan ketersediaan sumber air bala.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau tentang sumber air
bhaku, tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3
tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RRJMD) Provinsi Riau tahun 2019 - 2024, Salalh satu
sasarannya adalah Program penyelenggaraan air minum dan
peningkatan lingkungan, scdangkan salah satu  arah
kebijakannya adalah : meningkatkan ketersediaan air baku dan
sanitasi vang berkualitas

Masalah air baku vang berkualitas tidak terlepas terhadap
pencemaran dan penurunan kapasitas/debit air baku karcna
rusaknya lingkungan. akan menjadi isu penting dalam setiap
pembangunan SPAM. Pembangunan haruslah memiliki konsep
"mengelola sumber dava alam secara bijaksana agar menopang
proses pembangunan vang berkelanjutan”. Prinsip tersebut
mengharuskan pelaksanaan pembangunan berjalan  seiring
dengan pengembangan lingkungan hidup (eco-development).

Rondisi lingkungan di Provinsi Riau menunjukkan tanda-
tanda peningkatan pencemaran dan perusakan lingkungan
seperti kualitas beberapa sungai di Provinsi Riau vyvang
dikhawatirkan akan rercemar akibar adanva penambangan lar,
menunjukkan kandungan logam nilai, BOD (Biclogical Oxygen
Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) berada di alas
ambang batas baku mutu vang ditetapkan.

Pencemaran lingkungan hidup diakibatkan oleh
meningkatnya volume pembangunan, jumlah pendudulk, dan
pola hidup masyvarakat vang memeriukan sumber daya semakin

meningkat di atas keterbatasan sumber daya yvang ada. Sclain



perkembangan IPTEK wyang semalin  maju  mendorong
pemanfaatan sumber dayva semakin meningkat dengan produk
sampingan berupa limbah vang semakin meningkat pula,

Faktor manusia merupakan penvebab pencemaran dan
perusakan lingkungan ini, oleh karena itu peran pemerintah
sangat diperlukan. Ini berarti bahwa dalam eksploitasi sumber
dava alam vang langka atau eksplorasi yvang membahayakan
masyarakat, semakin memerlukan pengendalian pemerintah,
Namun demikian, harus disadari bahwa penguatan kewenangarn
pengendalian ini  dapat menimbulkan  penyalahgunaan
wewenang oleh pemerintah. Perlu partisipasi dan pengawasan
dari magvarakat mulai dari perumusan, pelaksanaan dan
evaluasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam penyediaan air
minum telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mecnengah Dacrah (RPIMD) Provinsi Riau tahun 2019 - 2024,
Salah satu sasarannva adalah Program penyelenggaraan air
minum dan peningkatan hingkungan,

UPT Pengelolaan Air Minum yang memliki tugas dan fungsi
mengelola SPAM Regional di Provinsi Riau, air baku yang diambil
harus memenuhi standar baku rmutu kualitas air baku vang
akan dipergunakan schagai sumber air yang akan diolah dan
disistribusikan kepada masvarakat melalui PDAM dan/atau
LT,



BAB IV

'PENGELOMPOKAN
::..._ SI

Bemaelatipukan fungsi artinva pembagian 1ang eas dall rasinal
anturs funpsh pelavanan Jdan fungs pendikane vang. sesusl dengan
pritsly pergendalian intem dalan ranelet efcktifitas pencapalar
preanisasi, . Pengelpmpolst [Lngs inl Jugs merupakan salah satu
funiesl fhangjemen erganisas. LDimana kit hetahus pahwe fhnzs
piEnajemen  organisasi lemlan &S prieticanaan, perpbrganisasu
[peinariompokant, dan pelaisaniaEn

Pengelompokan [Ungs| dilmleukan vintk membag siand kegialan
besar padn organisas menjadl komarati-kegialan yang lelnh kevil
ferestompoliin fungsl bettujuan mempermndah mangoemen dalam
Bal pensawasan dan enentukan orang  vang dibunihkan gome
relnlosnakan ueas-dan fungs veng-wlabh dibag sesual kanamplan
masinpemasing Pengelompokan fungs! Gapat ditakukan dengan casa
mapientekan (Ugas apa rENR Ll pacda organisasi. slapu wang
Berunggi ngpewall pade igas Tersebul, hentucian bagaimani fugas:
iugas  feriebut hares  dilalgacelan, dan  siapas yang mesjaci
pEnangeung ewab setiap rugas vang ada. Sefain juen penudlompokan
lumgst HIRH mempermudah pengambilan Keputusan. pada nnzkatan

mana keputissan farus tiambil

Pengelompakan Tangs: pada Madan Lavanan WUmun Deerals
(BLUD rerdind ams funest pelayanan dan fupgst pendukilng, Fungsi
peliny Enian mertakan pihak GAng merevieanakan dan rerhbarlangsunes
atas penvediann barang dan j6ss vand Lerguna kapmda nasyarakal
Sedangkan fusssi pendukbng menguikas pihak vang menduking
fFitialk tarlihiet seravad langsuig) pervedlaan barang dan jasa Leneniy
_r]li;n-*_-ﬂj.kannj.:a anrava lungst peiavanam dzgn pandukung membannd
orearisasl heroperasi dengan ekt

Pabokal yang dapal dilakulkin RLUD: grtuk pedigelompokan furns:
dlat Eranva: '

17 menentukan desain steudilis organisast yalmisusuniln Eampenen
baotipanen Lot whrt ke dalam GrgaTIiSsasl.

21 menencakan tob desenntion alew pembagian pekerjaar) tap-llan:
ixbatan gund meralh Sasaran argnnists,

B peneniEAT WEWENAnNng Gan ranggung Jamwet



4) penentuan hubungan vang dapar membedakan antara atasan dan
staff, serta

5) pendeskripsian berbagai kegiatan vang dianggap akan lebih efektif
dan efisien sehubungan dengan pengoptimalan sumber daya yang

ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.



BABV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

. Pengadaan Pegawai:
a Pejabat Pengcloia :

Pejabat  Pengelola BLUD  bertanggung jawab aras
nelaksanaan pemberian layanan wmum Terutama pada aspek
manfaat vang dihasilkan ‘L
Pejabat pengelola dapat berasal dan pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dan profesional lainnyva vang diangkat
sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipekerjakan secara
kontrak atau tetap “JKetentuan mengenai pengadaan,
perayaratan.pengangkatan, penempaltan, hartas usia. masa kerja.
hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola vang
berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah )

b, Pegawai UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terdiri dari:

Sesuai dengan Permendagri No. 79 lahun 2018 pasal 3, pegawai
terdiri dari :

) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pemawai Negeri Sipil vang ditempatkan pada UPT PAM Dhnas
PUPRPKPP Provinsi Riau berdasarkan Surat Kepulusan
Gubernur Riay maupun Surat Keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumaham. Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

fiy Pegawal Pemerintah
Pegawai pemerintah merupakan pegawai dengan perjanjian
kerja, sesuan dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan ).

i) Pegawai Profestonal
Ketentuan mengenai pengadaan. persvaratan, pengangkatan,
periempatan, batas usia. masa kKenjd, hak, kewajiban dan
pemberhentian pegawal vang berasal dari tenaga profesional

lainnya diatur dengan



2. Persyaratan Umum Pegawal:

(iv) Pegawai Negeri Sipil (FN5)
Untuk Pegawai Negeri Sipil mengikuti peru ndang - undangan yang
berlaku.

{v) Pegawai Pemerintah
Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mengikuti
perundang undangan yang berlaku
(vi) Pegawai Profesional
Pegawai Profesional terdiiri dari pegawal tetap dan pegawal Kontralk
a. berusia antara 18— 58 tahun:
b, berbadan dan berjiwa sehart:
¢. berkelakuan baik;

d. tidak terlibat kegiatan vang dilarang oleh Pemerintah Republik
Indoncsaia;

e. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau;

§  hersedia menandatangani sural perjanjian  kerja yang
dikeluarkan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins: Riau;

¢ bhersedia mentaati peraluran-peraturan/iata tertib yang
berlaku dalam UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau,

3. Penempatan dan Pemindahan Pegawai

a penempatan Pegawal atas dasar kebutuhan pekerjaan dan
persyvaratan jabaran

b, Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berwenang
memindahkan Pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain

maupun dari statu tempat ketempat lain.

¢ Waktu dan Kehadiran
Ketentuan jam kerja diatur dengan memperhatikan
peraturan dan perundangan vang berlaku, yaitu minimal 40
[empat puluh) jam seminggu %), dan bag Pegawal pada bagian-
bagian tertentu jika diperlukan harus bersedia kerja secara
bergantian mengingat pelayanan air minum tidak boleh terhenti,
24 jam per hari,
Setiap Pegawai wajib hadir pada waktu keria vang
ditetapkan, kecuali pada hari libur atau pada waktu Pegawai
menjalani hak cutinya.

Ketidak hadiran Pegawai dengan suatu alasan harus diperkuat



oleh bukti- bukt vang sah dan harus diketahui oleh atasan

masing - masing.

Pegawai yang tidak hadir 5 (Hma) hari kerja secara
berturul-turut tanpa suatu alasan vang sah dan telah dipanggl
2 kali. dapat diproses pemutiusan hubunean kerjanya Sesual
dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Keterlambatan maupun meninggalkan  lempat kerja
sebelum jam kerja berakhir, lanpa {jin atasan kerja merupakan
suatu perbuatan pelanggaran.

Hak dan Kewajiban
3) Pepawai berhak :

. Setiap Pegawai berhak mendapatkan aaji selap bulannya
dan upah lembur sesual kemampuan keuangan UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau apabila Pegawal
melakukan kerja diluar jam kerja yang berlaku:

Setiap Pegawai berhak mendapatkan cuti yang meliputl
euti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti diluar
tanggungan UPT PAM Dinas PU PRPKEP Provimsi Riau,
dan izin ridak masuk kantor dengan persetujiian atasan
masing-masing:

Setiap Pegawai berhak mendapatkan fasilitas kerja
seperti pelatihan dan pendidikan Pegawai:

- Setiap Pegawai berhak memutuskan hubungan kerja
dengan persyaratan mengajukan permohonan
pengunduran diri dan mendapal persetujuan Kepala UPT
PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau!

Hal-hal vang belum diatur dalam tata kelola tentang hak
Pegawal selanjutnya akan diatur dalam petu njul teknis
vang diterbitkan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi

Riaul.

4} Kewajiban Pegawai :
Setiap Pegawai berkewajiban melaksanakan peraturan
vang berlaku ingkungan UPT PAM Dinas PU PRPKPP

Provinsi Riau;

. Setiap Pegawai berkewajiban menvimpan semua
keterangan vang dianggap sebagai rahasia UPT PAM

Dinas PUPRPKPF Provinsi Riau, vang didapat oleh Karena



jabatannya maupun didalam pergaulannya di lingkungan
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;

Setiap Pegawai wajib loyal . menjaga serta meim bela nama
baik dan kepentingan UPT PAM Dinas PU PRPKPP Provinsi
Riau:

- Seriap Pegawal wajib menjaga dan memelihara barang-
hararng milik UPT PAM Dinas PU PRPKPP Provinsi Riau
vang dipercayakan &tau yang dipergunakan dalam
bekerja.

e Hal vang Dilarang

Meminjamkan., mengkarvakan atan mengambil barang-

burang milik UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau vang

dipercayakan, tanpa yin tertulis dari pimpinan UPT PAM

DNinas PUPRPKPP Provinsi Riau;

melakukan pekerjaan untuk pihak ketiga tanpa jin tertulis dari
PIMpPInan;

. melalkukan perkelahian dengan sesama Pegawal;

. meminta atay menerima uang atau barang dari pihak ketiga
yang karena jabatannya sehingga dapat mempengaruhi
tindakan atau hubungan dengan pihak tersebut yang
merugikan kepentingan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau.

f Pelanggaran dan Tindakan Disipling

4) Setiap Pegawai vang melakukan pelanggaran terhadap
kewajibannva (tata lertib kerja), pelanggaran hukum atau
tindakan vang merugikan UPT PAM Dinas PU PRPRPP
Provinsi Riau dapat dikenakan tindakan disiplin berupa:

- peringatan lisan;
- peringatan tertulis pertama;
peringatan tertulis kedua;
peringatan Lertulis ketiga/terakhir;
penundaan dan atal penurunan lunjangan yang berkaitan

dengan jabatan

-  Pemberhentian keija;
funtutan ganti rugi.
5) Tindakan disiplin dapat dilakukan tanpa mengikuli urutan

peringatan sebelumnya, tergantung dar berat atau ringannya



kesalahan/ pelangparan yang dilakukan.

6] UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat menga) ukan

puntutan ganti rugi kepada Pegawai vang terbukti melaliukan

pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- sengaja merusak  atau karena kecerobohannva
mengakibatkan kerusakan pada peralatan atau barang
milik UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;

- karena kecerobohannya mengakibatkan hilangnya uang,
peralatan maupun barang-barang milik UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau:

- meminta atau menerima uang/barang dart  pihak
manapun vang karena jabatannya. sehingga dapat
mempengaruhi lindakan atau hubungan dengan pihak
tersebut yang merugikan kepentingan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Hiau,

g Pemberhentian Pegawal

Pemberhentian Pegawai PNS UPT PAM Dinas PUPRPKFP
Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang undangan
dibidang kepegawaian 7}

Pemberhentian Pegawai non - PNS UPT PAM Dinas PUPRFPKPP

Provinsi Riau dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
Pegawai mengundurkan diri
Pegawai meninggal dunia,;

- Pegawai tidak mencapai standar prestasi kerja;
ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan;
pelanggaran atau melalaikan kewajiban:

- pemberhentian kerja secara sepihak oleh UPT FAM Dhnas
PUPRPKPP Provinsi Riau.

Akibat pemberhentian Kerja pegawai, semua hutang piutang

Pegawai pada UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus

dilunasi sekaligus.

h Koperasi Pegawai %)

Untuk meningkatkan kesejahleraan perlu dibentuk koperasi

Pegawai.

UBT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan turut
mendorong dan membantu berkembangnya koperasi Pegawal

sesuai dengan kemampuan yang ada.



BAEB VI

POLA TATA KELOLA KEUANGAN

Dalam menyusun laporan keuangan dalam Pola Tata Kelola ini
, disusun sebagaimana dikehendaki oleh Permendagri nomor : 79
Tahun 2018, sebhagai berilcut -

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
pendapatan BLUD;
belanja BLUD:; dan
pembiavaan BLUD.

6.1 Pendapatan BLUD

£

Pendapatlan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan. kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau dapat bersumber dari:

Jasa lavanan;

Hibah;

Hasil kerjasama dengan pihak lain;
APBD;

APBN: dan/atau

lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau vang bersumber dari jasa lavanan dapatl berupa imbalan vang
diperoleh dari jasa layvanan yang diberikan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota melalui PDAM/UPTD PAM Kabupaten /Kota;

Pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau vang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah
tidak terikat;

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah digunakan
sesual dengan tujuan pemberian hibah, sesuar  dengan
peruntukannyva yvang selaras dengan tujuan BLUD UPT PAM Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan  Ruang. Perumahan, Kawasan
Fermukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau sebagaimana tercantum

dalam naskah perjanjian hibah.



Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa hasil vang diperoleh
dari kerja sama BLUD UPT PAM.

Pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pelerjaan Umum, Penataan
Ruang. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD] dapat berupa pendapatan vang berasal dari DPA APBD
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kepiatan
BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau;
FPendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Pormukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau yvang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
[APBN] dapat berupa pendapatan vang berasal dari pemerintah pusat
dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/arau tugas
pembantuan dan lam-lain.
BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman., dan Pertanahan Provinsi Riau
dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/fatau  tugas
pembantuan, proses pengelolaan  keuangan  diselenggarakan
berdasarkan ketentuan vang berlaku,
Lain-lain pendapatan vang sah, meliputs:
a. jasa giro!
b. pendapatan bunga;:
¢, keuntungan selisih nilal tukar rupiah terhadap mata nang asing;
d. hasil investasi;
¢, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjuatan dan/atau pengadaan barang dan/arau jasa oleh BLUD
UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan.
Kawasan Permukiman. dan Pertanahan Provinsi Riau; dan
f pengembangan usaha.
Pengembangan usaha dilakukan melalui pembentukan unit
usaha untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan/ offtaker.
Unit usaha merupakan bagian dari BLUD vang bertugas melakukan
pengembangan lavanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan
untuk mendukung kegiatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Provinsi Riau.



Seluruh pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Provinsi Riau kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola
langsung untuk membiayvail pengeluaran BLUD UPT PAM sesuai RBA;

Pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT PAM Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dan dicatat dalam kode
rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lamn
pendapatan asli daerah vang sah dengan obvek pendapatan BLUD UPT
PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Huang, Perumahan, Kawasan

Permukiman. dan Pertanahan Provins Riau;

6.2 Belanja BLUD

Belanja BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Fuang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau terdiri atas:

a. belanja operasi: dan
b, belanja modal.

Belanja operasijhuruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT
FAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau untuk menijalankan tugas
dan fungsi.

Belanja operasi meliputi belanja pegawal, belanja barang dan
iasa, belanja bunga dan belania lain.

Belanja meodal mencakup seluruh belanja BLUD UPT PAM
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau untuk perolehan asset
tetap dan aset lainnva vang memberi manfaat ichib dari 12 {dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT PAM Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan HRuang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau,

Belanja modal melipuii belania tanah, belanja peralatan dan
mesin. belanja gedung dan bangunan, belanja  jalan, irigasi

danjaringan dan belanja aset tetap lainnyva.



6.3 Pembiayaan BLUD
Pembiayaan BLUD terdiri alas:
4. penerimaan pembiavaan; dan

b,  pengeluaran pembiavaan.

Pembiayvaan merupakan semua penerimaan vang perlu dibavar
kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran vang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikuinya.

penerimaan pembiayaan a meliputi;

a. sisa lebih perhitungar anggaran tahun anggaransebelumnya;
b, divestasi: dan

¢, penerimaan Utang/pinjamsan.

Pengeluaran pembiayaan meliputi:

d. investasi; dan

e. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan. Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau terdini dari biava operasional dan non operasional;

Biaya operasional mencakup seluruh biaya vang menjadi
beban BLUD UPT PAM Dinas Pekerjzan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permuliman, dan Pertanahan Provinsi Fiau
dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi:

HBiava non operasional mencakup seluruh biava vang menjadi
beban BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penaraan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

Biaya BLUD UPT PAM Provinsi Riau) dialokasikan untuk
membiayai program peningkatan pelavanan, kegiatan pelayvanan dan
kegiatan pendukung pelayvanan.

Fembiayvaan program dan kegiatan dialokasikan sesuai

dengankelompok. jenis, program dan kegiatan.

Biava uperasional dari;
a:. [Biava Pelayvanan: dan

b, Biava Umum dan Administrasi.



e,

Biava pelavanan hurufl a terdiri dari;
¢.  blava pegawai/operalor;

d. Dbiaya bahan;

¢. biava jasa pelavanan air curah;
f.  bhiava pemeliharaan SPAM:

g. biava barang dan jasa;

h. biava depresiasi; dan

i. biaya pelayanan lain-lain.

Biaya umum dan administrasi mencakup seluruh biava
operasional yang rtidak berhubungan langsung dengan pelayanan
pokok BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau.
Biava umum dan administrasi sebagaimana dimaksud terdivi dar:

a. bhiaya pegawai kantor;

b, biayva administrasi kantor;

¢. biavapemeliharaan kantor;

d. biaya barang dan jasa;

¢.  blaya promosi;

f. biayva depresiasi; dan

g.  biaya umum dan administrsi lain-lain.

Biava non operasional sebagaimana dimaksud terdiri dari ;

bisva bunga;

biava administrasi bank;
biava kerugian penjualan aset tetap;
biaya kerugian penurunan nilai kurs; dan
biaya non operasional lain-lain.

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Provinsi Riau vang bersumber dilaporkan kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (FPKID)
=Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umuin,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Provinsi Riau vang bersumber dilakukan dengan menerbitkan SPM
Pengesahan vang dilampiri dengan Surat Pernyvataan Tanggung Jawab
(SPTJ).

Format SPTJ} dan format laporan pengeluaran) sesuai peraturan yang

berlakuy



Pengeluaran biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum.
Penataan Ruang, Perumahan, kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Provinsi Riau diberikan {leksibilitas dengan mempertimbanglan
volume kegiatan pelayanan.

Fleksibilitas pengeluaran biava merupakan pengeluaran biava vang
disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapartan dalam
ambang batas RBA vang relah ditetapkan secara definirtif.
Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permuldman, dan
Pertanahan Provinsi Riau hanya berlaku untuk biayva BLUD UPT PAM
Provinsi Riau yang berasal dari pendapatan sclain dari APBN/APBD
can hibah terikat.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran. Kepala BLUL UPT PAM Dinas
Pekerjaan  Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau dapat mengajukan
anggaran kepada Gubernur Riau melalui Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman. dan
Pertanahan Provinsi Riau untuk menutup kekurangan anggaran.

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran prosentase.
Besaran prosentase ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasional.

Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan Dafltar Pelaksanaan
Anggaran (DPA} BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi
Riau oleh TAPD.

Persenlase ambang batas tertentumerupakan kebutuhan yvang dapat
cipredilesi, dapat dicapau, terukur, rasional dan dapat

dipertanggungjawablan.

6.4 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH

Unit Pelaksana Teknis Daerah vang menerapkan BLUD menvusun
Fencana Bisnis Anggaran (RBA) mengacu pada Renstra.

RBA disusun berdasarkan:

a. anggaran berbasis kineria;

b. standar satuan harga; dan



¢. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan vang diperkirakan
akan diperoleh dari layanan vang diberikan kepada pelanggan/
offtaker, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil
usaha lainnva, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
Anggaran berbasis kinega merupakan analisis kegiatan vang
berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber
dava secara efisien,
Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap umil
barang/jasa vang berlaku di suatu dacrah.
Dalam hal BLUD belum menvrusun standar satuan harga, BLUD
menggunakan standar satuan harga vang ditetapkan oleh Keputusan
Gubernur Riau.
Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan merupakan pagu
belanja vang dirinci menurut belanja operasi danbelanja modal.
RBA rneliputi:
a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan:
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiavaan;
¢. perlaraan harga;
d. bhesaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maiu atau forward estimate
RBEA menganul pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase
ambang batas tertentu.
Ringkasan pendapatan. belanja dan pembiayvaan rnerupakan
ringkasan pendapatan, belanja dan pembiavaan.
Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiavaan. merupakan
rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan vang dinyvatakan
dalam satuan uang vang tercermin dari rencana pendapatan. belanja
dan pembiavaan.
Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang
dan/atau jasa setelah memperhitungkan biava per satuan dan tingkat
margin vang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Lavanan.
Besaran persentase ambang batas, merupakan besaran persentase
perubmhan anggaran bersumber dari pendapatan operasional vang
diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan flukruasi
kegiatan operasional BLUD
Perkiraan maju, merupakan perhilungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnyva darf tahun vang direncanakan guna

memastikan kesinambungan programdan kegiatan vang  telah



disetujui dan menjadi dasarpenyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pendapatan BLUD diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam
RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan ashi
daerah vang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
Belanja BLUD vang sumber dananya berasal darl pendapatan BLUD
dan sisa lehih pnerhitungan anggaran BLUD,
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam REA SKPD pada akun
belania daerah vang selanjutnya dirinei dalam 1 ([satu) program,

1{satu) kegiatan, 1 (satu) cutput dan jenis belanja.

Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayal  program
peningkatan pelavanan serta kegaran pelavanan dan pendukung
pelavanan.

Pembiavaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA
SKPD  selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun
pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umuin Daerah.

BLUD dapar melakukan pergeseran rincian belanja), sepanjang
tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DFA. untuk
sclanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Rincian belanja dicantumkan dalarn RBA,

RBA diintegrasikan / dikonsclidasikan dan merupakan kesatuan dari
REKA;

RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penviisunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. PPKD
menyampaikan RKA beserta RBA, kepada tim anggaran pemerintah
daerah untuk dilakukan penelaahan.

Hasil penelaahan antara lain digunakan scbagai dasar pertimbangan
alokasi dana APBD untuk BLUD

Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta
RBA vang lelah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk
dicantumkan dalam rancangan peraturandaerah tentang APBD vang
selanjutnya ditetapkanmenjadi Peraturan Daerah tentang APBL.

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA



mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunal dan penetapan
APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenal penyusunan, pengajuan, penetapan,
perubahan RBA BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi

Riau diatur dengan Peraruran Gubernur Riau,

6.5 PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAXH

BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provins: Riau
menvusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk
diajukan kepada PPKD, DPA-BLUD memuat pendapatan, helanja dan
pembiavaan.

PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran
BLUDDPA-BLUD vang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar
pelalcsanaan anggaran vang bersumber dari APBD.

Pelaksanaan anggaran vang bersumber dasi APBD) digunakan untuk
belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa
vang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraluran

perundang-undangan,

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada aval {2
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan
memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia,

b, proveksi pendapatan; dan

¢. proveksi pengeluaran.

Pelaksanaan anggaran dengan melampirkan RBA.

DPA vane telah disahkan dan RBA menjadi lampiranperjanjian kinerja
vang ditandatangani oleh Gubernur Riau dan pemimpin BLUD UPT
PAM. Perjanjian kinerjaj, merupakan manifestasi hubungan kerja
antara Gubernur Risgu dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam
perjanjian kinerja {contractualperformance agreemert).

Dalam perianjian kineria. Gubernur Riau menugaskan pemimpin
BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan, Kawasan Permukiman. dan Pertanahan FProvinsl Fiauw



untuk menvelenggarakan kegiatan pelayanan umuim dan berhak

mengelola dana sesual yang tercanium dalam DPA-BLUD:

Perjanjian kinerjal, anrara lain memuat kosanggupan  untuk
meningkatkan:

a. kincrja pelavanan bag masyarakat,

b. kinerja keuangan;

¢. manfaat bagl masvarakat.

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD UPT PAM

Dinas Pekerjaan Umum. Penalaan Ruang, Perumahan, Rawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau menyusun laporan
pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiavaan
BLUD secara berkala disampaikan kepada PPKD;
Laporan dengan melampirkan sural pernyataan langgung jawab vang
ditandatangani oleh pemimpin BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan. Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Provins! Riau.
Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyvalaan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud ayat (2); kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau
menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
Derdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayvaan PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat
Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan.
Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD UPT PAM Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang. Perumahan. Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan Provinsi Riau membukarckening kas BLUD sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Rekening kas BLUD digunakan untuk menampung pencrimaan dan
pengeluaran kas vang dananyva bersumber dari pendapatan BLUD.

Dalam pengelolaan kas, BLUD

menyvelenggarakan:
4. perencanaan penerimaan dan pengeluaran

kas;
b. pemungutan pendaparan atau tagihan,;

¢. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;



d. pembayararn;
e, perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f.pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD dilaporkan setiap harl kepada pimpinan BLUD
melalui pejabat keuangan BLU D, Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD
VIPT PAM Dinas Pekerjuan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau melakukan pinata usahaan
keuangan paling sedikit memuat:
pencapatan dan belanja:

b. penerimaan dan pengeluaran;

¢. utang dan piutang;

d. persediaan, aset letap dan investasi; dan

e. ekuitas.
6.6 PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAER

Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelavanan.
Flekgibilitas merupakan belanja yang
disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas REA
dan DPA vangtelah ditetapkan secara definitil.
Meksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang

hersumber dari pendapatan BLUD dan hibah tidak terikar.

Ambang batas merupakan besaran perscntase realisasi
helanja vang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA
danDPA,

Dalam hal belanja BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi

Riau melampaui ambang), terlebih dahulu mendapat persetujuan
Gubernur Riau.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT PAM Dinas
Pekeriman Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau mengajukan usuian
tambahan anggaran dari APBD kepada PPRD.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86 avat {4} dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.



Besaran presentase ambang balas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) memperhitungkan Muktuasi kegiatan operasional, meliputi:

4. kecenderungan/tren selisth anggaran pendapatan BLUD selain
APBD tahun berjalan dengan realisast 2 (dua) tahun anggaran
sebelumnyaidan

b, kecenderunean/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan
prognosis tahun anggaran berjalan.

Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dicantumkan dalam RBA danDPA,

Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayvat (3]

berupa catatan yang memberikan informasi besaran preseniase

ambang batas.

Prescrtase ambang batas schagaimana dimaksud padaavat (1]

merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur,

rasional dan dipertanggungiawabkan.

Ambang batas sebagairnana dimaksud pada ayat (1)digunakan

apabila pendapatan BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan, kawasan Permulkiman, dan Pertanahan Provinsi

Riau sebagaimana Pasal 58 hurul a, huruf b, hurul ¢. dan hurul e

diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan

DPA tahun vang dianggarkan.

6.7 PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN
BLUD UPT PAM Dinas Pekerisan Umum, Penatasn Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman. dan Pertanahan Provinsi Riau
dapat mengelola piutang sehubungan dengan penyverahan barang,
jasa. dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidals

langsung dengan kegiatan BLUD.

BLUD melaksanakan penagihan piulang pada saat piulang
jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan,
Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan
kepada Gubernur Riau dengan melampirkan bukti yang sah.
Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.
BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan

kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lairn.



Utang/pinjaman dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau

utang/pinjaman jangka panjang.

Utang/pinjaman jangka pendek| merupakan utang/pinjaman
vang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul
karena kegiatan operasional dan/atau yvang diperoleh dengan tujuan
untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah
proveksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran
kas dalam 1 [satu} tahun anggaran.

Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban
pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam

tahun anggaran berkenaan.

Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk
perjanjianutang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan
pemberi utang/pinjaman.

Pembavaran kembali utang/pinjaman jangka pendek) menjadi
tangeungjawab BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provins
Riau.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek] diatur
denganPeraturan Gubernur Riau.
BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka

pendek vang telah jatuh tempo.

Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan
pokok sepanjang tidak melehihi nilai ambang batas yang telah
ditetapkan dalam RBA.

Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman Vang
memberikan manfaat lebih dari 1

(satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman
tersebut lebih dari 1 (satuj tahun anggaran,

Utang/pinjaman jangka panjang) hanya untuk pengeluaran belanja
modal.

Pembayaran utang/pinjaman jangka Panjang) merupakankewajiban
pembayaran  kembali  utang/pinjaman vangmeliputi  pokok
utang/pinjaman, bunga dan biaya lainvang harus dilunasi pada tahun
anggaran berikuinya sesual dengan  persyaratan  perjanjian

utang/ pinjaman yang bersangkutan.



Mekanisnme pengajuan utang/pinjaman jangka Panjang],

sesuai dengan kelentuan peraturan perundang- undangan.

6.8 INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT
ANGGARAN

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberimanfaat
bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD
dengan tetap memperhatikan rencana pengeluararn.

Investasi berupa investasi jangka pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi vang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 {dua belas)
bulan atau kurang.
Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan
surplus kas jangka pendek dengan memperhaiikan rencana
pengeluaran.
Investasi jangka pendek) mehiputi:
a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 jtiga) sampai
dengan
12 (dua belas} bulan dan/atau vang dapat diperpanjang sccara
otornatis: dan
h. sural berharga negara jangka pendek.
Karakteristik investasi jangka pendek meliputn
c. dapat scgera diperjualbelikan/dicairkan;
d. ditujukan untuk manajemen kas; dan
e, instrumen keuangan dengan risiko rendah.
Pengelolaan investasi BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Perm ukiman, dan Pertanahan

Provinsi Riau diatur dengan Peraturan Gubernur Riau.

6.8.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lehilh antara
realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun
ANZZAran.
Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dihitung berdasarkan laporan
realisasi angegaran pada I (satu) periode anggararn.
Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD

dapat digunakan dalam tahun amggaran herikutnva, kecuali



6.8.4 KERJASAMA

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD
dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Kerjasama), dilakukan berdasarkan prinsip cfisiensi, efektivitas,
ckonomis dan saling menguntungkar.

Prinsip saling menguntungkan dapat berbentuk finansial dan/atau
non {inansial

Kerjasama dengan pihak lain, meliputi:

a. kcrjasama operasional; dan

b. pemanfaatan barang milik daerah.

Kerja sama operasional dilakukan melalui pengelolaan
manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra
kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui
pendavagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak mengubah status Kkepemilikan
untukmemperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualilas
pelayvanan umum vang menjadi kewgjiban BLUD.

Pendapatan vang berasal dari pemanfaatan barang milik
daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi
kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
Pemanfaatan barang milik daerah mengikuti peraturan perundang
undangan. Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan
peraturan Gubernur Riau. Pelaksanaan kerja sama dibuat dalam bentuk

perjanjian.

Bj. GUBERNUR RIAU,
ttd.

3f fF{/HARIYANTO
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LAMPIRAN [I PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, BENCANA
STRATEGIS  DAN  STANDAR
PELAYANAN  MINIMAL  UNIT
PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR MINLM

RENCANA STRATEGIS

BAE 1
PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAEKANG

Wilayah Provinsi Riau terditi dari 12 Kabupaten / Kola dimana
sumber air baku antar Kabupaten |/ Kota tidak merata. hal ini
herakibat pada adanyva ketidak seimbangan dalam pelayanan air
minum antar satu kabupaten / kota dengan Kabupaten / Kota lainnva,
Mengingar keterbatasan air baku di wilayah Provinsi Riau, maka
pemerintal provingi Riau telah merencanakan 2. Program SPAM
Regipnal di Provins: Riau yvailu ©
1. SPAM Regional Pekanbaru — Kampar melibatkan pemerintah kota

Pekanbaru dan Kab. Kampar;

2. SPAM Regional Durolis vang melibatkan pemerintah Kota Dumai,

Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis:

Dalam rangka pengeiolaan SPAM Regional tersebut Pemerintah
Provinsi Riau telah membentulk kelembagaan UPT PAM melalu
Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2017, rentang Unir
Peiaksana Teknis pada Dinas Pekenaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Riau.

Mengelola SPAM Regional bukanlah hal yang mudah diperlukan
profesionalisme vang mapan baik dari segl teknik, manajemen dan
sumber dava manusia, oleh karena ity Pemerintah Provinsi Riau
berencana untuk merubah pola pengelolaan keuangan Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekernjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Riau (UPT PAM Dinas PUPEPKPP Provinsi Riau) secara Badan Layanan
Umum Daerah (BLULD.

Pengelolaan keuangan UFT PAM Dinas PUPRFPKPE Provinsi Riau
secara BLUD sangat tepat. mengingat pola pelayanan air minum harus

dilaksanakan 24 jam schar
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LAMPIRAN [I PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA
STRATEGIS  DAN  STANDAR
PELAYANAN  MINIMAL:  UNIT
PELAKSANA TEENIS
PENGELCGLAAN AIR MINUN

RENCANA STRATEGIS

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1,

LATAR BELAKANG

Wilavah Provinsi Riau terdin dari 12 Kabupaten / Kota dimana

gumber air baku antar Kabupaten / Kota tidale merata. hal imi

berakibat pada adanva ketidak seimbangan dalam pelayanan air
minum antar satu kabupaten / kota dengan Kabupaten / Kota lainnva.
Mengingat keterbatasan air baku di wilavah Provinsi [Riau, maka
pemerintah provinsi Riau telah merencanakan 2 Program SPAM
Regional di Provinsi Riau vaitu ¢

1. SPAM Regional Pekanbaru — Kampar melibatkan pemenntah kota

Pelkanbaru dan Kab, Kampar;

2, SPAM Regional Durolis vang melibatkan pemerintah Kota Dumai,

Kab. Rokan Hilir dan Kab, Bengkalis;

Dalam rangka peongelolaan SPAM Remonal tersebut Pemerintah
Provinsi Riau telah membentuk keélembagaan UPT PAM melalui
Peraturan Gubernur Rian MNomor 65 Tahun 2017, tentang Umt
Pelaksana Teknis pada Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang
Provins: Riau.

Mengelola STAM Hegional bukanlah hal vang mudah diperlukan
profesionalisme yvang mapan baik dari segi teknik, manajemen dan
sumber daya manusia, oleh karena itu Pemerintah Provinsi Riau
berencana untuk merubah pola pengelolaan keuangan Unit Pelaksana
Tekms Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum. Fenataan
Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Riau (UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau) secara Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD).

Pengelolaan keuangan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
secara BLUD sangat tepal, mengingat pola pelayanan air minum harus

dilaksanakan 24 jam sehar
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tanpa putus, sementara sistem pengelolaan keuangan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau sesuai dengan pola pengelolaan keuangan
Negara dimana terdapat waktu jeda khususnya pada bulan Janusari
s/d Maret, dengan pola pengelolaan keuangan secara BLUD, kendala
tersebut teratasi karena BLUD tidak perlu menvetorkan hasil
pelayanan yang diberikan kepada masvarakat ke kas Daerah,

Pola pengelolaan keuangan secara BLUD memiliki berbagai jenis
fleksibilitas, hal ini akan dapat meningkatkan pelayanan air curah
kepada para pelanggan/Offtaker (Perumda/PDAM/UPTD), pola
pengelolaan keuangan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau secara
BLUD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun
2007 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri no. 79 tahun 2018 tentang Badan Lavanan Umum Daerah,

mempunvai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, sebagai berikut

a. UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat menggunakan dana
vang diperoleh dari jasa / barang vang diyjual kepada masyvarakat /
pelanggan/Offtaker secara langsung, untuk menutup biaya
operasionalnya.

b. UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat membuat utang
piutang dalam operasional pelayanan air bersih.

¢ UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dapat menerima batuan
dari APBD, untuk menutupi biaya-biava operasionalnya (OPEX]
dan/atau dana untuk pengadaan sarana dan prasarana tenknik

(CAPEX).

Fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut, akan membuat UPT
FAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, bergerak lehih leluasa dalam
memberikan pelavanan air curah kepada Perumda, PDAM dan UPTD
vang menjadi pelanggan /Offtaker.

Salah satu syaral penting untuk menerapkan sistem pengelolaan
keuangan UPT secara Badan Lavanan Umum Daerah (BLUD)
sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 79 Tahun 2018, adalah
tersedianya Rencana Strategis (Renstra). Untuk itu perlu disusun
Rencana Strategis 5 tahun kedepan (tahun 2024 - 2028) UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, adapun dasar hukum yang melandasi

Penvusunan Rencana 3trategis UPT PAM Dinas PUPRPKEPP Provinsi
Riau, adalah :



1.2.

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587];

¢, Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan lLembaran Negara Nomor 457 8};

d. Peraturan Pemerintahh Nomor 39 Tahun 2006 lentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan:

e, Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 fentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran Negara
Republik RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4502);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyvusunan dan Penerapan Standart Pelayanan
Minimal.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang
pengelolaan keuangan dacrah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018; Tentang
Badan Lavanan Umum Daerah

i. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020, tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada pada Dinas Pekerjaan
Umum. Penataan Ruang. Perumahan, Kawasan Permukirnan dan

Pertanahan Provinsi Riau.

UNIT PELAYANAN DAN WILAYAH PELAYANAN

QOperasi vang dilakukan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
adalah mengeperasikan SPAM Regional Pekan - Kampar dengan
kapasilas terpasang 40 Lt/det dan SPAM Regional Durolis dengan
kapasilas terpasang 400 Li/del memberikan pelavanan air minum
curah di wilayah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten
Bengkalis,



Untuk wilavah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar akan
dilavani oleh IPA kapasitas terpasang sebesar 40 1/dt vang berlokasi di
desa teluk Kenidai kabupaten Kampar yang merupakan cikal bakal
dari pengembangan SPAM Pekanbaru Sclatan melaluil anggaran APBN.

Pada awalnva SPAM Regional Pekan Kampar kapasitas 40 1/det
ini digunakan pemenuhan kebutuhan air bagi masvarakat wilayah
Kabupaten Kampar dan kota Pckanbaru serta untuk menunjang
penvelengearaan PON tahun 2012..

Untuk wilavah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten
Bengkalis akan dilavani I1PA Durclis dengan kapasitas terpasang 400
It/dt, pelavanan IPA Durolis melayvani kab. Rokan Hilir baru kota

Dumai dan Kab, Benglkalis,

1.2.1. Kondisi eksisting pelavanan Perusahaan Umum Daerah
(Perumdam) Tirta Kampar Kabupaten Kampar

Pelavanan air minum Provinsi Riau di Kabupaten Kampar
meliputi :

IKK Tapung Hulu

IKK Tapung

IKK Rumbio Java — Kampar Utara
IKK Kampar Timur

IKK Bangkinang Seberang
IKK Tambang

IKK Koto Kampar Hulu
IKK Taratak Buluh

IKK Kuok

IKK Air Tinis

KK Kuok Salo

A R UL O Ll

T T
M~ @

. KK Bangkinang Kota
IKK Kampar Kiri
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IKK Gunung Sahilan



Hapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan

L | IKK Tapung Hulu [_an [ 20 L5686 |
2 ﬁ___lf..ﬁéik_.'{ma&l]_r}:&_l 20 | 5 21 ,
ok ks Burmndnon Jaya | .
® | Kampar Utara 2 ' i) . i) .
= | IKK Kampar Tunur | 15 __iB | 7L [
5 | II{K Bangkinang 10 - | -3 I
Selrerang _fi | - !
| IKK Tambang ' it 8 ; B2 ;
_ 7 [ IKKKoto Rampar Hulu | 20 | & 198
= | 1K 'i‘L‘I'IT'L?._i.L'L_*: ]:‘._\__1:_ta:r_]':| | 10 5 = TEE
|0 KK Kuolk | a0 13 580
|_lm [ IKK Air Tiris - Z e
i | TR Kuolk Sala | 20 1% i SO
12 | INK Banghinang Kot | 7 i | a8l
WAL Ramiear B ! %] | - 'I.':I | 25
14 | IKK Gunung Sahilan . ED - 4 ! ) -
i TOTAL : 310 I 168 | 10079 |

Sumber : Buku Profil Kelembagaan SPAM Provinst Riau 2021

Peta wilavah Kabupaten Kampar disajikan dalam foto dibawah ini

1.2.2. Kondisi eksisting pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air
Minum/ Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru

Unit pelavanan air minum Perumda Tirta Siak Kota Pekanbaru
terdiri dari :



1. Unit Tampan

2. Unit Cabang Rumbai

Kapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan

Kapasit | Kapasital Jumlah
No. Unit Produksi as = Sambung

Terpasa | Terpaka an

ng | i Rumak

(it/det.)| (it/det.)] (Unit)

1|Unit Tampan 54 17 7.005

2| Unit Cabang Rumbai 0 3 2159

80 27
TOTAL 520 202 9.164

Sumber : Bulu Profil Kelembagaan SPAM Provinsi Riau 2021

Kota Pekanbaru saar ini telah memiliki svstem penvediaan
air minum yang melayvani masvarakat kota Pckanbaru vang
dikelola oleh badan usaha milik pemerintah daerah Kota Pekan
baru vaitu Perumdam Tirta Siak Kora Pekanbharu.

SPAM RKota Pekanbaru berawal pada tahun 1972 dan

~=

hingga saat ini sudah memiliki 7 unit system penvediaan air
minum vang dibangun dan secluruhnyva dibawah pengelolaan
Perumdam Tirta Siak Kota Pekanbaru.

Sistem penvedigan air minum vang ada tersebut belum
dapat melayani seluruh kebutuhan penduduk kota disebabkan
kapasitas vang dimiliki masih terbatas dan svsiem pengolahan
vang ada tidak seluruhnya beroperasi dengan kapasitas penuhi
dan ada pula system yvang sama sekali sudah tidak beroperasi

kKarena berbagai hal.






Kapasitas perencanaan yang dimiliki instalasi pengolaban
air {IPA} yang ada seluruhnyva 660 liter/ detik namun demikian
actual kemampuan operasionalnya hanya mencapal 480
liter / detik.

Wilayah pelavanan Perumda Tirta Siak Kota Pekanbaru
meliputi & wilavah vaitu Wilavah 1 sampal dengan 6. dimana
masing-masing wilavah dilayvani oleh [PA tertenty, yvaitu Wilayah
1.2,3.4 dan 5 dilayani oleh |PA Tampan yang memiliki kapasitas
340 MNter/detik, scdangkan Wilavah 6  dilavani oleh [PA
Rumbai/Limbungan..

Berikut disajikan tabel wilayvah pelayanan dan jumlah

Tire el Torayanlogm, AR |
Wiayah | RiRd e MO 1411 T
Wiapan | Sal Bubdt Ravs ! T | b 4
Srdcaac, Marpoyan D 163 T
Swlayadh Sata RE L 1,236 [
Serapele Pivimng Sikakd |4 PRI
Wil Rt AR s it A
Wil 4 | C VABKL Kt (e 167 T

‘;}'ﬂ:_-_p:.«hn‘.u | N

Sprabinr PR PRt Siek



Sedangkan peta jaringan pelavanan air minum Perumda Tirta

Siak Kota Pekanbaru disajikan dibawah ini :

1.2.3. Kondisi eksisting pelayanan Unit Pelaksana Teknis

Perusahaan Air Minum/ UPT PAM Kabupaten Rokan Hilir
Unit pelayanan air minum di Rabupaten Rokan Hibr terdiri dan ¢
1. Unir SPAM Bagan Siapiapi

2. Unit SPAM Ujung Tanjung

3. Unit SPAM Bagan Sinembah

4. Unir SPAM Sedingin

Kapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan

_ - Kapasita| Kapasita| Jumiah
No. Unit Produksi | = s Sambungan
' ™ Terpasang| Terpak | Rumah
(t/det.) | ai {Unit)
{it/det '
L. )
1| Unit SPAM Bagan 4 ; Tidak
2| Siapiapi Unit SPAM 0 - Berfungsi
3| Ujung Tanjung Unit 2 Tidak
41 SPAM Bagan 0 - Derfungsi
Sinembah Unit SPAM 1 Tidak
Sedinginan 0 Berfiingsi
3 Tidak
Berfungsi
TOTAL 9 LH] 9.16
S <

Sumber : Buku Profil Kelembagaan SPAM Provinsi Riau 2021



Sistem Penvediaan Air Minum {SPAM) Kabupaten Rokan Hilir

yvang telah dibangun adalah :

1

2
3.
&4

SPAM Bagan Siapiapi
SPAM Sedinginan

SPAM Bagan Binembah
SPAM KK Uiung Tanjung

Sehagian SPAM tersebut tidak lagi beroperasi yaitu SPAM

Bagan Siaplapi dan SPAM TIKK Ujung Tanjung, data teknik SPAM

IKK Ujung Tanjung. disajikan dibawah ini :

Air haku vang digunakan berasal dari Sungai Bokan
Unit air bakuw terdiri dari ¢

Hangunan intake

Pomps Intake Q= 50 i/det, 22 KW, 2 unit,
Rumah Pompa 1 unit.

Rumah genset 1 unit.

Rumah jaga.

Pipa zir balku HDPE dia 300 mm - 658 meter;
Linit Produksi terdiri dari :

- 1PA Paket kapasitas 20 1/det.

-  Pompa distribusi (0 = 20 1/det, 22 KW, 2 unit
- Genset |30KVA, 2 urit.

- Rumah pompa.

- Rumah genset

- Ruang Lab. Ruang pembubuh bahan kimia

- Rumah jaga.

Unir distribusi terdiri dar

- Pipa HDPE dig 315 mm - 1.665 m,

- Pipa HDPE dia 250 mm = 4.545 m,

Pipa HDPE dia 200 mm— 1,108 m,
-  Pipa HDPE dia 90 mm — 2.760 m.
- Pipa HDPE dia 63 m - 1.430 m.
Unit  Pelavanan : [1.600 SR. Pelavanan Lepada
masyarakat akan ditingkaikan menjadi 3.200 SR



1.2.4, Kondisi eksisting Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum

1.2.5.

/ PDAM Kota Dumai

Unit pelayanan air minum di Kota Dumai terdiri dar
1. Bnit IPA Sudirman

2. Unit TKK Medang Kampai

Kapasitas Terpasaneg & Jumlah Sambungan

....... - r—— i i, e e

Sumber : Buku Profil Kelembagaan SPAM Provinsi Riau 2021

Kondisi eksisting Pelayanan Perusahaan Umum Daerah
(Perumdaj Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis

Unit pelayvanan air minum Provinsi Riau di Kabupaten Bengkalis
meliputi :

1. Unit Rupat Utara

Pl

Unit Bantan
Unit Rupat

PDAM Pusat Bengkalis

- R

Unit Durd
kKondisi eksisting pelavanan Perumda Tirta Terubuk Kabupaten

Hengkalis adalah sebagail berikut :



1.3.

Kapasitas Terpasang & Jumlah Sambungan

No. TUnit Produksi s & B&mhmgn
Terpasan| Terpakail n Rumah
£ {it/det.)| (Unit)
2 {It/det.)
1{Unit Rupat Utara 3 1/det
2| Unit FDAM Cab. I/ det. : 202
3| Bantan Unit PDAM 20 1/det 349
4| Cab. Rupat Unit 1/ det. ; 3.18
5| PDAM Pusat 20 10 8
Bengkalis Unit PDAM | 1/det. 1/det. 6.46
Cab. Duri 50 49 0
1/det. 1/det.
140 53
I/ det. 1/det.
TOTAL 23 11 10.199
3 2

Sumber : Bukit Profil Kelembagaan SPAM Provinst Riau 2027

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) UPT. PAM Dinas Dinas PUPRPKPP

Frovinsi Riau disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan

urusan wajib Pemerintahan Daerah vang berkaitan dengan pelayanan

dasar sesual dengan peraturan perundang- undangan vang berlaku.

Maksud disusunnva Rencana Sirategis (Renstra) adalah

&

memberikan arah vang jelas atas pengembangan sistem pelayanan
air Mmum di masa depan di Provinsi Riau, khususnya pada wilavah
penyvangga ibukota Provinsi Riau serta terjaminnva hak masvarakat
dalam menerima pelavanan air Minum dari Pemerintah Daerah
melalui UPT. PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Sebagal pedoman untuli pencapaian sasaran vang disesuaikan
dengan visi, misi dan sasaran UPT. PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau. Sasaran yang akan dicapai sebaiknva direncanakan terlebih
dahulu secara strategis dalam kurun waklu jangka pendek.
menengah dan jangka panjang.

Dinarapkan, dengan adanva Rencana Strategis [Renstral.
manajemen UPT. PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memiliki
acuan dan target-target dalam pengelolaan aset vang dimiliki dalam
rangka optimalisasi pengembangan pelayanan UPT. PAM Dinas

PUPRPKFPP Provinsi Riau.



1.4.

¢ Sebagai alat untuk menentukan jumlah anggaran vang dibutuhkan
dalam rangka menvediakan pelayanan air minum, sehingga
Rencana Stragegi (Renstra) dapat menjadi dasar untuk
menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.
Sejalan dengan tujuan didirikannya UPT. PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau. maka fokus kegiatan lembaga ini adalah memberikan
pasokan air curah kepada Perumda Tirta Kampar Kabupaten Kampar
, Perumda Tirta Siak Kota Pekanbaru, FDAM Kota Dumai, UPTD Kab.
Adapun tujuan Rencana Strategis (Renstra] UPT. PAM [Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau adalah sebagai acuan untuk mencapai
sasaran pembangungan pelavanan air Minum di @ wilavah

penvangganva ibukota Provinsi Riau secara efisien dan efektif.

METODODLOGI PENYUSUNAN EENCANA STRATEGI

Langkah- langkah kerja penvusunan Rencana Strategis Bisnis
(Renstra) mengikutl sistematika vang dimular dari strategis jangka
pendek. menengah dan jangka panjang. Dengan memperhatkan visi
misi dan sasaran UPT. PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau serta
perngaruh kondisi internal dan eksternal (Analisis SWOT) selanjutnva
meneniukan langkah atau program dan sasaran yang alkan dicapai
dalam jangka menengah. Dilanjutkan dengan . penyusunan prognosa
keuangan vyang diperlukan  untuk mengukur  keberhasilan
implementasi rencana strategis bisnis UPT. PAM Dinas PUPRPFKPP
Provinsi Riau secara menyeluruh vang dinilai dari beberapa indikator
keuangai.

Metodologi penyvusunan prognosa keuangan dilakukan secara
parsial per unit kerja UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang
akan mengelola Spam Regional Pekan Kampar dan SPAM regional
DUROQLIS, berikut ini yang dimaksud dengan pola penyusunan secara
parsial:

d Penyvusunan prognosa keuangan SPAM Regional Pekan Kampar
e Penyusunan prognosa keuangan SPAM Regional Durolis
t  Rekapitulasi (Kompilasi) prognosa keuangan SPAM Regional Pekan

kampar dan Durolis



BAB 2
GAMBARAN UMUM

UPT PAM DINAS PUPKPKPP PROVINSI RIAU

2.1. Latar Belakang
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau merupakan unit kerja di
bawah pada Dinas Pekerjaan Umum. Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinst Rlau vang semula
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daecrah
Provinsi Riau dan Peraturan Gubemur Riau Nomor 4 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkai Daerah Provinsi Riau.
Berdasarkan RTRW Provinsi Riau tahun 2018 - 2038 luas wilayah
Frovinsi Riau adalah 87.023,66 Km2.
Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat
Statistik {BPS) Provinst Riau tahun 2021 tercatat sehanvak 6,493,603
Jiwa, terdiri dar Laki-laki 3.324.737 jiwa dan perempuan 3.168.866
jiwa,
Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Riau berjumiah 12 {dua
belas) Kabupaten dan Kola, vaitu ;
3. Kabupaten Kuantan Sengingi
b, Kabupaten Indragiri Hilir
¢. Kabupaten Indragiri Hulu
d. Kabupaten Pelalawan
e. kabupaten Siak
f. kabupalten Kampar
g. habupaten Eokan Hulu
h. Kabupaten Rokan Hilir
i, Kabupaten Meranti
i. Kota Pekanbaru

k. Hota Duma



2.2.

2.3.

Dari 12 Kabupaten dan Kota tersebul, belum seluruhnya memiliki
PDAM maupun Peurmdas selaku pengelola pelayanan air minum

kepada masvarakat di wilayahnyva masing-masing.

Kelembagaan

PDAM vang telah beroperasi sampai dengan tahun 2022 adalali ©
PDAM, namun sebagian besar PDAM terscbut masih mengalami
berbagai kendala dalam operasionalnva salah satunva keterbatasan
pasokan air baku, terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah
Daerah Provinsi Riau bekerja sama dengan Satker PK PAM dan Balai
Wilavah Sungai Provinsgi Riau, telah melakukan upayva investasi vang
diperiukan.

Salah saiu hasil kegasama tersebut adalah terbangunnya sistem

penyediaan air minum regional Pekan - Kampar dengan kapasitas

terpasang 40 1t/ dt dan vang dalam proses pembangunan SPAM Durolis

{(Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis) dengan
kapasitas keseluruhan yvang di rencanakan sebesar
1.500 1t /dt vang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provins Riau.

Kelembagaan vane akan mengoperasikan selurub unit SPAM regional
" = o

yang telah dibangun sampai dengan akhir Desember 2021 adalah UFT

PAM DdMnas PUPRPKPP Provinsi Riaun dan lembaga ini alan
ditingkatiian sistem pengelolaan kevangan  secara Badan Lavanan

Umum Daerati.

Organisasi dan Tupoksi

Bentuk organisasi pengelola 3PAM Regional Provinsi Riau adalah Unil
Palaksana Teknis Pengelolaan Alr Minum [UPT PAM} berdasarkan
Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 tahun 2020 tentang Pembentulan
Linit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
kRawasan Permukiman dan Pertanahan DProvins: Riau  Struktur
organisasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sesuai dengan
Peraturan Gubernur Provinsi Riau fersebut diatas adalah sebagai
berikut :



BAGAN
ORGANISASI
UPT PAM
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI RIAU

PAM

#_ K”i Hﬂﬂnm‘ng
A, K;d Puil'li::dlaan;an i
Tata ermeliharaan Air
Uszhe s Evealuasi
| |
| Pengevaluesi Fe EEI“]“H*
Pengelola Pogram dan Kinerja - ;
Pro Pogram _da:l
dan Kegiatan ! Himeria
Pengawas Jaringan |
— Utilitas Pegelola
mﬂ istra l Monitoring
Umum Teknisi Peralatan R
| dan Mesin
Penyusun i
Rencana Pengelola Teknologi
K.eﬂtan dan dan Informasi
|
Pangelola Teknologi
dan Informasi

kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau bertanggung jawab
langsung kepada Kepala pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan FPermukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Kepala
Sub Bagian dan Para Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala UPT. PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
Tugas dan fungs masing-masing jabatan sesuai dengan Pasal 13
Peraturan Gubemur Riau No. 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada inas Fekerjaan Umuam, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan
rincian tugas sebagai berikut ;
1. Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mempunyai tugas :
Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata
lisaha, Seksi penvediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan Seksi

Monitoring dan Evaluasi.



Untuk melaksanakan tugas , Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

a. penvusunan program ketja dan rencana operasional pada UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau;

b. penvelenggaraan pelaksanaan koordinasi.
fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas di lingkungan UPT PAM Dinas PUPRPKPF Provinsi Riau;

¢ penyelenggaraan pemantauar, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas scsuai dengan tugas vang telah dilaksanakan
kepada Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan Kepala Dinas

seslal tugas dan lungsinya.

2. kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas ;
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub
bagian Tata Usaha;
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub bagian Tata Usaha;

c. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur:

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat menvurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrast
keuangan, penatausahaan dan pelavanan masvarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyvusunan Analisa Jabatan, Analisa
Beban Kerja, peta jabatan. proyveksi kebutuhan pegawai, standar
kompetenst, dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi:

h. melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan
ketertiban kantor;

i, melakukan pemantauan. evaluasi dan membuat laporan
pclaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

j, melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan atasan sesuai

tugas dan fungsinva

3. Kepala Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi



Penyediaan dan Pemeliharaan Air Minum,

membagi  tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan
Pemeliharaan Air Minum;

menyusun petunjuk teknis standar pelayanan penggunaan pipa
transmisi dan distribusi utamas;

melakukan operasional dan pemeliharaan air minum sesual
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

melakukan pendistribusian air minum sesuai dengan prosedur dan
ketentuan vang berlaku  untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas:

melakukan pengembangan sistem pengolahan air minum sesual
dengan  prosedur dan peraturan  vang berlaku  untuk
pertanggungjawaban kinerja dan rencana yang akan datang;
melakukan pemantauan, evaluasi dan  membuatl laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penyvediaan dan

Pemeliharaan Air Minum: dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan alasan sesual

tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

.

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi
Monitoring dan Evaluasi;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Monitoring dan
Evalilasi;

menyusun petunjuk teknis standar pelayvanan penggunaan pipa
transmisi dan distribusi utama:

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayvanan air minum;

menindaklanjuti dan melaporkan hasil penanganan keluhan
pelanggan /Offiaker;

mencatat pemakaian air minum pelanggan /Offtaker;
melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Monitoring dan

Evaluasi; dan



2.4.

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual
tugas dan fungsinyva.

Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran

Sesual dengan Permendagri nemeor ; 79 Tahun 2018 Laporan
keuangan pokok disajilkan melalui sistem akuntansi vang berlaku pada
pemerintah daerah, Laporan keuangan yang dimiliki UPT - PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun
2023 bulan Desember

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023

Sampai dengan disusunnyva Rencana Strategi Bisnis (RSB) ini
UPT. PAM Dinas PUPR Provinsi Riau belum memperoleh penerimaan

uang dari PDAM Kab, Kampar maupun PAM Kota Pekanbaru,

Biaya operasional UPT., PAM [Dinas PUPR Provinsi RIAU

seluruhnya berasal dari APBED Provinsi Riau, berikut laporan realisasi
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Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2023
Anggaran Tersedia dari APBD Prov Riau, tahun 2023 sebesar Rp.

11.004.730.000,--, dengan nilai realisasi &/d Desember 2023 sebesar Rp.
8.297.,723.226,-- equivalent dengan 75.40% , berikut rinciannva



PIMEREN PAH PROYINST REAL
SPT - ADMINISTRATIV
FAIN 2023

e Kolentns Floaian

humilah
Kpgzirian

Ju.m[ulr SR (s
- Ui/

Staa Paou

310201 01,0002 Bahan S

L0233, 504 |

S LU0 0 004 Raliae Bakar dan Pelunas
'» 1 l:P LI Lmﬂ,a'-.lsn !u!i-: Rm&lnr

R B,
B, T

R Tt I S
"h.r B, i..JH

(I

Zea a3 i

Lo 1550

& I 13&. Ui 1 IYTJ‘H i‘-x‘r‘-ln" dun ""'“--I

PR LA ok o)

a4 AL O EORS ) et dan Cowe

210301101, l:?ulu l]al':;:-u L;ud.
510200 0 Ut.r"".-' B-:“:itt‘]ﬂ Pos
l.i,'-\_....'lj..lf!'i.l-,il_i‘_'“l.[5{111::,11 rosmrpilar

LOMFTES | ! 1_-.&-1 L'I_I::IS_.'I . Lah, Tk
B30, 501 B3 L el EATTE S i
0 e | o ANHI R DA (AT

0 0l ooan Permbotl Kanter

TR0 (55

Fe g RN

BT

|2 Ak, Gl 0k

TS0

1% 8% 518

|5 835315

10201910036 Ml Kameor Lainnya

Tk ST

LEh B BT

|39 nsas,
U |

A 1AL 0L OLOR3G ] Alat Kantor Lainnva
L5
e

A rE sl l'#‘-l""-' Mnk.um:i il Tolaniarta

] LT !'" A ABRES L lass Dot Labwksionning

_.rPa’nma.!l Dl.na-.s. llanmip'ﬁﬂlg
o 02 1L 0063 Paieian Dinas Lepsogan (DL

|_"' "..H'II'I LG |

2 AR |

kst WAL

Iis ..ﬂﬂ L'M:HJ
S LA |
3, G G0

17.550.000 |
ALt |

£, IR

16 TS TN

W_I{'Z"'_”"‘U_I vl ] dass Penammnas - Sarpras

[HEEE LR ll:m {

ST 0202 D1 N03TE Tnen Tepgos Operaior ompuier |

Lt 2= fitit |
b S0 )
135, [ill"}l.r""l'l |

SO0 00
A3 31 DEEY

f} -'&'.rﬂ mnm

A 0202 0l 00281 Tasa Tenaga Pefavanu 1ipom
=

S 10T 02 01 (F30] Jasn Tenngn Kebershan

LA 2 D00 | | Thoay: Tenars Keaummim

T ORI TN |
T'H-':. o |

-T';'?-I -n-J-I.? I.Il.’H'T

(TR
PR AR

1L 360 {10

2
51030201 0nAz] J.’.'-W..Ti‘f]:-'iﬂ.‘e?..s“ﬁ.f =
s :

A

S5 k0 o |

T ) e

02 00 01 11661 itk __RROGEAON | ITAI0N6IN indh ORg
R Sl B CINTA AT | RO LART.O5K | Kk SaTuas
S 2ozl lJUl‘ﬁ Imviemer [y Ber i'trsgg.nmf;Te[e-j*ur. | S AN, (AT ] [T 34 00 [ GRT A |
FUF CRREEY 2 (R T Bavanas Beceiabonm Kero | kI GEE) | 1. 3405 B12 [ 7RILZTE
i fﬂ 0% (2 (HIS l.+ Peinefihiaraan Feudarmn | 1773 336 or) O304 TSRS 0 |
5 B3, 03, L}"' LHH}I Perwtliharaan ILentdarian | e R e | Ty TTE R R |
S D OF N2 LS Pemebiirae AT Fanior | B S L ] 000 0el |
5102 03 107 617 || Perehboraan At Kanior [ i TOC G0 | AT |
5._!:-13.'_" ﬂv 'f'-‘ h ll.F‘J Femehbaraan Kompimer ! TR GO I '~'|-1||- i !

2 L AR S Foymeihinrann Inpismin

B B T 04 00S | Pesacliliacsan Bangan A

b snen e

SUELAUCTE ) |

S 00K O CRIOT | F_' srjalanas Braias Biosn

A4 il G

SRR D R Permianan Dinas Binsn

Eane ol |':|‘ S | Modal Ponipa

FE A3, TO0 |
SELAI I |

[N | MG \dudul Eendarowi

L0002 Wadal Perkalan

TR 0, 0

ol l."* I"‘I LHITD Sdpdal Peanlaian Beaoke]

SN

t‘rf) —'il‘ﬂ-.‘-'-‘{‘.ﬂ.}

I s

BRI

??? ?I:'H

.'-.@z:e-_e:.'-sﬁ;am
I SGaam 200 |

TELO00.000. |

Ce (s O

AN, X0

AL L] | Dladab ddebel

RS Pcsu.!mg.t,u
!‘l’!.ﬂ'ﬂﬂh "q.'IDrI:!.I ;ual Run‘ul; Taugen

'5 {ﬁ'm i1, uum Modal ["t.nia:an *ﬂ._uﬁc i

!_| 2] Ufki"‘ Ma-:*nl. Elektronk/ Dlacti

bR
LB erson] 2 Smplter

A OL 0
0403010005 NModul Livslalusi Al Bersib

Pengembaliog, (5TS)

Modanl Beaeunan Gedwng Fary !m

UM

[ 135330408 AL7.aus |
[ < i i | A0k
LAIANRI Y | L0 0000, ALY
1] FAL A0 N
nu HIAILRD | LA QU DU

3.- titr e, | A Q0G| i

AR O | 20 TR D 297000 |

241 -:JT(_h: WY | T TR AR 37 zm et
| 15, vuannu i ORI LRI
| - | PR AR

e N — —

L1004 730000 | 8.207.723.226 | ;',,m?,w.?frl




Penjelasan lebih lanjut terhadap rendahnyva realisasi anggaran tersedia

adalah sebagai berikut :

2.5.

2.6,

Realisasi belanja barang dan jasa. dari pagu anggaran sebesar Rp.

7.604.735.666,-- sampai dengan akhir Desember 2023 dircalisasi

sebesar Rp. 9.372.829.592,-- equivalent dengan 81,14 Y.

s Realisasi belanja modal., dari pagu anggaran schesar

R,

1.631.900.408.-- , sampai dengan akhir Desember 2023 direalisasi

sebesar Rp. 692.987.560,-- equivalent dengan 42.,47%
Tujuan

Tujuan pembentukan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Ria

il

dengan pola pengelolaan keuangan sccara BLUD adalabh untuk

peningkatan pelavanan air curah kepada pelanggan/Offtaker dengan

harga terjangkau karcna udak mengutamakan keuntungan, namun

tetap dikelola dengan prinsip efisiensi dan efektif. mengurangi beban

APBD dalam pembiavaan pelayvanan air curah bagi pelanggan /olltake
karena keterbatasan dana AFPBD, sementara banyvak bidang lainny
yvang masih memerlukan pendanaan dari APBD.

Tugas Pokok dan Fungsi

T,

A

UPT PAM Dinas UFRPKPF Provinsi Riau hertugas

melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelavanan umum dalam

bidang air curah di wilavah ibukota Provinsi Riau dan khususnva

wilavah penvangga dan Kabupaten / Kota vang melalui sistem

perpipaan dengan menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan

menerapkan organisasi tata laksana, rata kerja dan akunrtabilitas

dengan prinsip efisien dan elektif

Adapun tugas-tugas vang dilakukan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP

Provinsi Riau anlara lain:

a. Penyvelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada
Subbagian Tata Usaha, Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air
Bersih dan 3eksi Monitoring dan Evaluasi

b. Penyelenggaraan Kkoordinasi dan fasilitasi  dalam  rangka
penyvelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha,
sSeksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air curah dan Seksi Monitoring

dan Evaluasi

¢. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan jaringan pipa

transmisi dan distribusi utama



Penvelenggaraan operasional produksi pengelolaan Air Curah

[

e. Penvelenggaraan distribusi hasil produksi Pengelolaan Air Curah

f. Penvelengparaan pemantauan. evaluasi dan pelaporan dalam
ranghka penvelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha,
Penvediaan dan Pemeliharaan Air curah dan Monitoring dan
Evaluasi; dan

s Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan Kepala Dinas terkait tugas

dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebul UPT PAM Dinas

PUPRPKPP Provinsi Riau berfungsi sebagal penanggung jawab

penyvelenggaraan pengembangan pelayanan air curah maka beberapa

kegiatan penting vang akan dilakukan, adalah :

a. menyvusun Rencana Strategis Bisnis penvelenggaraan

pengembangan penvediaan air curahdi wilavah
ibukota Provinsi dan sekitarnva

b. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan:

¢ mengelola kKeuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas,
utang, piutang, barang, aset tetap, investasi;

d. menyelenggarakan sistern informasi manajemen keuangan dan
akuntansi, termasuk menvusun laporan keuangan;

e. melaksanakan kegiatan teknik, meliputi kegiatan merencanakan,
melaksanakan konstruks:, mengelols, memehhara,
merehabilitasi, memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik
{teknik};

f. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi sarana air curah;

g, menigelola administrasi kepegawaian, hubungan
pelanggan /Offtaker dan peralatan;

h. menyelenggarakan pemeriksaan internal atas pengelolaan UPT
PAM Dinas PUPRPKPF Provinsi Riau dan sekitarnya;

i. melaksanakan kegiatan pelatihan. penyuluhan dan penelitian /
pemeriksaan kualitas air;

j. memberikan informasi mengenai program air minum kepada
masvarakat, serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara
mendapatkan air minum.

Didalam menjalankan operasionalnyva sesuai dengan peraturan vang
ditetapkan serta fungsi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
selsagal penvedia air curah yang dijual tanpa mengutamakan mencari

keuntungan maka UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan



Bangunan Pengambilan air haku
Pembangnnan Instalasi Transdist
Pembangunan Rumah Genset
Pekerjaan Mekanikal dan electrikal
Pembangunan Rumah Jaga dan
Kantor

Pengadaan dan Penas Pina PE
Pekanbaru

Penigadaan dan Penas Pipa PE
Pengadaan Konsiruksi Jaringan leasi
Pengadaan Kontruksi Pintu Air
Pengadaan Kontruksi /Pembelian
Cedung Guda

Pembangunan Gapura
Penyvambungan Dava 1000 KVA
Pembangunan Pipa JDU dan Offtake
Pengadaan Komputer/ PC
Pembangunan Pipa JDU dan Offiake

Peralatan Pertukangan

Pembelian Genset

Petigadaan Koustruksi Jaringan air
bersih/air mi

Prngadaan Konstruksi /Pembelian
Cedune Kant

Pembangunan Pipa JDU dan Ofltake

Pembangunan Pipa JDU dan Offtake

Pembangunan Pipa JDU dan OlTiake
Pembangunan Pipa JDU dan Offtake

2011
2011
2011
2011
2011

2011

2011
2018
2018
2018

2018
2018
2018
20149
2019

2020
2020
2020
2020
2020
2020

2021
2027

509,061,000
3.9406.333 304
H&7.527.835
1.181.426.000
247.825.936

7.335.688.000

247,142,564
U9.775.000
49,910,000
98.736.000

2.500.000.000
1.000,000.000
2.500.000.000
A7 632,000
15.721.999 .00
0
701,835,600
394,623,445
84.107.781

49.594.000
1725 7TR5.94
10.000.009.82

0
1L 6G0.000.000

1.861.000.000

Total Investasi

77.658.821.9
76




Toral Investasi SPAM Regional Durolis sampai den gan 31 Desember
2021, sebesar Ep, 561.654.818.206 - dengan rincian

sebagai berikut

Unit Air Bahu ;
Pelejaan Sigil 31351305700
Peloerjagn Perpipasn I A48h. 58] B8RS
Pelemuan ME D.A85A26.000
Sub Totol Investasi Intake 39.406.217.58
=
Unit Produlksi
Pekerjaan Sipil 86979042462
Peleriaan Perpipaan 3,043, 305.538
Prkenaan ME L8 ATE. 270,000
Sub Total Investasi Unit Prod 79.900.000.00
4]
Unit Distribusi
it erpipean Ke Bahil
Feheriaan Sipl 17 458,555, 180
lekerjaan Perpijiaan SRELBB0EEE
Peketiaan ME GtV AR5 740
Sub Totel Unit Distribusi (Rohil) 56.154.625.58
=
WaFigan Parpibain K« Shnpang Bhiang
RESERVOIR BOOSTER SIMPANG BATANG oy, 300
R T
Prlesisan Sipil 24954903070
Pehenaan Mermpipaan 180136, 73814
&
Pekenaan M1 5.R33.721.755
Sub Total Unit Distribaci (Sinipang BEatung) 212.&55.38:}5&3
Jdargan Panpipuan K Bota Dumea
Peliorioan Sim) =
Pekemaan Perpapesi B1.GEA S0 0NE
Pekerjaan ME A9GE61ZF 411
Sub Tetal Tnit Distithusi {Hota Dumaij 35.629.953.40
9
Sarincnn Perpipocn He i
Frekeraan Smtl 5
Pekeriaan Perpipesin FEREIFOYEATE
Pehenaan ME 12:501:122.976
Sub Total Investasi JOU Bengimlis 82.1 1-3.133.53
Jumlah Investasi 346 1.554.313‘.;:




BAB 3
VISI, MISI DAN SASARAN

3.1. Visi UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau:

Visi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins Riau

Terwujudnya Pelavanan Air Minum vang berkualitas dan profesional
bagl masvarakar Riau.

Misi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

a. Menvediakan dan meningkatkan pelavanan air curah di Provinsi
Ris secara beric'{‘:smambungan melalui pelavanan prima;

b. Memproduksi dan mendistribusikan air curah sesuai dengan
standayr vang berlalai;

¢ Menyelenggarakan pengelolaan air curah dengan menerapkar
teknologi vang tepat;

d. Memberikan pelayvanan air curah dengan rarif vang terjangkau;

e, Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan
berinovasi secara professional;

f. Menjalankan aktivitas usaha dengan sclaluy menjaga

keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baky

3.2. Sasaran
Memberikan manfaat untuk kepentingan umum melalui sistem
penvediaan air minum vang berkualitas secara efektif dan efisien
dengan mengedepankan prolesionalitas yang menjaga kescimbangan

lingkungan dan kelesrarian fungsi sumber daya air.



BAB 4
ANALISA SWOT

(STRENGHT, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND THREATHNESS)

Analisis SWOT faktor intermal dan eksternal meru nakan analisis vang
digunakan untuk mengetahui kondisi di dalam unil usaha (internal) dan
kondisi di luar (eksternal] vang mempengaruhi secara signifikan
perkembangan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau di masa depan.

Indikator kendisi inlernal meliputi kekuatan dan kelemahan vang
dimiliki oleh organisasi bersangkutan. Dengan memahami kondisi internal
pthak pengambil keputusan akan mudah untuk menetapkan langkah -
langkah atau kebijakan yang akan diambil apakah lebih berorientasi pada
memperkecil kelemahan yang dimiliki atau mengembangkan organisasi
sesual dengan kekuatan vang dimiliki.

Demilian juga Indikator kondisi eksternal meliputi peluang dan
ancaman, diperlukan pengetahuan yang mendalam dari organisasi terhadap
peluang dan ancaman dengan selalu berkomunikasi dengan semua
stakeholder untuk menetapkan langkah yang akan diamhil,

Dengan mengacu kepada analisis internal dan eksternal vang dilakukan
dalam organisasi 3PAM pada umumnya, maka dalam analisis ini UPT PAM
Drnas PUPRPKPP Provinsi Riau juga akan menggunakan metode vang sama

dengan erganisas: SPAM pada umumnya.

4.1 Analisis Faktor Internal

Sehagaimana vang dilakukan oleh organisasi SPAM pada
umumnya, untuk mengetahui fakior internal vang meliputi kekuatan
dan kelemahan dapat ditinjau dari 4 (empar) indikator vaitu, aspek
teknik, keuangan, organisasi dan sumber dayva manusia serta aspek
pelavanan pelanggan dan masvarakat. Namun demikian, karena
kandist UPT PAM Dinas PUPRPKPE Provinsgl Riau baru dibentuk pada
tahun 2016 dan diterapkan secara penuh pada pertengaban tahun
2017, maka analisis fakror internal tidak dapat dilakukan sebagaimana

umumnya vang dilakukan untuk organisasi yang

sudah berjalan. Analisis fakior internal akan disesuaikan dengan
kondisi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan ietap

memperhalikan ke empal faktor internal vang akan dianalisis.
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4.2

Aspek Organisasi - Sumber daya Positif
dan Sumber Daya manusia yang akan
Manusia mengoperasikan

SPAM Regional
Provinsi Riau telah
berpengalaman dan
berkualitas

- Dasar hukum
pembentukan UPT
PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi
Riau telah telah
ditetapkan
berdasarkan pergub
Riau no.46/ 2020,
sehingga memenuhi
svarat untuk
diproses
sebagai BLUD

Aspek Pelavanan Pelayanan air curah Positif
Pelanggan telah

Dilakukan pada
beberapa
pelanggan/offtaker

Analisis Faktor Eksternal
Faktor-faktor cksternal yang senantiasa digunakan dalam
anahsis SPAM pada umumnya dapat tetap digunakan dalam organisasi
UPT PAM Dinas PUPRPRPP Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan
Feraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 46 Tahun 202020 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan

Umum Penataan Ruang. Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perumahan Provinsi Riau. Terdapal 4 (empal) indikator [aktor

ekstornal yaitu, aspek

Sosial, ekonomi dan budava masvarakat: aspek ckonomi nasional dan
daerah; aspek dukungan pemerintah daerah dan DPRD; dan aspek
hukum.

Analisis faktor eksternal akan disesuaikan dengan kondisi UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan ietap memperhalikan lima

faktor Eksternal yang akan dianalisis.

FAETOR EESTERNAL EKONDISI SAAT INI NILAI
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Aspek hukum Tidak ada kendala Positif

4.3

serius dari sudut
regulasi karena
kesepakatan —
kesepakatan antara
Pemerintah Provinsi
dengan

pemerinta
h Kabupaten/ Kota
telah
ditanda tangani.

Analisis faktor inrernal menunjukkan kescimbangan antara
positif dan negatif, sementara analisis faktor eksternal memiliki bobot
positif dan tidak ada bobot negatifnva . dengan demikian UPT PAM
Innas PUPRPKPP Provinsi Riau saat ini menunjukkan, bahwa dari sisi
internal menggambarkan adanva kekuatan dan Kelemahan vang
seimbang sementara faktor eksternal memiliki nilai kekuatan penuh
dan nvaris tidak ada kelemahannva,

Faktor sumber daya manusia dan aspek teknik, khususnya
ketersediaan sumber air baku dan jaringan transmisi masih
membutuhkan pengembangan schingga di masa depan UFT PAM Dinas
PUPRPKTPP Provinsi Riau akan dapat memanfaatkan peluang pasar
atau melakukan pengembangan secara menyeluruh.

Sementara . analisis aspek ekstemal menunjukkan terdapat
peluang untuk berkembang vang akan dimiliki oleh UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau.

Diar kedua analisis ini disimpulkan bahwa pembentuk UPT PAM
Dinnas PUPREPKPP Provinsi Riau akan mampu meningkatkan pelayanan
air minum Perumda Tirta Kampar Kabupaten Kampar, Perumda Tirta
Siak Kota Pekanbaru, UFT PAM Rokan Hilir, PDAM Kota Dumai dan

Perumda Tirta Terubuk Kabupaten Benghkalis.

Matrix Strategi dan Program Bidang

Dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal
dimana strateg umum yvang akan dilakukan adalah melakukan upaya
peningkatan  kapasitas terpasang  serta  penetrasi pasar  untuk
meningkatkan volume penjualan, maka beberapa strategi hidang telah
ditentukan. Matriks strategi bidang sebagai analisis strategi bidang
dibangun dari analisis SWOT diatas, vaitu memadukan antara masing-

masing elemen SWQOT.



Kekuatan dukungan keuangan dari Pemerintah Pusat
(Kementerian PUPR] dan Pemda Provinsi Riau. Pemerintah Kota dan
Kabupaten sangat kuatr, sehingga memungkinkan pelavanan air
curah di wilayah ibu kota Provinsi dan wilavah penvanggannya
alkan dapat dilakukan secara penuh, optimalisasi kapasitas
produksi telah SPAM Pekan Kampar direncanakan menjadi 1.000
It/dr dengan dukungan dari Satker PK PAM Provinsi Riau, dan (intuk
SPAM Regional Durolis sebesar 1.500 I/ dt

Sumber daya manusia vang masih butuh pelatiban namun disisi
lain dimilikinya dukungan pembiayaan dari pemerintah, schingga
untuk pengembangan sumber dava manusia tdak perlu diragukan
lagi dengan demikian peluang untuk melakukan peningkatan
penjualan dapat diperoleh dengan makin tingginva kualitas sumber

dayva manusia yvang dimiliki,






BAB 5
PROGRAM PENGEMBANGAN

e |

otrategi Pengembangan
Program pengembangan UFT PAM Dinas PUPRPEPP Provinsi

Riau untuk masa 5 (lima) tahun ke depan telah disusun berdasarkan

kajian analisis SWOT dan kondisi terkini dilapangan Untuk

merealisasikan program vang telah ditetapkan dalam upavanya
mencapal sasaran  pengembangan usaha jangka pendek, maka
program aspek teknik dan non-teknik dibutuhkan.

Adapun program yang akan dilakukan pada 5 (lima) tahun ke depan

oleh UPT PAM Dhnas PUPRPKFP Provinsi Riau adalah sebagal berikud:

e Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yvang turut serta
dalam proses invesiasi dan pembangunan SPAM di Provinsi Riau
untuk secepainya menvelesaikan permasalahan penandatanganan
kesepakatan lanjutan (Perjanpan Kerjasama antar Kepala Dinas)
vang diperlukan sebagal dasar dimulainya operasi pelayanan air
curah dengan dukungan legalilas yang jelas.

s« Melakukan perbaikan dan menambah kelengkapan unii distribusi
untuk dapat mendistribusikan air curah secara penuh dengan
ungkat Kehilangan air dalam poscs produksi dan distribusi vang
rendah.

e Melakukan pemeliharaan dan penambahan jaringan transmisi
untuk mengalirkan air curah ke Perumda, PDAM dan UPTD vang
akan menerima pasokan air curah, pemeliharaan unit jaringan
perpipaan transmisi juga periu dilakukan untuk menjaga tingkat
kehilangan air vang rendah.

= Melalukan program pengembangan sumber dava manusia.

= Penyvempuinaan penetapan UPT PAM Dinas PUPRPEPP Provins:
Hiau, termasuk persyaratan administrasi. seperti Pola Tata Kelola.
Rencana Strategis Bisnis (Henstra Bisnis), Standar Pelayvanan

Minimal dan surat pernyalaan sanggup



5.2

¢ meningkatkan kinerja pelavanan, keuangan dan maninat ba gi
masyarakal serta surat pernyvalaan bersedia diaudit secara
ndependen.

* PenyusunanNeraca Awal (Prognosa Laporan Keuangan) UPT. PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

* Melengkapi SDM UPT PAM Dinas PUPRPKPF Provinsi Riau sesuai
dengan kebutuhan.

» Meningkatkan kapasitas manajemen dan karvawan UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Sumber Pembiayaan Investasi

Sumber pembiayaan investasl rencana pengembangan jangka
pendek akan diperoleh dari sumber dana pemerintah pusat APBN dan
pemerintah daerah melalui APBD. Provinsi surplus usaha yang
dihasilkan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada tahun
berjalan juga merupakan sumber pembiayaan vang dapat digunakan
untuk membiavai investasi vang dibutuhkan.

Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau dapat diperoleh dari APBD berupa
pendapatan dari otoritas kredit anggaran pemerintah dacrah bukan
dari kegiatan pembiayaan APED. Sementara itu, sumber pendapatan
dari APBN merupakan penerimaan bantuan dari APBN dalam rangka
pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lan-
lain,

Surplus usaha merupakan selisish dari pendapatan dan bhiava
operasional, dimana UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

akan memperoleh
pendapatan utamanyva dari jasa lavanan berupa imbalan air curah
vang dijual kepada PDAM., Untuk memproyeksikan seluruh
pembiavaan vang dibutuhlan dalam ranglka pengembangan SPAM
termasuk didalamnva pendapatan dan biaya operasional untuk masa
5 tahun didepan akan disajikan dalam prognosa laporan keuangan

dalam bab 6.



BAB 6
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

61 DMetode Penyusunan
Dalam menyusun proveksi laporan keuangan dalam Rencana
Strategi mi . disusun dengan menggunakan metode accrual basis
sehagaimana dikehendaki oleh Permendagri nomor : 79 Tahun 2018,
sebagai Lerikut :
Permendagri nomor: 79 Tahun 2018 pasal 16 [3) Prognosa/proveksi
laporan keuangan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) terdiri dari :
+ Prognosa/ Proveksi Laporan operasional
* Prognosa,/ Proyeksi Neraca
Sementara dalam pasal yang sama avat (4) ditetapkan :
Prognosa/proveksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], diperuntukkan bagi SKPD atau Unit Kerja vang baru
dibentuk, dengan berpedoman pada standar akuntansi vang

diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

6.2 Asumsi-asumsi yang digunakan

Dalam Penvusunan Prognosa/Proveksi keuangan vang tercantum
dalam RSB terdiri dari 3 buah laporan vaitu ¢
- Proveksi Arus Kas
- Proveksi Laporan Operasional (Laba Rugi)

Proveksi Neraca

Penyajian proyeksi laporan keuangan lersebul sesual dengan
vang ditentukan dalam Permendagri Nomor @ 79 tahun 2018, vaitu
sajikan secara accrual basis kecuali untuk laporan arus kas vang
disajikan secara cash basis walaupun dalam permendagri Laporan
arus kas inl tidak diwajibkan untuk disajikan, namun dalam rangka
memudahkan penvusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), maka

laporan arus kas disajikan dalam Rencana Strategi (Renstra) ini.



Asumsi-asumsi dasar vang digunakan dalam menvusun
proveksi keuangan UPT- PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Pada dasarnva asumsi-asumsi vang digunakan dalam
memproyveksikan laporan keuangan UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau adalah sejal: i n perhit = ki alain
Frovin: ah jalan dengan perhitungan teknis dalam

pengelolaan SPAM tahun 2023, berikut penjelasannya ¢

A. Aset tetap (Investasi) dan sumber pembiayaannya

Aset tetap disajikan sebesar nilai perolehannya dan aset tersebut
diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, bagi aset yg tidak lagi memberikan
manfaat eckonomi dikeluarkan dari proyeksi keuangan ini
Penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan ketentuan
perpajakan wvang berlaku, dengan kisaran prosentase berkisar
antara 5% s/d 50
% per tahun sesuai dengan jenis asetnva.

Aset vang dicatat adalah aset untuk pembangunan dan
pengembangan SPAM yang akan dikelola oleh UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau vang terdapat di SPAM Regional Pekan —
Kampar dan SPAM Regional Durolis.

B. Pendapatan

1. SPAM ERegional Pekan EKampar
Asumsi vang digunaian berdasarkan pada besaran tarif
vang telah digsepakati antara Pemerintah Daerah Propinsi Riau
dengan Pemda Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru untuk
SPAM Regional! Pekan — Kampar pada tanggal 24 September
tahun 2021. adapun besaran larif vang telah disepakat
hersama adalah Harga jual kepada Perumda Tirta Kampar
Kabupaten Kampar dan Perumda Tirta Siak Kota Pekanbarn

acdalah sebesar Rp. 2.900 per m3.
Proveksi pendapatan penjualan air kurun waktu lahun
2024 2028 sebesar Rp. 18.339.067,-. Sedangkan proveksi
penerimaan uang dari hasil peiualan air sebesar Rp.
17.919.089, adanya perbedaan pendapalan dengan
penerimaan uang disebabkan sistem pembayaran dilakukan

selelah



pembacaan meter induk (dibavar pada bulan berikutnva).
Selisih tersebut merupakan piutang UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau Kepada para pelanggan Perumda Air Minum.

Pendapatan merupakan perkalian antara volume air
terjual dengan tarif vang disepakati, sedangkan volume air
terjual sangat tergantung pada kapasitas terpasang dan
kemampuan penyerapan oleh pihak Perumda, untuk itu telah
disepakati bahwa pada tahun 2023 dari kapasitas lerpasang
sebesar 40 1t/dt akan diserap sebesar 20 ii/dt dan pada tahun
2025 sebesar 30 lt/dr, sedangkan untuk tahun berikutnva
terserap seluruhnva 40 IL/dt.

Untuk lebih jelasnyva berikut disajikan tabel terkait
dengan pendapatan dan penerimaan uang dari hasil penjualan
arr UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinst Riau kepada Porumda
Alr Minum :

ASUMSI -ASUMSI PENDAPATAN SPAM REGIONAL PEKAN - KAMPAR

ASUMSE -ASUME] PENDAPATAN SPAM REGIONAL PEKAN - KAMPAR

j URAIAN Satuan 2024 2025 2026 2027 2028

o Kapdsitas [erpasang it an A a1 &0 a0
Kapasitay produksi | i bl 0 44 A0 40
Yedume 2ir ferproduksi ! m3 51.840 77260 103.580 123.680 103.650
Waleme i terdishibes i ma sl E40 T7.7ED 103.680 173,680 103880

‘ valiime Kehilangan air i 3 1 4 ] E
Virlime Kehilamgar &in I m3 1.555 1.333 3110 F110 3.118

]l Wdkme Air Terual l Hn =) RS FhAaly TOHE S HI 1405 M 1EHL %00

| Rincian & Terfual :

[ = FARM Kab. Kampar m3 114 30:141 A28 AL LR

{ = POAN Kora Pakanhary mid 39.171 A5.255 G4 L0342 #1342

| Tarif Air :

{ = FOAM gy, Ratmpar o 2000 #4580 3.487 5480 4,178

i - PDAM Kpla Pokanbary R, 4,800 4.280 .4u0 3480 L17a

2. SPAM Regional Durolis
Besaran tanl pelavanan air curah SPAM Regional Durolis
sebagaimana berikut dibawah ini :
e« Tarif Air Curah PDAM Kota Dumai sebesar Rp. 2.850,-/ m*®

e Tarif Air Curah UPT PAM Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp.
2.483.-/m7

e Taril Air Curah Perumda Air Minum Tirta Terubuk
Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 2. 895,-/m°

Tanf pelayanan Air Curah PDAM Kota Dumai dan UPT PAM

Kabupaten rokan Hilir telah disepakat:, sementara tarif

pelayanan Air Curah Perumda Air



Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis saat ini dalam
proses penelapan dan telah terhitung sebesar Rp. 2.895 / M
Tingkat penverapan SFPAM Regional Durolis dan nilai nominal
penjualan pada masing-masing pelanggan . disajikan dalam

tabel berikut ini;

Tabel Proyeksi Penyerapan Air Curah SPAM DUROLIS
ASUMSI -ASUMSI PENDAPATAN SPAM REGIONAL DUROLIS

ASUMSL -ASLINS! FENDARATAN SPAR REGIONAL DURGDLIS

URATAN [Satuan 2024 | 2005 026 | 2 | oam
_KE-'.'.-HSi‘-.a:\ LRIt | kit A0 - A0 - Ao .I -ﬂ-i‘-) -‘:Cl{il
Raanitas ok leide = il 103 300 E1 1]
Vil e ferprog ok ma RN Thin &30 A5 480 ITLEGO 855040
Wi gir terdistribuog | ma 11 7all 155,520 A%2.480 1 T A5%40 |
Wolumie Kafiitangan Air | ™ g 5 51 3 g |
Woipme Kettilangad An in3 3 8RE 137 24.p24 18 BR0 #7983
Yotare Air Tenua #p 3BT 147744 AR A5G | 4R 011,88
Rincidn Air Terjuad ; |
« PLAM Kota Dhi; ml % 19440 173,15 | 2457238 | 31,853 |
LET Kndy Rinkan Halie m3 A4 50T 3.9 271514 | D4R EE
- PLAMG Fah. Hangkals [ mz 1044 19445 | 1242001 PR AR | 341 563
TarifAlr . | I |
- B0AM Kota Dumai : fip 3.350 3030 114l | 3481 11335
- 3PTD Ral. Pakan Tl ] 1.47% 1993 1142 3142 Jatd
__ PDAM Een. Bengkals Rp. LHHS | LEBT] 103k 2758 LT |

C. Penerimaan Subsidi APBD
1. Pengoperasian SPAM Pekan - Kampar

Pengoperasian SPAM Regional Pekan kampar memerlukan
beban operasional vang besar antara lain untuk pengadaan
barang dan jasa untuk itu disamping pembiavaan vang
berasal dari UPTD masih diperlukan subsidi dari APBD
Provinsi Riau sebesar Rp. 5.376.500.000,—, untuk kurun
waktu tahun 2024 s/d 2028, dengan penjelasan rincian per

tahun anggaran. sebagai berikut :



SPAN PEEAR KAMPAR
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Adanya kebutuhan subsidi lebih disebabkan oleh
kapasitas terpasang kecil vang hanva 30 lo/dt, berbeda SPAM
Regional Durolis vang memiliki kapasitas vang besar.
Pengoperasian SPAM Regional DUROLIS

Dalam péngoperasian SPAM Durolis, UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau memerlukan subsidi APBD untul
taban 2024 s/d 2028 dan untuk tahun-tahun berikutnya
tidak lagi diperlukan subsidi.

Adapun besaran kebutuhan subsidi APBD tahun 2024
2025, disajikan dalam tabel berikut ini



_SPAN DUROLIS.

e TR R T T o

T _PROVEKS BELANJA

| Junis Belania . VEAK oy : s
telznjz Bahar-Hakan Kimia SLO20L0L002s 560 1500
Bitlana Tuls Kanior SLOZ0 01002 AL TR
Selania Bahan Gakar dan Pelamas R.LO2.0L01,0025 | 21,000 | 12,000

| Selania Karras dan Caver | S 18208070005 11.000 7 S
Balamaddar Listrik S 1820101 26 110005 12000
Belara Banan Coiak RN o e 300 1iom 12000
Bolanja bonga ves £ 10001000027 3500 £,000
Belanjs Fagihien Listrik 5.1,02.01.01.0030 115,090 | 120,000 |
Belanya Peratel % antor 5.1,02.81.01.0030 | 5500 | £.000
Belanjs Pemetinarian Ranpinan & 2R D000 SHO.000 420,000 |
Belanjs Alax/Bahan Kaiter Lyibaya 5.1.02.01.0T (056 B.000 | +.000
Balania facinagn Listrik Distribos [ 505200 s 370,00 i 390,000
Batania Makanar dan Minumsn | 5.102.01 010052 11,008 | 12,000
Bélanja Perjataran Jinas Biasa 5,1.02.07.01.0016 37.500 | 40,000 |
Belinga Kawat,/ Fansimili/interney/TV Berlanzzanon 5.1.02.02,01.0063 | JL000 22400
Belarja Pemeiiharaan Angkutan Daral 5.0 05 07 (083 77500 o000
Delania Pemehharaan Alat Penggandaan | 510205020 ! 5.500 £.000 |

| Belanje Pemelibardan Kompurer WA G3.0Z.0408 000 2500 |

| Brlanjz Pemelibarian Tamarn 5,7.02,04.03.0030 102,600 100000

| gelanja Perjalaran Dinas asa ! L1.02,04.01 0001 202500 iR

| [ |

| Sub ;ut_a.f Belono Eumni;_z_& Jasg i 4.355.000 | _1.488.506

D. Biaya Operasional
Proveksi beban operasional sepenuhnva mengacu pada

perhilungan teknis serta pengalaman vang terjadi di UPT BLUD
PAM Provinsi

APBD dan dari UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Rigu, porsi

iau. Sumber dana beban operasional berasal dari

sumber dana UFT - PAM disesuaikan dengan kemampuan
keuangan UPT - PAM dan sisanva akan ditutup dari dana APBD,
rincian lebih lanjut atas asumsi beban operasional disajikan

dibawah ini:



1. Beban Variabel
A. Biaya Energi
1. SPAM Regional Pekan Kampar
Beban energi (Listrik, BBM, olie) sudah diperhitungkan
dengan adanva inflasi sebesar 0,3% perbulan dihitung

secard anuitet. Sehingga beban energy rata-rata per
tahun adalah

.Ji!e\_bun Energi SPAM ngnﬂ_k'nmpm _ {arfam ribuan 8a.)
HETERAMEAN S WO ... - | Jumlen
o i mes W e | wn | 2 |
Adr Terorod ks T bt £ i e S 7 Bt I 1245363 i Lld4:zed | 52RT.680 I
|
Brhon Energy : |
3 ::.!!:':'\'J:i" Esvergy per md . .’fz?,"_::'l I 31853 Hay 3z b

umiahBebanEnergy  Rp. 4783351 731505 1DIS38S L0SHE0H L0365 481320

2 SPAM Regional Durolis

Beban Energy SPAM Regional Durolis, adalah sebagai

berikut :

Beban Enory 5540 Dol thaiom it Ry
KEFERANGAN St  TRHUN | hmizn |

— | w5 % g m

Bt Tecprnidth M| SmNU) SN0 RMMTRE  cvum|  HSmdml  2esiame)

Betzy brarsy

Eeaninerg perwd i Takad i £197 B0 37 3k I

Jismiah Beban Energy | Rp IS0 LATDRS  ABROTE | TEMER  l0URLARR) . DSABAdS)

B. Biaya Bahan Kimia
1, SPAM Regional Pekan Kampar
Bahan kimia vang digunakan adalah aluminium 3ulfat,
Abu Soda dan Gas Chlor. besaran pemakaian bahan

kimia per m3 air terproduksi berdasarkan perhitungan

(Blosis alum fEsunmsi 20 | gL teknik " adaiah
el 0,02 | ka/m L
6.000 | 3 sebagai berikut
Harga alum /g Rp/k
i
Soeta (asums rala) 10| gL
0,01 | Lg/m3
Harps sodafkg 8.000 | Bp/kg
Rapott (asumsi TaA| 2 meiL
€,0038 | kg/m3
Iargn Kapor /e 30.000 | Iny/ kg




Berdasakan

sebagaimana disajikan pada tabel diatas |

standar

pemakaian

bahan lamia selama kurun waktu 5

bahan
malka heban

tahun kedepan

kimia

adalah :
B Tesamndukel mi | :.zz.liér:! FAOG| i2ealsd|  Lpeezsd| 1264160 a.;gx.r.ﬂn‘
1
|

! Pemggunaan Bahar Kiria § M3 | |
i Al Salkat i anz il Gl Jaz Raz 2.02 |
b i ot o 6ot | 00 ool om|
{apoi: kg i f003 0003 0003 a,ami 0,00
Hazga Bahan Kimia Pes Kg, |
Alumimum Suttat i A RIE L33 5555 fi. ey 1443 l
Saita 2 a3 10 3,050 5351 !
| Vaperit ir 1050 e 3 L ;
| | |

| Biaya Bahan Kimla

Algmapigm Juifay B .l 1180 hizim Tt | [EA R I 443 |
o I 30595 wan|  mmrse|  marw|  nasw sl
Lagorit EhS 542 HES05 | 123P6| 126803 | 1ynadd: STAO0O

I

lurnlah Beban Bakan Kmis Ro. | 2800082 | 28518383 | 38416220 40R58R33 | 4m3sapani 1emEE7
Catatan :

Didalam harga bahan kimia tersebut sudah termasuk

estimasi terhadap inflasi yang dihitung secara bulanan

dengan besaran (,3% perbulan dan dihitung secara

anuites

SPAM Regional DUROLIS

Sesuai dengan perhitungan telknik bahan kimia vang

digunakan dalam proses pengolahan air SPAM Regional

Durolis, adalah :



{miam Aibean A )
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i Fengganaan Bahan Kimlz | 43 I |
I S Sl ke 10 0t TR 006 0z
| Sude B sl o] o) 0| W 0]
! Hizga Bahan ¥z Per K, ‘
| i st i 610 e 555 815 T3
[ e iy gzl Evig sl 13
! - '
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Catatan :
Indalam harga bahan kima tersebut sudah termasuk
estimasi terhadap inflasi vang dihitung secara bulanan
dengan besaran 0.3% perbulan dan dihitung secara

anuitet

C. Biaya Pemeliharaan

i

SPAM Regional Pekan Kampar
Pemeltharaan sarana dan prasarana teknik sangat
diperlukan dalam rangka mempertahan pelavanan air
bersih kepada para pelanggannva, proveksi beban
pemeliharaan, diperhitungkan dengan nilai inflasi
sebesar 0.3% perbulan dihitung secara anuitet, dengan
rincian sebagai berikut :
Tahun 2024 beban pemeliharaan rata-rata Rp.
94,867 Tahun 2025 beban pemeliharaan rata-rata

Rp.
147,509 Tahun 2026 beban pemeliharaan rata-
rata Rp.
203,877 Tahun 2027 beban pemeliharaan rata-
rata Hp.
211,339 Tahun 2028 beban pemeliharaan rata-
rata p.
219.074



Bebon Pemeliharoan SPAN Peian Kampar

{datar rlbean Ry}

+ . Jumizh

1344360 | 1249.160| 5287540

KETERANGAN | Satumm - Lo
| 5 W8 M5 | s | 20w 0
e Tergrodake | w3 Gace 993120 1244150
| :
Bekan Pemeliharaan | |
SenatPemeihasnpermd | fp | 150 15e0A 1637
gmiahBetan Pemeliharaan | Rp. | 94357 147508 203877

2. SPAM Regional Durolis

Bugs b }
2139 ME07A | RIEREG |

Beban pemeliharaan sarana dan prasarana (eknik SPAM

Regional Durclis pada bulan pertama tahun 2024

diperhitungkan sebesar Rp. 105,-- per m3 air terproduksi, ini
sesual dengan kajian tenaga ahli teknik,

Terhadap beban pemeliharaan diperhitungkan kenaikan

inflasi sebesar 0.30% perbulan dihitung secara anuitet.

berilkut rinciannva.

Bebar Femefihorasn SPAM Durlis

: [devom ribugn Ro.]
AETERANGAN [ Satuan] TAHUN uwlah |

[ . [ 2024 2005 a6 FIE, s |

A Torprodukin | om | oea|  LMAMS|  aS0em|  93L200| 11508480 04RS00

Baban Pemelifaman i

sotoen Pomed. por m3 | B | i 116 1 118,491 T

lurrlah Bchen Pemelinarazn | . 96.6i1|  M65i2|  Grvaun|  1a09529  1418503| 3811047

Beban Tetap

Beban tetap vaitu beban vang besarannya tidak tergantung

pada jumlah air terproduksi maupun air terdistribusi terdiri

dari Beban Pegawai dan Beban Umum dan Administrasi. :

1. SPAM Regional Pekan Kampar

° Beban Pegawai

Beban pegawal yvang diperhitungkan dalam RSB

berdasarkan pada anggaran yang lersedia dalam DPA
dan LRA UPT - FPAM Dinas FUPRFPKFPF Provinsi Riau

tahun anggaran 2023 , dan diperhitungkan adanva

kenaikan gaji/honor sebesar

10% (Berdasarkan

Pergub yang ditetapkan pada tahun berjalan) pada

akhir tahun 2023, berikut rinciannya ;

Tahun 2024 sebesar
Tahun 2025 sebesar
Tahun 2026 sehesar
Tahun 2027 sebesar

Tahun 2028 sebesar

Rop.
Rp.
Ep.
Ep.
K.

360.000.000,--
396.000.000,--
435.600.000.--
479.160.000,--
527.076.000,--



° Beban Umum dan Administrasi
Beban umum dan Administrasi adalah beban
operasional schari-hari diantaranva. beban lintrik
Kantor Pusat, beban perjalanan dinas, beban
pemeliharaan peralatan kantor, beban cetak dan
fotocopy, makan minum dan lainnva. berikut
disajikan rincian beban umum dan administrasi

kurun waktu tahun 2024 s/d 2028:

(i ik A
I Tahin ' 1
KETERARGAN Sakiant B oy e o SUMLAH

| W s Fichi) 222

|

Surrel S dari fRE A | 1350 andn| loTsRC 1 ITROEG L7 S8l
Sumdier Sarz gesi 0T « BAK a a0 spoooe | LOZOOGRT L4S0G00T Lismom 4 SEROSE |
gpET L L = L et B YO e L R )
lemizh | Ry | 1ESDED0. LETIO00! 2034500 2252000 2353500 1036500 |

2. SPAM Regional Durolis
Rincian Beban pegawai  SPAM Regional Durolis

untuk 5 tahun kedepan:

Tahun 2024 sebesar Rp. 516.000.000.--
Tahun 2025 sebesar Fp. 516.000.000.—
Tahun 2026 schesar Ep, 567.600.000,--
Tahun 2027 sehesar Rp. 567.500.000,--

Tahun 2028 schesar Kp. 624.360.000.--



B.3

Proyeksi Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Lavanan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 terdiri dari 4 jenis
vaitu ;

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asct,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. laporan opcrasional (Laba - Rugi) vang berisi informasi jumlah
pendapatan dan biayva BLUD selama salu periode;

. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan
aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/aray
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

d.catatan atas laporan keuangan vang berisi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yvang tertera dalam laporan keuangan.

Sejalan dengan asumsi-asumsi mvestasi dan beban operasional UPT

PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sebagaimana disajikan diatas,

maka provekst keuangan kurun waktu tahun 2024 sd 2028, secara

rinci disajilkkan dibawah ini :

1 SPAM Regional Pekan Kampar
A. Proyek=zi Neraca

Neraca adalah suatu daftar yvang menvajikan asct
(kekavaan), kewajiban dan modal UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau pada suatu saat tertentu,

Kekavaan vang tercantum dalam proveksi neraca adalah
aset lancar dan aset tidak lancar vang sumber dananya
berasal dari APBN dan APRD. sumber dana perclehan aset
tersebut akan tercantum sebagai modal (ekuitas).
sementara kewajiban tidak dapat dihitung, karena dalam
RSB ini keseluruhan biava operasional diasumsikan

dibayar langsung.

Piutang usaha terjadi karena pembeli air curah memakal
air terlebih dahulu dan seielah dibaca meter indulk untuk
mengetahui volume pemakaian air, secara akuntansi
dicatat scbagai plurang dan di asumsikan pembavaran

dilakukan pada bulan berikutnva., berikut disajikan



proyveksi neraca kurun waktu thun 2024 a.d 2028 (Dalam

ribuan rupiahj :

UPT - PAM PROVINS! RIAU

SPAM REGIONAL FEKAN - KAMPAR

PROYEKS! NERACA Leladwin ribuan rupish)
{ e Sat| TAHUN _ ,i

| 2022 | 2025 2026 | 2027 | 028 |

ASET :

Aset lancar

- Kas/ Setara Ras R 211.472 LO78.a14 Z.117.681 3081685 470685374
- Pitang Rz, 145824 HMad ARd 45 4R7 34008 4i4.9:m
- Persediazn Re. = = = -
A lumiah Aset Lanear| Re. 657.208 | 1380901 ] 2,467.663 | 3.431.668 | 5.126.349 |
Aszt Tetap

Pembanguran fir Baku Rp.  Da03.44/ 9,405,447 B.A05.447 L.403.947 9.4 427
Sarana Pendukung Jarmpean Air Baku Rp. 1:136:412 1136413 1.136.412 1136412 1,136.412
Barpunan Panpamblian air baky Rp. Ll.300.061 1.308.061 1.305.081 1.309.06] 1.308.081
Pembangunan Instalasi Transdist Re.  3945G.333 2946333 5046 452 2.94b.534 086333
Pembangunan Rumah Genset Fo. CE BB 5ES ER7.528 BRT.5HE GRY 528
Pekerjaan Mekanikal dan slactrikal Rp.  1.181.475 LigL4ie Ligl42e 1LdElade 1.181.426
Fembanpgunan Rumazh laga dan Kantor R 247 225 287 835 247,828 247826 24T RB26
Pengedaan dan Penas Mipa PE Pekan Rp. 7.335.6H8 7335635 7.335.688 7.335.688 7435688
Fengacaan dan Penss Pipa PE " 447143 SAL7 4% bo2a. 144 544/, 142 44,143
Fengadaan Konatruksl I3vngan figasi . LG i Ll g s oo YL 9.tk LB
Bengacoan Konlruks: Finly Adr B 45,910 40500 49310 43.810 435180
Pengacean Kontruks: /Pembelian Gadung Rp. 92,735 48735 92,735 98,738 Q8. 736
Famhanpuran Gapury B 500,000 L5000 £ 2U000 .50, 000 2. 500,004
Penyambungar Daya 1003 KVA Rp.  .000.000 L.ogn.gan 1.006.000 1.000.002 1.0C0.000
Pembangunan Pipa 10U dar (fitake fip.  2.500.000 500000 7 500000 PR AR & BOL000
Penaadasn Komputer/PC kp. 47832 45032 4/.b32 44.bad 47bad
PFemoengunan Pipa 104U dan Offtake Rpe 1h721.8%9 15.721.888 1572159% 157214989 15721989
Feralatan Pertukangan Rp. 70838 10.838 T0.23¢ 70838 FRER-E L
Fembelian Gensat Rp. 36T 154 573 394623 584.673 394.623
Pengatzan Konstruksl laringan air barsik/ Rp. a4, 108 AN.108 A4.108 a4.108 84.108
Pengacaan Konstruks /Pembelinn Gedury Bp, 45, 544 £ ba4 49,5448 At hds At md
Pembanpunan Plpa LU dan Offrake Bp. 207257860 10725786 10725786 10725985 I0.72R.7BE
Pembargunan Pipe JOU dan Offtdxe fp. I0000.010 I000O0I00  ZG0000Ic 10000010 10000010
Pombangunan Fipa 100 dan Offtaks Bp TR 0460 | FanEn 1 MRG0 1A ROLO0G L FaL006
Pembangunan Pipa 10U dan Offtake Ep. L8B1.000 1.851.000 1.861.000 1861 D00 | BB 0

sumiah Aset Tetap| Rp.| 77.658.822 | 77.656.822 | 77.658.822 | 77.658.822 | 77658822 |

PenyLsutan Aet Tetap Rp. (5.054.969) [10.109.937] (15.164.908) (J0.219.8/4) (24274 43}
Nil2i Buku Aset Tetap| Rp. | 72.603.853 | B7.54R.885 | £2.493.916 | 57.438.548 | 52.383.979

Jumlah Aset Seluruhnyal kp. | 73.261.152 | 62.389.786 | 64.961.579 | 60.870.615 | 57.510.328

Kewajiban dan Equily ;

Fewaiiban Rp. . . - -

i Jurnlah Kewaj'thﬂmi fa. - | ,[ -J_ -] -

Equity :

Maodai Rp. 77658272 77652823 776588217 77.65R.B22  7/.658.822

Surplus (Defisit) :

Takunini Rp. (239767 (237L886)  {3.928.208) (4000964 (3.360.087)

sfd Tahun Latu i - (4.387.670] [B7GB.036) {12.697.243) (16.788.207)

</d Tahun inl rp.l (23975700 (8.769.03p)| (12.697.243) (16.788.207)| (20.148.494)

Jurmlah Equity Ro.| 73261152 | G8.889.786 | 64.961.579 | &0.870.615 | 57.510.32%

Jumlah Kewajiban dan Equity Rp.| 73.261.152 | 68.889.786 | GA4.961.579 | 60.870.615 | 57.510.328

B. Proyeksi Laporan Operasional (Laba - Rugi}

Proveksi Laporan Operasional (Laba - Rugil. adalah suatu

datar vang menyajikan seluruh pendapatan dan beban

operasional UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau kurun



waktu tahun 2024 s/d 2028.

Pendapatan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berasal

dart 2 sumber yaitu :

e Flasil jasa lavanan air curah kepada PDAM — PDAM selaku
pelanggan, pendapatan dipereleh dari perkalian volume air
terjual dengan tarit vang diberlakukan,

e Subsidi yang berasal dari APBD Provinsi Riau, subsidi
tersebut diperlukan untuk menutup kekurangan likuiditas
unituk kesinambungan pelavanan air minum kepada PDAM-
PDAM.

Subsidi APBD bukan untuk menutup kerugian vang diderita

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau tetapi untuk

membantu menutup kekurangan likwiditas UPT - PAM.

Berikut disajikan proveksi Laporan Operasional [Laba Rugi)

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau periode tahun 2024

sd. 2028 :



UPT - PAM PROVINSI RIAL
SPAM REGIONAL PEKAN - KAMPAR

PROYEXS! OPERASIONAL |Laba/ Rugi} (dalam b neh)

TAHUN |
_ s T 20m [ 0% 2026 2027 0 | ™ |
Pendapatan
Pendapatan Penjualan Air
PDAM Kampa: Ap. 6099568 1259536 1A7S9IS 1679915 2015898 7335627
- PDAM Pekanbary Rp. 1049387  1E89504 2515872 2519871 3023846 11003.441
; lumiah Pendapatan air| Rp.| 1748.511| 3.145.8¢0| 4199786 | 4.499786| 5.039.744 [ 13.339.068 |
Pendapatan Lsinnya :
- Subsidi APSD Rp.  1.379.500 77000 1074500 1472000 1273500 SATAESOD
! Jumlah Pendapatan air| Rp.| 3.129.411| 4126840 [ 5274286 5371785 | £.313.244| 24215568 |
Beban Operasional
Beban Erer (PLN) Rp. 474336 727545 1018.335 1056634 L0e5368 4383325
Eahar K 2
Alussinium Suifat Rp. 75,854 118.007 163.102 169.071 175.253 701333
Soda mp. 51535 7R671 108734 112714 116,233 857 555
Kagar Rp. 8 38505 122326 125,803 131424 525.000
Beban Pemeliharaan Ry B4 86T 147.504 HETT 211,335 219,074 276.606
Bebsh Pegawei p.  3BU.000 195 000 435 600 473,160 527076 215783
Belanjz Barang dan Jasa [APBDI Rp. 879500 077000 1074500 1IIZ00 T2 LAZL5H
Belanja Barang dan jasa (UPTD) R, 480.000 SODOCU 1020000 LOS0000  LOBO.0DD  4.360.000
Penyusutan dsel Teiap fip.  5.054.5R9 50548 965 054968 5054969 054568 25774243
umizh Beban Operasianal Ap.| 7.527.081] 2498206 9202493 9452750| 9.673.531] 44.364.061)
| Surplus (Defisit) : _
{ Tahurint Rp.| (4.397.670) (4.371.386) (3.928.208) (4.090.964) (3.360.287) (20.143.454)
| 5/d Tanwun Laly fp. | (4.397.670)] (8.769.036)] (12.697.243)| (16.788.207) -
| s/d Tahun ini Rp.| [4.397.670)] (8.768.030)| (12.697.243)] (16.788.207)] [20.148.494) (20,143.434)
C. Proyeksi Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah suatu daftar vang menvajikan

penerimaan dan pengcluaran uang secara cash (tunai) dalam
pengelolaan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau kurun
waktu tahun 2024 s.d 2028.

Terdapat perbedaan anfara laporan Operasional {Laba-Rugi)
dengan laporan arus vang disebabkan oleh hal-hal sebagai
herikur:

« Dalam laporan operasional {laba - rugi) disajikan
pendapatan vang merupakan perkalian veolume air terjual
dengan tarif, sementara di dalam laporan arus kas
tercantum penerimaan uang dari piutang, artinva tidak

semua pendapatan adalah penerimaan uang, sebagian



masih belum dibavar oleh pelanggan tercatat sebagai

piutang.



» Dalam laporan operasional {Laba - rugi], disajikan biayva/
beban operasional termasuk didalamnva penvusutan asct
tetap sementara di dalam laporan arus kas penvusutan
tidak tercatal karena bukan merupakan pengeluaran
Lang.

Berikut disajikan laporan arus kas kurun waktu tahun 2024 s.d 2028 :

UPT - PAM PROVINSI RIAY
SPAM REGIONAL PEKAN - KAMPAR

PROYEKSI ARUS KAS (dalam nbuzn rapiah)

i ] i i

| URAIAN { Sat e, — t Jumiah
1w 05 | 02 | 007 | 208 |

L

Penerimaan Kas
Penerimaan Penjualan Alr
POAM Kampar Ao, B4L A3 L2327 16440916 LGY8S1S 1987858 7157636
- POAM Pekanbaru Rp. 862451 LR1§307 2467375 1519.872 2ORLB4R 10751453
Jumian Penerimaan Piutang Air Rp.i 1600085 | 3033179 4112291 | 4199786 4.969.747 | 17919089

Penerimaan dari APED

- Dana Investasi Re - - . :
- Subsidi modal kerja Rp.  500.000 - - - 51000
- Subsidi Beban Umum dan Administre Rp.  873.300 97000 109AR00 L1000 1273E00 537850
jumiah Penerimaan Subsici APBD Rp.| 1373300[ 977000 1076500] 172000 1273500] 5876500
jumiah Penerimaan Kas Rp.| 2.983585 | 4.010.179 5186791 | 5371786 $.243.247 | 23795589

Pengeluaran Kas

Gieban Lrergl (PLN) Rp. 474338 732.545 1018385 1056604 CLO95369 438331
Bahan Kimia .

Aluminium Sulfat Rp. 75,834 113007 |03.102 1689.071 175.259 TO1.333
Soda Rp. 50599 78.8T 108,734 112714 1168349 457,555
kaport Rp. 55.520 22503 172328 178,803 131044 526000
deban Pemeliharaan Ro. 94.367 147509 PIES ) 211335 218.074 876.666
_Deban Pepawai Ro. 360.000 336.0900 435800 475160 507016 2157836

| Sub Tota*FenyeJuamn Gpemsmna! L Rp. | 1.112.613 | 1566237 2.053.024 | 2155782 | 2265062 9.152.719 i
Betan Umum dan Administrasi
- Belanja larang dan jasa [APED! R, 87%.500 §7000 1074500 LIT000 L273.500  G37ESH0
- Belanja 83rang £an jas2 {URTD] R 480000 00000 1030000 LOBO.ODG  1DRGO00 4560000
| Sub Total Pengeluaron Umum & AdmiRp.| 1339500 | 1.877.000 | 2094500 2252000 2353500 9936500

I'cum!ah Pengeluaran Xas Rp. 2470313 3443.237 | 4347524 ! 4,407.782 | 4618562, 19.039.718 |
Kas surplus {Defisit) : | _ _
Tahun ini Rp.| 511472 566542 1039367 964005 | 1624685 4706371
($/0 Tahyn Laly Rp. | -| 511472 1078414| 2117681 | 2.081.685

'5/D Tahun ini Rp: 511472 | 1078414 21176811 3.0BLGSS| 4706371 4706378




SPAM Regional DUROLIS

Proveksi lapoarn keuangan SPAM Regional DUROLIS, kurun waktu
tahun 2024 s/d 2028, disajikan dalam tabet berikut:

A. Proveksi Neraca

UPT PAR PROVINSI RIAU

SPAM REGIONAL DUROLIS
PROYEKSI NERACA (dalam rihuan rapeah)
URAIAN Sat TAHUN
‘ 2024 2025 | 2026 2027 [ 2078
ASET :
Aset lancar
- Kasf Setara ¥as Ro 108 2 E 162,953 2.092 369 6.552.120 12666118
- Piutang Rz 198,374 198 522 1,385,143 2.230.997 2,783,776
- Farsediaan R - - : -
\n? jumlah Aset Lancar| Rp. | 508.272 | 592.515 3.477.512 8.783.117 [ 15449884 |
SEL Tetap
Uit Air Baky Ao, 39408718 39406218 39406718 39406718 35406 7iR
Lniz Produksi Ro. 79500000  79.900.000 75900000 79.900.000 79,000,001
Linit 10U Roni Rz 58134626 56134626 SE134826 56134526 58,138 828
Unie 104 Simpang Batang Ro. 212465883 212485883  J12.4G5.883 212465883 717 455.HR1
Unit DU Duma fin.  AS.678851  RGAPEE5Y BRE294953 85629953 85679953
Unit iDL Bengkalis fp. 88118.13% 88118139 88118139  BRIIRIIS  BAIIR 138
Jumlah Aset Tetapf Ftp.l 561.654.B18 | 551.654.818 | 561.654.8318 I 561.654.818 561.5541_.3_3.%_
Parnyusutan Asel Tetan Ap. (SR.R34.435) (117668 870) (176503.305) (235.337.740) (294.172.173]
__ Niloi Buku Aset Tetap| Rp. | 502.820.383 | 443.985.948 | 385.151.514 | 326.317.073 | 267.482.644
jumlah Aset Seluruhnya| Rp.| 503.428.655 | 444.578.463 358.629.026 | 335.100.155 | 282932538
Kewajiban dan Eguily o
Kewajiban R - 2 4 =
| Jumlah Kewajiban| Bp. | = - ] - I - -
Equity :
Modal Rp: S81E54818 561554818 551654818 561654818 581554818
Surplus (Defisit]
Tahun ini Rp, (38.226.163) (588501920  (55.949437) (53.528.831) (52.167.658)
s/d Tahun Lalu Ap. (58226.163) [117.076.355) (173.025.792) (226.554.623)
=/d Tahun ini Rp.| (58.226.163)] (117.076.355)] (173.025.792) (226.554.623)] (278.722.781)
Jumlzh Equity Rp.| 503.428.655 | 444.578.463 | 388.629.026 | 335.100.195 | 2B2.932.538
Jumlah Kewajibar dan Equity Rp.| 503.428.655 | 444.578.063 | 388.629.026 | 335.100.195 | 282.932.538




B. Proyeksi Laporan Operasional

UPT PAN PROVINSI RIAU
SPAM REGIONAL DURCLIS
PHOYEKSHOPERASIONAL {Laba/ Rugi] {idalam st fupah
URALAN | 5at | TAHUN } | Jumizh
L | "2 | s | s | do; | 201 |
Fenﬁ'agatan .
Pandapatan Peajusian Air
- PDAM Bengkalis Ro. 572.013 706,664 4599314 9308530 13040590 ZESIALLL
- PDAN Koz Dimai Ro 454842 55 59 ARA2308 9204509 12EA2ABE  2R.4721%7
- LT Rrshit RE, ppd2edl 2.189 54 77280201 B OEs u2s AR AT] Phidnasa
| jumiah Pendapatanair| ig.| 2380483 | 3594299 | 16.621713| 26771865 33405307 | 82773732
Perviapatan Lafnmya:
- Stifssicf APBD R 1835000 1289sH . . 3,884,500
[ Jurmlah Pendapaten i Rp.|  4.075483 | 5583759 | 16621719 | 26771965 | 33.405.307 | 86658231 |
Beban Dperasional
Betan Enprgl [PLN g 711504 1475088 4841074 7525200 101ILTRE 25086048
Birhos it
Al Sulfat FE, 341,522 TORDAS FELIYE 3,808,100 4865440 12041303
oda o, 303575 628311 165858 33EiaAn 4373058 10703380
Beban Pemeliharazn i 00,611 206317 oy rBal 1508526 L.418.503 3.512,047
Began Puggvial R 515.000 516,004 SAT RGN Sad b0 524,380 2.78L 060
Betanja Barangan asa (APRDE R 130500 L 428500 1584000 1R 78A00 L777.000 7524000
Betenis Barang der lase (UPTD) RR AGE0 575,000 1675009 ERAA ] 1800000 8.150.090
Penyusutan Aset Tetep Ap. 58834433 AER3A435  SBEI443% SREMAM435  SRB3QMIT 294073174
Jumlzh Beban Operasional _"l Rp.| B2501G4G 1 4433451 | 72571056 80300795 | AE.57L065 | 365.380.512 l
Surplus [Defisit | |
Tahun i Re.| [58728163) (58850162} (55.949.437)] {53.528.831) [S2.167.658) [27.721.281)
sd Tahur Laly Rp. (52.226.163)| {117.076.355)] (173.025.7921 (225.554.623) |
5/d Tahun ini Rp.| (58.226.163)| [117.075.355]| (173.025.792)] (226.534.623) (278.722.281)) (278.722.281)]




A. Proyeksi Arus Kas

UPT PAM PROVINSI RIAU
SPAM REGIDNAL DURCLE .
PROYEKS! ARUS KAS A dalanibuan ropzi)
[ B | TAHUN
AL T m 035 | 202 2027 | 2008 | IRAnE |
Penerimaan Kas;
Penerimaan Penjuatzn Ar
- PDAK Benghalis R G16 529 03885 4366553 5.006.828 12737085 27431385
- POAM Kot Dumai 2. GOe 4484 BR300 43136:9 8297659 12582583 2708560
= UPTD Rehil Rp- 953.730 2.083.931 2.450.88% 2021523 TR ERD . 25,450,850
[ Jumiah Penerimaan Piutang Alr Rp.| 2182100 |  3.403.111| 15536007 | 25926111 32852528 | 79.980.856 |
Penarimaan darl APBD :
~DaRs yegtan] Ep. . - - : >
- Bubisidt modal kerfa i eI 500.500 = LE0Da00
- Suhiidi Baban Limum dan fom g 1395000 1 ARG B : = 2 584500
ymiah Pensrimaan Subsi;:l-i"APHrD Hp,l 1EGR.000 0 1988500 I ,.'.l & | z.RRas00
| Jemish Penerimaan Kas|Rp..  4077.109  5.A482.611 | 15536087 | 35.926.111 | 32852.528 | BI.ETA456
Peppelusdran as
Beban Energ (PUR B, 7115040  LA7SORG  484TO7¥  7MZSZUS  10132.16R 25086048
Bakan Kimig
flamirnums Sulfat Ry 4.5 708 Qs 2974 154 A R04.100 4EE3440 12041308
Snda . 303575 20371  20R59%4  RIRIAIZ 4333058 10703380
Reban Pamatiharaan Rp. G211 Wh 512 ATTENL 1 WRARIS 1ATH503 351047
Beban Paasws R SL6.00 Bie.000 SETEH0  SBIGNN 623360 2 THLEEC
| Sub Total Pengeluoran OperosilRp. | 1872211 3533016 | 10477720 16787.860 21361530 54.134.338
Sebarn U dan-Adminisiras
- Bolanjs Barang dan Jés2 1APE Rp. 1385000 1.48% 500 1584000 LATRE00 LTT000 T.025.000
- Belanja Barang dan lass [UPT Rp. 00000 SIS000  LEISOO0 3000000 3800.000 9130000
Sub Total Pengeluoran Umum Rp. | 1.695.000 | 2,064,500 ' 2,258,000 | 4673500  5377.000 | 17.074.000
Jumiah Pengeluarankas  (Rp.| 36672311 5599516 | 13736721 | 21466360 |  26.738.530 | 71,208,338 |
Kas surplus {Defisit] ; _
Tahun ini Rp.| 409898 | {16505} 1799376 4.459751| 6113989 12666118
|S/D Tahun Lalu Rp| - 405898 292993 |  2.08236% 6352120 .
'/D Tzhen ini 'Rp.|  09.398| 202993 2092369 | 6552420 12666118 | 12.665.118




3.2. Kompilasi Proyeksi Laporan Keuangan

Sroveksi atas laporan keuangan SPAM Regional Pekan-Kampar dan SPAM

Regional DUROLIS, bilamana dikompilasi, akan tergambar schagai

berikut ;

a. Laporan Neraca (Kompilasi)

UPT - PaM DINAS PEXERIAAN UMLING DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI RlAU

{dlm ribuan Rp.)

HOMPILAS| PROYEKS| NERACA {PLKAN - KANIFAR & DURDLIS)

. | TAHUN
URAIAN | ™ 204 | 2025 | 20% 2027 2028
ASET :
Asel langar
- Kas{ Setara Kas Ap. 921371 1.3TLA0T £ 710,050 9.633.805 15.002.584
- Pautang Rp. 344, 195 302008 1735125 2380972 46734679
- Persediaan Rp. . - = -
[ Jumioh Asctiancor| Rp. | 1.265.570] 1933415 5945375 | 12.214.784 20,576.243 |
Azet Tetan
hsat Tetap Duralis) Rp.  GE1E54818  SALGTARIS  SSLASAMIS  SHLGS4418 561652818
fisat Tatan (Pekan-Kampar] Ro.  TRESER27  TRASARI?  TTASAMII TTASEEL 77.658.822
Jumlah Aset Telop | Rp. | 539.313.660 | 639.313.640| 639313.640] 639.013.690|  639,313.640 |
Penyusutan Asel Telap N
Panjust, fser Tetap (Durglis) R 35 1117 RARETD) (ITEE03.305)  (285.337.740) (204,172,174)
Penyust, Aset Tetap (Pekan-Kampar] R (G054963)  (10.309.997)  |15.364908)  [20219.574) {25.274.243!
[ jumiah Penyust.Aset Tetap| Rp. | (6R.585.403) (127.778.507)] (191.668.210)] (255.557.614)]  [313.447.017)
Nilal Buku Aset Tetap | Rp. | 575424237 | 511534833 | 447645430 | 3B3.756.0716 319.556.623
Jumlah Aset Selurvhnya| Rp. | 576.688.807 | 513.468.249 | 453.580.605 | 395.970.811 340.442 366
Eewajiban dan Equity
Rewaiiien Rp.
[ .l'ur.*?r'uh.‘i'em,".‘barr! Ap. ! i . ;E___ :
Eguity !

Miodal {Durolis) Rp. 361684818  S616S4.818  GELESARIR  SRIAS4EM SR1A5AA15
Wodal {Pekan-Kampar) Rp. 11558622 71 BhEbLl 17658842 TTBhEELL T1.858.821
| Jumlah Modal [ Rp. | 639.313640] 639.312640] 639313540 629313640  639.313.640 |

Surplus (Defisit) :

Bulanini Rp.  [A2.623.833)  (p3.221558) [(G9.877.643) [57.519.795) (55.527.545]
sfd Bulan Latu R, [62.623.233) (125845397 (185.723.035) (243,342 835]
s/d Bulan ini Rp. | (62.623.833)] (125.815.392)] (185.723.035)| (243.342.829) (298.870.773)
furniah Equity Rp. | 575.689.807 | 513968249 453.590.605| 395.970.811 340.442.856
lumiah Kewajiban dan Equity Rp. | 576689807 513468249 | 453.590.605| 395970811 3430.442.856




b. Laporan Operasional (Kompilasi)

LIET - PARE DINAS FERERZAAN UiLING DAK FERATAAN RUARG

PROVINGE RiaU
KOMPHLAS PROYENS] LAPORAN DPERASIONAL - fellin ribuna Ra.f
URAIAN Sat : TAHUN bR
RRHAMED #RANME? BMABEY | SMAMET | SNAME?
Pendapatan
Pangdanatan Penjusian A (Durals)
- ROANKE Rempxalin fip AI3013 a3t 4330 2398550 1950590 IRGEIN
POANM Kaes Tuma g, B 345 Rt 4.642.303 BIR4,E00 LLEETRRE  ERIAELHY
- T R Rpo  I0AZeM DRSO TXEOND BOSRSIS  MARISAL  MGDARAA
' 5itb Tatal Durnlis (R | zZimess|  dsodsso| 166 | 26771965 | 3340507 aamain
Hendapatan Ponjuaian Alr (Pekan-Hampar) .
- PDAA %ak Kampar Rmi o28.564 T#na 93k b T LaTesih HiniEsh T335637
- i s =ik R i e fires
Beban_ﬂ;erasinnai
Bepan Erergi Durnby) e, e 1475088 fEITaTe eI R [R137 566 F5AAG34
Reban Cre) (Pekan-Kamyar M ATAN  7ansds L0938 10eeM L0538 43NS
_ _umih Bebon Frergy| Rp. | 1185833 2212634|  SEALSd|  BASLHZ|  1LA7SET 20868377
Bahan Kirnia &
dpban Kiavs Duroiiz| AR basny 1337414 235 381 Ll sad 91854000 33744533
‘Bazan ¥iria {'ekan-Kampar) R 163410 R dyslel doEnEe di35d3.  LEASERY
i Jumioh Bebun Kimio| Ap. | &2m30s| 122598 areass|  pasani|  4GIOMZ| 24436571
‘Bahan Pemeliharaan :
Bepgn Pemetharaan (Durmdls] Ag: HB11 205.k12 &T7ETL LuE 1485035 1510047
Beban Periefiharaan (PekanRamparl  8p  BAg6? 17808 0T i1 O BHGGGR
*Sub Total Beban Pemeioraan Ro. | 1seaye  mamn| e TSR] LeWST|  AMETE
Bahan Pagiwai : '
Beban Fegawal | Do) Ap Lig,000 S16.00 SE7E 567500 G4, 360 LG L5
Buhap Peggva |Fekan-Kampar) fip: 3B000C 358 000 433500 475500 EJ.__-" fi7a: _-‘_"l_":'i?-.'_?ﬁ_'
 Sub Toto| Beban Pegawal Rp. | 876.000 SIZ000, 1008200  16@660| 1151436 486939
Behan Usiem dan Administrast | (AF8D] '
Helanis Narang S dase [Darsi) #l T 05000 1,459 500 L BRd 0d ER TR TFFnana F Al
Selans Surang B Josa (Pekan Rampar| A B 300 GRS LI 173500, Sreal
| 5uth Tatal Umum & Adminis | Rp. | 2204500 2886500  2658.300] 2850500 3050500 13,500,500
Beban Umum dan Adwinisteasi | {UPTD)
Balzniz Barany & Jasa [Dumlis) i 00000 TG00 1.675.000 J000.00 3.EI0000 TARGO00
| Biange Barany B duse (Bekae Sampa] Rp.. agiuoy uogagd Lm0 L U000 IR -~ AL
| Sub Toeol Umum & Adminis | Ra. 780600 1475060 | 2895000  ausu.o0u AEEO.000 | 33710000
Babhan PRRVUSIT. ASeS Tethp '
PRnyust At Tarap (Sarmiie Rp,  S9SR4dER  BEREIAIST  TERROANS SEEmea BEASAAAS 19417017
Peniynst Acer Terapibelar Kampar) R, B4R ’nﬂ'—'.ni_‘ﬁ;ﬁ__ﬁ_ BOAL Sag 50050685 E Y54, 965 PR AL
: —



Laporan Arus Kas (Kompilasi}

LPT - PR DINAS PEEERIAAN UMURM DAN FENATAAN RUANG

PROVIRGSE REAL

{dlm ribuon 8.}

KOMAPLASE PROYEXSE ARUS KAS
LRAIAN

2024

2028

: Jumlah

Pencrimaan Kas :

Penesimaan Penjualan Ber {Duerabe)
- POAM Bergedl
- POARA Yok Dunia
= UFTD Ronll

Rt T

17.737 085
13 R AR
1332 BEG

¢3158.550

T5up Total Daralis |

15.536.057 |

a5 506,111 |

32852508

| 79.986.956 |

Penarimaan Penjualan Air [Pekan-Kampar)
- FOEA Koz, Kamaar
PONM Rota Peianbay

L1k

| fd4.5th

1487373

16734515

2E19.ET2

T 200 O30
ek

ST e
29049

.53 70.606

2884, i'.ln

Suts Tate! Pekon - kamper

1604085 |

3033479

4112241

4,169,755 |

J3.499.522

i 1&:49 g4

Jumlak Penerimaan Piutang Air

3.796.194 |

LB

19.0438 388

30,125,557 |

35.352.350 |

Pererimaan dari APED .
funsidl moes
slbslg

Subisidi Do dan A rbin (Dierati)

6 Do)

mofal ke [Pekan-Fampan

S et dan Admin{Pekan kamaar]

Jurnlak Penerimaan Subsidi APED |

LR

Lida sl

117,000

BE.435.120

1074500

1.172.000 |

Jumlak Penerimaan Kas!

H.722882

31,207,097 |

Pengﬂcuarznm
Geban Trerpi (Buratis)
Behan Fresgl (Peear-Kamnar)

711504

474330

Junru;-h Beban Energy |

.|

1185835 |

1.475.052

5
2.212.634 |

4542070
1019385

F.azs. 202
10150 654

10:132 168
453 168

225800 ME

43837338

 ng6ides

5.982.903 |

3
10227537 | 29.459.377 |

Rahan Kimia
ekian Kl (Dues s

Jaban wlmls (Paiar-Kampar)

| fttmich Beban Kimia |

Rp. |_

GA5087
183410

816,506 |

1337414

285,184

1622598 |

Banhan Pemeliharaan

Behan Famelharaan {Diorolisy

n. ¥ H in
Splean Farmeliharaa {Paian-Eainaar|

A
54 887

&35015]

304,152

4.784.354 |

TIRRANE

£ 683

15945

! 21#51:?!!

1AL E

Pk Rl

d554040
AT5 hif

| Sut Tatel Bebar Pemelihorann |

198,478 |

354021 |

1320858

1.637.57F

EEEE

Bahan Pepanat

Aok s B ey
Bebarn Pogaws

Betier Pegawd: (Mesdn-Ramipar

516000

FLiny

§16.000
3.4

-
43000

LR
505

201 5l

2 00% 43N Rk

| Sub Total Bebon Pegawal

Beban Umum gen Administrasi {APEE}
delanja Barzrp & lasa {Duroliy)

3 Sararg K lasa [Paxan famoys

275.000 |

912,000 |

LO03.200 |

1046750 |

1151435 4.989.356 |

[ 3550050

fid
RS 500

1.449.500

B LA

LiatE.5(H]
17500

| GraANN

P
A 353000

| 5ub Total Umum & Agminis

2.274.500 |

2.856.500 |

Lrirpbe ] 1ze2rooe

Baban Umum gen Aministras rd"T«‘JI

Hararg & lasa (0o uhis;

Belarir Barang & Jos tPekan Kamgar|

30,000
450,000

Sub Tui‘mf Umum & Adminis

780.000

13710000

lsrlah Pengelitaren Kas

5139323

Aa.024.057

Kt surplus [Defisit} :

Eulan Beraian

921.371

450.038

6.264.758

15.502.564

5/0 Bulan Lalu

911.371

9.633.803

50 Bulan ini

821371

1.371.407

15.902.564

15.802.564 |




3.3.

Analisa Atas Proyeksi Laporan Keuangan

A. Tujuan analisa keuangan

Terdapat beberapa tujuan dalam melakukan analisis laporan

keuangan, antara lain :

£

]

Melalui perhitungan rasio keuangan diharapkan agar informasi
vang terkandung di dalam laporan keuangan lebih mudah dibaca
dan ditafsirkan

Memudahkan untuk mengetahui posisi perusahaan di tengah
industri lain

Sebagai alat dalam pengambilan keputusan dan model prediksi,
Mengukur standar perusahaan.

Memudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain,
atau melihat perkembangan perusabaan secara penocdik.

Lebih memudahkan perusahaan dalam melakukan prediksi di

masa vang akan datang.

B. Jenis-Jenis Analisa Keuangan

Rasio-Rasio Neraca

Adalah rasio-rasio vg disusun dari data yg berasal dari neraca
misalnya; current ratio, Acid test-ratio, , current assets to total
assets ratio, current lialibilities to total assetrs ratio dan lain
sebagainya.

Rasio Statemen Rugi-Laba

Rasio-rasio vang disusun berdasarkan income statements,
misalnya gross profit margin. net operating margin, operating
ratio, dan lain sebagainyva.

Hasio-Rasio Antar Statemen Keuangan

Adalah rasio keuangan vang disusun berdasarkan Neraca dan
data lainnya vg berasal dari income statement, misalnyva assets
turnover, inventory turnover, receivables turnover dan

sebagainyva.

C. Analisa proyeksi Keuangan

Tidak seluruh analisa laporan keuangan dapat disajikan dalam

proveksi Keuangan UPT PAM mengingat keterbatasan pos-pos vang

tercantum dalam proveks: Neraca, Proveksi Laporan Operasional dan

Proyeksi Laporan Arus Kas, oleh karena it analisa keuangan yvang

dapar disajikan adalah sebagai berikurt
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6.4 Catatan Tambahan Atas Proyecksi Laporan Keuangan

A. Proyeksi Laporan Neraca
- Dalam proyeksi neraca nampak bahwa nilai aset UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2024 s.d
2028, terus mengalami penurunan, yang disecbabkan oleh
kerugian vang dialami dalam mengelola pclayanan air minum
kepada PDAM-PDAM Pelanggan, secara rinci penurunan aset

tergambar dalam penurunan nilai modal, yaitu :

Tahun | Satuan Nilai Aset ‘%:::;g:‘
2024 Rp. 585.130.211 (54.183.430)
2025 Rp. 526.789.849 {58.340.362)
2026 Rp. 466.636.119 (60.153.729)
2027 Ep. 404,189 880 (62.446.240)
2028 Rp. 339.643.665 (64.546.215)

B. Proyeksi Laporan Operasional
- Proyeksi Laporan Operasional (Laba — Rugi) menunjukkan bahwa
selama  kurun waktu tahun 2024 s.d 2028 UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau akan mengalami kerugian secara
akumulasi sebesar Rp. (291,076.881), yang disebabkan oleh

tekanan beban penyusutan aset tetap dengan rincian sebagai

berikut ;
{dalam ribuan Rp.)
Tahun | Satua | Akumulasi] o . o cutan Laba (Rugl)
- Kerugian tanpa
2024 Rp. (54.183.430)| (63.889.403)] 9.705.974
2025 Rp. (58.340.362) (63.889.403) 5.549.041

2026 Rp. (60.153.729)| (63.889.403)| 3.735.674
2027 Rp. (62.446.240)| (63.889.403)| 1.443.164
2028 Rp. (64.546.215)| (63.889.403) (656.812)

Jumlah Rp. |(299.669.976| (319.447.017)| 19.777.042
)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kerugian yang diderita
cenderung disebabkan oleh adannya tekanan beban

penyusutan aset tetap, bilamana di



dalam beban operasional tidak diperhitungkan penyusutan
maka UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan mengalami
keuntungan sebesar Rp. 19.777..042,--

C. Proyeksi Laporan Arus Kas
Proyeksi Laporan Arus Kas menunjukkan bahwa selama kurun
waktu tahun 2024
s.d 2028 UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau memiliki
likwiditas yang cukup baik, hal ini nampak dari adanya saldo kas
(uang tunai) yang menunjukkan posisi plus, karena adanya subsidi
dari APBD Provinsi Riau untuk menutup schagian biaya
operasional UPT UPT BLUD PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau,
dengan rincian sebagai berikut :
{dalam ribuan Rp.)
Arns Kas Masuk
Tabun | Satuan|  subsidi APED I Sumiah arus | Unahenis | saido Kas
! Jasa Layanan Kas Kelnar
Modal | Beban Oprs Kas Masuk
Kerja
2024 Rp. | 2.300.000 20BG500] 26904836 | 31.294.336 | 24.034.236 | 7.260.080
2025 Rp. | 500000 853,500 | 30.012.208 | 31395708 | 2590801 | 5.488.907 |
2026 Rp. | 500.000 G7R000 | 30.733.821 332.211.821 98,536,281 | 3.675.54)
2027 Rp. | 500000 1.072.500 | 30.793.955 | 32366455 | 30.923.292 | 1.443.164
2028 Rp. - L167.000| 30793955 | 31960955 | 32617767 | [656.512)
Jumlah Rp. |3.800.000] 6.190.500 | 149.288.775 | 159.229.275 | 142.018.397] 17.210.879

Pj. GURERNWR RIAU,

S. FIEARIYANTO



LAMPIRAN [II PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA, RENCANA
STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR MINUM

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum vang melandasi Penyusunan SPM ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum

el

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal

o

Peraturan Pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan

Air Minum

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Lavanan Umum Daerah

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 lentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492 /MENKES/PER/IV/2010 tentang

Persyaratan Kualitas Air Minum.

Standar Pclayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar vang merupakan urusan

wa]ib daerah vang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
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Pemcrintah sebagai pelaksana kebijakan publik telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah nomor 23 tahun 2005 (entang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, memberikan peluang bagi Satuan Kerja
Pemerintah Daerah/ Unit Kerja (SKPD/UPT), yang memberikan layanan umum
pada masyarakat, untuk lebih leluasa menentukan keputusan-keputusan
strategis dan operasionalnya schingga dapat melepaskan diri dari sekat
birokrasi yang kadang justru menghambat pencapaian visi dan misi SKPD/UPT
rersebut.

Standar Pelavanan Minimal (SPM) merupakan konsep misi yang diberikan
oleh sualu organisasi/lembaga yang menyelenggarkan pelayanan jasa kepada
pelanggan /Offtaker. Pemberian ini merupakan kualitas minimal yvang diterima
oleh pelanggan/Offtaker saat menikmal jasa yang diberikan, dengan tujuan
dapat memberikan kepuasan pelanggan/Offtaker atas pelayanan jasa.
Pelayanan vang diberikan tidak membedakan keluarga, pangkal, suku,
golongan, bangsa, agama dan tanpa memandang status ckonomi dari
masyarakal pelanggan/Offtaker tersebut.

Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan

minimal menyatakan bahwa SPM ditctapkan dan diterapkan berdasarkan
prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, Keterjangkauan,
Kesinambungan, Keterukuran dan Ketepatan Sasaran.
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Riau (UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau) sebagai salah satu pelayan air
curah pada provinsi Riau diharapkan dapat menjadi organisasi Pemerintah
Provinsi Riau yang profesional dan bertanggungjawab, serta dapat mendukung
program dan target pemerintah provinsi Riau dalam pelayanan air minum.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alal Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar

kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyvelenggaraan urusan wajib.

PEREYARATAN

Dalam harus memenuhi persyaratan di Standar Pelayanan Minimal harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.Fokus pada jenis pelayanan.

Fokus pada jenis pelayanan scbagaimana dimaksud mengutamakan kegiatan
pelayvanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD UPT
PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan

Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riaw



2. Terukur.
Terukur dimaksud merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai
sesuai dengan standar yvang telah diletapkan.

3.Dapat dicapai.
Dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

4 Relevan dan dapat diandalkan.
Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan
yvang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang rugas pokok dan
fungsi BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau.

5.Tepat waktu.
Tepal waktu merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya
untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD UPT PAM Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Provinsi Riau.

Untuk itu perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
vang meliputi aspek pelayanan dan operasional yang berkaitan langsung
dengan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan sistem perpipaan
melalui pemerintah kabupaten dan/atau kota agar mendapatkan pelayanan
air minum vang memenuhi kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dinantikan akan mengikat seluruh
jajaran pimpinan/pejabat dan karyawan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau serta semua pihak terkait dengan pelayvanan air minum vang diberikan
cleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sehingga SPM ini mengikat
berbagai pihak vang ikut mendukung dan berpatisipasi dalam kelancaran

tugas pelayvanan air minum yang diberikan oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP

Provinsi Riau.

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR.

Untuk memudahkan pemahaman , maka Standar Pelayanan Minimal (SPM)

UPT PAM diuraikan berdasarkan Struktur sebagai berikut :
L Definisi

Setiap indikator akan memberikan penjelasan berupa definisi dari apa
yvang dimaksud. Definisi bertujuan agar pembaca dan penilai mempunyai

pemahaman yang sama untuk setiap indikator dari setiap substansi
pelayanan



6.

Lingkup

Cakupan pengukuran dijelaskan dalam lingkup yang menu njukkan

siapa dan/atau apa yang menjadi sasaran pengukuran. Lingkup disim

dapat berupa Unit air baku, Unit Produksi, unit distribusi ( wilayah yang

akan dilayani), SDM / petugas operator UPT PAM, offtaker (PDAM/UPTD

Kabupaten/Kota) yang akan dilayani, masyarakat/pelanggan/ offtaker

dari Off Take yang akan dilayani. Hal ini dimaksudkan agar pengguna

(UPT PAM) paham obyek yang akan diukur Kinerjanya.

Tolok Ukur

Dalam Naskah SPM harus memiliki tolok ukur yang mencakup :

a. Ukuran pencapaian target dalam 5 (lima) tahun kedepan (sesuai
dengan Renstra);

b. Ukuran vang merupakan standar/kriteria penilaian atau formula
pengukuran.

Sasaran Pencapaian Tolok Ukur

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ditetapkan pencapaian target

sasaran, dengan mempertimbangkan kinerja yang ada di UPT PAM Dinas

PUPRPKPP Provinsi Riau saat ini, vakni kinerja yang seharusnya dapat

dicapai, serta usaha peningkatan kinerja secara berkesinambungan;

Prasyarat Pencapaian

Sasaran SPM baru bisa dicapai apabila telah memiliki persyaratan
pendukung yang cukup. Persyaratan yang dimaksud dapat berupa
kesiapan perangkat lembaga vang ada seperti : Struktur Organisasi yang
telah siap, sumber dava manusia vang memadai, dana vang cukup,
infrastruktur yang memadai, dukungan dari elemen pemerintah
daerah/instansi terkait dan masyarakat.

Pengukuran :

Metode Pengukuran dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak :

a. Dari UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

Dapat dilakukan dari manajemen UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau dengan melakukan pengukuran: untuk mengetahui
sejauh mana UPT PAM dapat memenuhi janjinya kepada offtaker
(Pemerintah Kabupaten/Kaota). Bilamana sasaran dari tolok ukur ini
belum dapat tercapai , internal manajemen UPT PAM Dinas
PUPRPKPP Provinsi Riau harus meneliti sebab- scbab tdak
tercapainya sasaran. Sebaiknya manajemen dapat mengevaluasi

faktor-faktor internal dan mengambil tindakan yang dianggap perlu.

b. Internal dan Eksternal



D.

Pengukuran eksternal scbaiknya dilakukan oleh pihak diluar
mencjemen UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dengan tujuan
agar pihak lain juga dapat mengetahui/menilal kesesuaian SPM
terhadap peraturan dan penerapan. Biasanya pihak yang dipercaya
untuk melakukan ini adalah internal auditor dan external auditor.
Internal auditor ini berada langsung dalam manajemen UPT PAM
Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau (Badan
Pengawas Intern). Sedangkan Eksternal auditor adalah pihak yang
tidak terkait langsung dengan struktur UPT PAM , Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau berupa lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah
Provinsi Riau (misalnya : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat
Provinsi Riau).

¢c. Surveyor Independent
Adakalanya masyarakat juga ingin mengukur, diluar organisasi
Pemerintah dengan tujuan dan metodologi yang berbeda.
Biasanya dalam pengukuran yang demikian masyarakat tidsak
secara langsung melakukan sendiri, akan tetapi melalui pihak lain
(Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Survey yang
dipercaya), tetapi dalam tujuan mengulkur kepuasan
pelanggan/offtaker atau pengguna jasa lainnya.

7. Penanggung Jawab.
Penanggung jawab adalah penanggungjawab dari pelaksanaan,

penerapan dan evaluasi indikator SPM yang bersangkutan.

WAKTU PENYELESAIAN

Waktu penyelesaian terhadap layanan BLUD UPT. PAM mengikuti beberapa
prinsip yaitu :

1. KECEPATAN

Substansi dari kecepatan adalah UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
memberikan jaminan kepada para pelanggan /Offtaker untuk bergerak cepat,
sigap, tanggap dan tcpat dalam menangani berbagai macam hal
pelanggan /Offtaker, sehingga menjamin kepuasan para pelanggan / Offtaker.

Cepat dalam menangani keluhan pelanggan/Olltaker dan cepat dalam hal
penanganan pelayanan pelanggan / Offtaker.

2. KEMUDAHAN

Substansi dari kemudahan adalah UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

menjamin  pelanggan/Offtaker bisa mendapatkan berbagai kemudahan



dalam menikmati jasa pelayanan air minum, kemudahan dapat diukur dari
4 (empat) indikator kinerja, yaitu:
a. Kemudahan memperoleh informasi tentang pelayanan air Curah;
b. Kemudahan melaporkan dan menyampaikan pengaduan bila terjadi
gangguan pelayanan;

¢. Kemudahan dalam hal pembayaran jasa pelayanan air curah

3. TERJANGKAU

Substansi inti dari terjangkau adalah UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau dapat menjamin bahwa jasa pclayanan air curah mudah diperoleh oleh

para pelanggan/Offtaker.

4. TERUKUR

Substansi inti dari terukur adalah UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
dapat menetapkan dan menerapkan dengan barang dan/atau jasa yang

terukur untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan/Offtaker.

Dengan adanya perumusan SPM ini diharapkan UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau dapat memenuhi tuntutan pelanggan/Offtaker dan
masyarakat dalam pelayanan air minum, terutama di wilayah kota
Pekanbaru, Kabupaten Kampar, kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan
Kabupaten Bengkalis dan kedepan diharapkan akan dapat melavani
seluruh wilayah provinsi Riau.

Dampak positif bagi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau akan
tercapai kemandirian sebagal organisasi dengan sumber daya manusia
(SDM) yang kompeten dalam bidang air minum sesuai dengan visi dan
misi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

BIAYA/TARIF

BLUD UPT PAM memiliki beberapa jenis pelayanan yang dikenakan tarif yang
terdiri dari:

a. pelayanan air curah ke offtake;

b. pelayanan air curah komersil (Industri, Perdagangan dan Jasa

Usaha Lainnya);

c. pelayanan pengiriman penjualan air menggunakan truk tangki.

Perhitungan tarif didasari oleh beberapa komponen yvang terdiri dari :



1. Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan air curah ke offtake
diperhitungkan  berdasarkan komponen jasa pelayanan,
penggunaan peralatan serta penggunaan bahan habis pakai

dan /atau bahan kimia

2. Tarifl layanan untuk kegiatan pelayanan jasa air curah komersil
diperhitungkan  berdasarkan komponen jasa pelayanan,
penggunaan peralatan serta penggunaan bahan habis pakai

dan/atau bahan kimia

3. Tarif layanan untuk kegiatan pelayanan pengiriman
penjualan air menggunakan truk tangki diperhitungkan
berdasarkan komponen biaya mobilisasi dan demobilisasi
ke lokasi pekerjaan, biaya peralatan serta penggunaan

bahan habis pakai dan/atau bahan kimia.

F. PRODUK LAYANAN

Suatu produk, barang atau jasa meskipun hasilnya baik, tidak ada gunanya
apabila tidak mudah digunakan oleh pemanfaat jasa itu. SPAM adalah salah
satu produk jasa pelayanan air minum dengan sistem perpipaan yang
memudahkan pelanggan/offtaker untuk memanfaatkan air minum scbagai
kebutuhan pokok dasar sehari-hari. Terdapal 4 (empat) indikator yvang
diberikan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau dalam memberikan
pelayanan air minum curah kepada masyarakat melalui Off Take di Kabupaten
/Kota.

1 Kemudahan memperoleh informasi tlentang pelayanan air curah;
Kemudahan dalam memberikan informasi kepada pelanggan/offtaker (Off
Take) dan masyarakat. Untuk meperoleh informasi vang berguna , tindakan
vang pertama adalah mengumpulkan data, mengolah hingga menjadi
informasi. Dari data-data tersebut informasi yan didapat lebih terarah. Agar
informasi effektif informasi harus ada hubungannya antara kata-kata dan
arti yang cukup jelas dan menghindari kemungkinan salah tafsir.

2  Kemudahan dalam pelayanan sambungan pelanggan/offtaker;

Adanya petugas yang tersedia setiap saat dalam melayani air curah kepada
Off Take agar mempermudah pelavanan kepada masyarakat.

3. Kemudahan melaporkan dan menyampaikan pengaduan apabila terjadi
gangeuan pengaliran terkait K3 (Kualitas, kuantitas dan kontinuitas);
Proses pengelolaan dan pendataan terhadap laporan pengaduan
masyarakat kepada pelanggan/offtaker (Off Takel terutama dalam

penanganan gangguan teknis yang disebabkan kondisi lapangan dilakukan



secara khusus oleh petugas informasi, sedangkan dala yang sudah dicatat
ditindaklanjuti oleh petugas lapangan. Sctelah mengetahui permasalahan
yang ada, secepatnya dilakukan tindakan penanganan secara ellektif dan
sefisien mungkin.

Kemudahan dalam hal pembayaran tarif.

Sistem pelayanan pembayaran yvang diberlakukan harus mudah dan dapat
terjangkau. Baik dari jangkauan besaran biaya, informasi dan pusat
pembayaran yang tersedia. Salah satu wujud perbaikan pelayanan kepada
pelanggan/olftaker adalah dengan menerapkan sistem penagihan dengan

menggunakan data informasi yang jelas.



G.

SARANA DAN PRASARANA

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mengelola 2 (satu] unit Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekan — Kampar dengan kapasitas terpasang 40
lt/dt, dan SPAM Durolis yang akan melayani kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan
Kab. Bengkalis dengan kapasitas terpasang 400 It/dt dan akan terus
dikembangkan sampai dengan 1.500 It/dt.

KOMPETENSI PELAKSANA

Tujuan
Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara

professional.

Kebijakan

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung peningkatan
kinerja personil.

2. Pelayanan harus memperhatikan azas keadilan, kesetaraan, proporsional dan

transparansi.
Program
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. Peningkatan murtu pelayanan melalui peningkatan kompetensi dan sertifikasi
SDM Pengelola SPAM.

PENGAWAS INTERNAL

Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan
pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh
lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Schat. Satuan
pengawas internal vaitu pengawas internal vang berkedudukan langsung dibawah
pemimpin.

Pembentukan dengan mempertimbangkan :

1.keseimbangan antara manfaat dan beban.

2 kompleksitas manajemen; dan

3.volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Tugas satuan pengawas intcrnal, membantu manajemen untuk:
1. pengamanan harta kekayaan.
menciptakan akurasi sistem informasi keuangan.

menciptakan efisicnsi dan produktivitas. dan

BoW N

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek

Bisnis Yang Sehat.



J. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Dalam Penanganan Pengaduan di Standar Pelayanan Minimal  harus
mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan
serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Untuk memberikan kepuasaan

terhadap pelanggan BLUD UPT-PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau meliputi

melakukan pelayanan untuk pengaduan, yang terdiri dari:

1.

Waktu penerimaan pengaduan yang dilakukan selama 24 jam /hari, dan
dengan respon terhadap pengaduan pelanggan diverifikasi oleh operator
pelavanan pengaduan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

Penanganan terhadap pengaduan akan dilakukan oleh operator teknis
lapangan sctelah diverifikasi oleh operator pelayanan pengaduan.
Penerimaan pengaduan akan dilayani melalui website UPT PAM yang sudah

tersedia.

Penanganan Pengaduan bertujuan untuk memberikan kepuasan dan

kemudahan bagi pelanggan dan semua jenis pengaduan dilayani.

K. JUMLAH PELAKSANA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2020 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tanah Provinsi Riau,

organisasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau terdiri dari :

+ Kepala UPT-PAM
e Sub Bagian Tata Usaha
+ Kepala Scksi Penyediaan dan Pemeliharaan Air Bersih dan
e Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
Untuk jelasnya Struktur Organisasi UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi
Riau dapat diihat pada bagan berikut ini.



BAGAN ORGANISASI UPT PAM
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN
PROVINSI RIAU

Kepala UPT PAM

Kasubag Tata Usaha

e
Kasi Penyediaan dan
Pemeliharaan Air

Kasi Monitoring dan
Evaluasi

Pengelola Program
dan Kegiatan

===
Pengevaluasi
Pogram dan Kinerja

Pengevaluasi
Pogram dan Kinerja

Pengadministrasi Pengawas Jaringan Pegelola Monitoring
Umum Utilitas dan Evaluasi

Penyusun Rencana
Kegiatan dan

Teknisi Peralatan
dan Mesin

|

Pengelola Teknologi
dan Informasi

I

Pengelola Teknologi
dan Informasi

Catatan:
1. Seksi Pelaksana Teknis , selaku Pejabat Teknis BLUD
2. Sub Bagian Tata Usaha, selaku Pgjabat Keuangan BLUD

L. JAMINAN PELAYANAN

Dalam jaminan pelayanan yaitu adanya Jasa Pelayanan air minum curah
perpipaan kepada masyarakat melalui Off Take (Pemerintah Kabupaten/Kota)
difokuskan pada pencapaian SPM ini. Setiap pelanggan/offtaker tentunva
sangat berharap adanya pelayanan vang memuaskan.

Bagi pclanggan/olftaker, pelayanan air curah vang berkualitas biasanya
meliputi pelayanan vang tcpat waktu bagi petugas ketika sedang dibutuhkan
oleh pelanggan/offtaker, vang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan
kontinuitas melalaui sistem perpipaan. Kemudahan dalam memperoleh
informasi tentang pelayaan air curah meliputi gangguan pelayanan, gangguan
teknis, termasuk kesiapan dan kesiagaan petugas teknis lapangan dalam
kecepatan memberikan pelayanan dan menangani permasalahan. Semua itu

lidak menjadi tidak berguna ketika pelayanan yang diberikan tidak dapat



dihandalkan. Olch karena itu sangat pentingnya pelayvanan berkualitas dalam

menilai kesempurnaan seluruh infrastruktur SPAM. Hal ini tentunya menjadi

sebuah substansi prioritas penerapan pencapaian SPM, substansi ini ada 4

(empat) indikator yaitu:

L

Adanva Perencanaan yang matang;

Perencanaan dimaksudkan untuk mengsinkronkan/menghubungkan
pengetahuan, fakta dan imajinasi dengan asumsi untuk masa yang akan
datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang
diinginkan untuk keberhasilan SPAM ke depan, urutan kegiatan yang
diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat ditcrima dan
digunakan dalam penyelesaian. Dengan proses yang berkelanjutan, bertahap
dan tertata rapi. Perencanaan tidak bersifat mutlak, kaku tetapi ada peluang
untuk perbaikan terkait dengan kebijakan baru.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa perencanaan adalah proses yang
berkelanjutan dalam rangka menyempurnakan aktivitas untuk
mewujudkan tujuan bersama.

Implementasi pelaksanaan yang lepal sasaran,

Implemetasi disini mengharuskan adanya scbuah pekerjaan yang harus
dilakukan dalam penyediaan pelayanan air curah oleh UPT PAM kepada Off
Take. Pelaksanaan ini meliputi teknis pengolahan air baku menjadi air curah,
pendistribusian air curah sampai ke titik Off Take vang sudah disepakati
bersama Off Take, pengoperasian dan pemeliharaan SPAM.

Kesiapan Petugas Lapangan;

Semua yang diperlukan untuk pelayanan air curah dilakukan oleh petugas
lapangan yang mempunyai kompetensi dalam pengoperasian dan
pemeliharaan SPAM.

Eetepatan Waktu;

Pelayanan yang dilakukan harus tepat waktu , kontinyu (24 jam per hari)
dalam jumlah (kuantitas) vang cukup dan kualitas air curah sesuai dengan

paraturan vang berlaku.

M. JAMINAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYANAN; DAN

Untuk Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan diperlukan yaitu ;

1

Kelengkapan Peralatan Teknis bagi Petugas;

Setiap petugas perlu melengkapi peralatan sesuai dengan kebutuhan,
peralatan teknis yang dibutuhkan dan tersedia sudah memenuhi syarat
sertilikasi yang menyatakan kesesuaian alat, tipc dan perangkat terhadap
persyaratan teknis dan standar yvang ditetapkan.

Konsistensi Dalam Menangani Keluhan Pelanggan /ofltaker;



Konsisten dalam hal ini adalah representasi dari sebuah konsep dan janji
yang terencana yaitu konsisten antara rencana, janji dan penanganan yang
dilakukan. Tiga aspek vang perlu diperhatikan dalam pelayanan air curah
oleh UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau antara lain :

a) Konsisten dalam pengembangan pelayanan. Hal ini berkaitan dengan
kemampuan petugas UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau untuk
mengaplikasikan secara tepat kemampuan dan kKetrampilan
(Kompetensi) sebagai pengelola SPAM sesuai ketentuan yang berlaku
dalam bidang pelayanan air minum curah.

b) Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempal maupun orang.
Layanan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau harus
dilaksanakan sccara konsisten sepanjang waktu (24 jam), disemua off
take dengan petugas vang selalu siap mclayani.

Kualitas pelayanan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau

berkaitan langsung dengan kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.
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2.7.

2.8.

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan secara Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD}, vaitu schagai pengguna anggaran atau unit kerja pada

SKPD, sebagai kuasa penggguna anggararl.

Unit Produksi

UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau mengelola 2 (dua) unit
Sistem Penvediaan Air Minum (8PAM) Pekan - Kampar dengan
kapasitas terpasang 40 1t/dt. dan SPAM Durolis vang akan melavani
kata Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Bengkalis dengan kapasitas
terpasang 400 lt/dt dan akan terus dikembangkan sampai dengan
1.500 It /dt.

Tarif Jasa Layanan

Tarif jasa layanan air mnum curah UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau untuk SPAM Pekan Kampar ditentukan melalus
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan
Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kota Pekanbaru
selaku penerima pasckan air curah/air mmum, untuk itu 1telah
dilakukan perundingan dan dicapai kesepakatan tarif air curah, untuk
PDAM Kota Pekanbaru dan PDAM kab., Kampar ditetapkan sebesar Rp.,
2.900,-- per m3.
Hal ini sesuai dengan Addendum Perjanjian Kerjasama antara Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Euang, Perumahan, Eawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penalaan Ruang Kota Pekanbaru dan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar, Nomor
610/PUPRPKFP- SEKRE/IX/2021/2542 , Nomor: 760/DPUPR /PKS-
SPAM/IX/2021, Nomor: 600/ PUPR-
SET/2328. tentang Pengelolaan Sistem Penvediaan Air Minum Regional
Kota Pckanbaru dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau Kapasitas 40
1/det. tanggal 24 September 2021,

Kesepakatan tersebur ditetapkan pula dalam Keputusan
Gubernur Provinsi Riau Nomor @ Kpts./1038/1X/2021 tentang
Penetapan Tarif Air Minum Curah Sistem Penyediaan Air Minum

Regional Pekanbaru Kampar Provins: Riau, tanggal 30 September
2021,

Sedangkan untuk pelayvanan SPAM Regional Durolis Tarifl Air

Curah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan Keputusan



2.9.

2.10.

Gubernur Riau No. 746/VI1 /2021, tentang Penetapan Tarif Air Minum
Curah Sistem Penvediaan Air Minum Regional Dumai. Rokan Hilir,
Bengkalis, Provinsi Riau Di Kota Dumai. tanggal 12 Juli 2021,
ditetapkan sebesar Rp. 2.850,- per M?

Dan untuk pelayvanan SPAM Durolis di Kabupaten Bengkalis, saat
ini telah dilakukan perhitungannya dan dalam proses persetujuan
Gubernur, Tarif Air curah di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp, 2.895.-

Pada dasarnva tarif tersebur masih perlu dilakukan perhitungan
lebih lanjut untuk mengetahui berapa besar nilai subsidi vang harus

disediakan dalaun APBD Provinsi Riau.

Pendapatan jasa layanan air curah/fair minum UPT PAM Dinas
PUPRPKFE Provinsi NKiau pada dasamya diperoleh dari perkalian
volume air terjual dangan besaran tarif pelavanan, oleh karena itu
besaran pendapatan UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau sangai
tergantung pada 2 kompanen tersebut

Volume air terjual juga tergantung dart kemampuan serapan dan
PDAM atau UPTD selaku pembeli, oleh karena itu dalam menghitung
proyveksi pendapatan perlu diperhatikan pada 2 hal utama yaitu :

3 Volume air curah tlerjual, vang di proveksikan melalui air
terproduksi dikurang! dengan kehilangan air
b. Tarif SPAM Pekan Kampar dan SPAM Durolis

Disamping itu selaku BLUD masih memiliki hak untuk menerima
subsidi dari APBD Provinsi Riau. hal mi sesual dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
kheuangan Laerah pasal 37 dan pasal 41 yvang menetapkankan belanja
subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi untuk perusahaan/
lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa vang dihasilkan dapat

terjangkau masvarakat banvak.

o -

Biaya operasional jasa layanan air curah merupakan seluruh
komponen biaya vang dikeluarkan untuk mengolah sumber air baku
menjadi air minum curah dan didistribusikan sampai ke meter induk
distribusi, kelompok biaya operasional terdiri dari :

* DBiaya sumber air baku



Yang termasuk dalam kelompok biava sumber air baku adalah
retribusi (harga beli] air baku, biaya pegawai, biava listrik / BBM,

biaya pemeliharaan dan biaya pemeliharaan.

* Biaya pengolahan air
Yang termasuk dalam kelompok biava pengolahan air adalah biaya
pegawai, biava bahan limia, biaya listrik/ BBM, biava penyusutan,
biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain.
s  Biaya transmisi dan distribusi
Yang termasuk dalam kelompok biava transmisi dan distribust
adalah biaya pegawai, biaya lstrik/ BBM, biaya bahan/
perlengkapan. biaya pemakaian pipa persil, biava penyusutan,
biava pemeliharaan dan biava lain-lain.
= Biava umum dan administrasi
Yang termasuk dalam kelompolk biava umum dan admmistrast,
adalah biava pegawai, biava kanter. biava hubungan
pelanggan;Olftaker, bhiaya keuangan, biaya pemeliharaan,
penvisihan piutang dan biayva lain-lain.
Pengelompokan biaya diatas sesuai dengan [ungsi biaya, hal in
telah sesuai dengan ketentuan Sistern Akuntansi Pemerintahan (SAF).
hal ini diperlukan guna mempermudah para pengguna Rencana

Strategl Bisnis (RSB} ini.

2.11. Aset dan Modal

Seluruh aset UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau berasal
dari sumber dana APBN dan APBD Provinsi Riau, dalam hal sumber
dana APDBN maka serah terima aset dilakukan antar Pemerintah
Daerah Provinsi Riau dengan Satker PK PAM Provinsi Riau, selanjuinya
asel tersebut diserah terimakan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada
UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provins: Riau. dengan demikian secara
administratif Aset UPT PAM Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. berasal
dari penyertaan modal pemerintah provinsi.

Sampai dengan akhir Talhun 2022, besaran investasi untuk unit
SPAM Pckan Kampar yvang akan dikelola UPT PAM Dinas PUPRPKPP
Provinsi Riau adalahk sebesar Rp. 77.658.821.976,--, berikut disajikan

rinciannya :

URATIA Tahu| Nilai
N n| Perolehan
Pembansunan Air Baku 2011]9.403.447.000

Sarana Penrdukung Jaringan Air Baku | 201111.136.411.700



